Pendidikan Pancasila: Nilai Dasar Dan Jati Diri by Wasiyem, Wasiyem et al.
iPENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
PENDIDIKAN PANCASILA
Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
ii PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
iiiPENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
PENDIDIKAN
PANCASILA





Dr. Muhammad Kaulan Karima, M.Pd.
iv PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
Wasiyem, S.Pd., M.Si., dan Ramadhani, M.Pd.
Pendidikan Pancasila: Nilai Dasar dan Jati Diri/Wasiyem, S.Pd., M.Si., dan
Ramadhani, M.Pd.
—Ed. 1, Cet. 1. —Medan: Merdeka Kreasi, 2021
xii, 170 hlm., 25 cm.
Bibliografi: hlm. 161
ISBN 978-623-6198-15-5
Hak Cipta © 2021, pada penulis
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk
dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit
2021.
Wasiyem, S.Pd., M.Si., dan Ramadhani, M.Pd.
Pendidikan Pancasila: Nilai Dasar dan Jati Diri
Cetakan ke-1, September 2021
Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group
Editor : Dr. Muhammad Kaulan Karima, M.Pd.
Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi
Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi
Dicetak di Merdeka Kreasi Group
CV. Merdeka Kreasi Group
Anggota IKAPI No. 148/SUT/2021
Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai Villa 18,
 Medan Sunggal 20128
Telepon : 061 8086 7977
Email : merdekakreasi2019@gmail.com
vPENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
KATA PENGANTAR PENULIS
Bismillahirrahmanirrahim...
Puji syukur kehadirat Allah swt, serta Salawat dan salam kepada RasulullahMuhammad saw. Semoga keistiqomahan dan keberkahan selalu menyertai
kita semua dalam setiap aktivitas. Buku: Pendidikan Pancasila: Nilai Dasar
dan Jati Diri Bangsa” membahas tentang Pancasila sebagai Nilai Dasar dan
Jati diri Bangsa dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Materi yang diulas dalam buku ini disajikan dengan sebaik dan sesederhana
mungkin sehingga membantu mahasiswa dalam memahami dan menginternalisasikan
nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pembahasan. Pembahasan dalam
buku ini banyak dirujuk dari Buku Ajar Pendidikan Pancasila untuk Perguruan
Tinggi yang diterbitkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek
Dikti tahun 2016, dikarenakan dianggap sangat relevan dengan kondisi pembelajaran
pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi saat ini. Ditambah lagi, buku ini
menyajikan masalah-masalah faktual tentang kondisi bangsa dan Negara,
serta adanya pandangan tokoh Islam mengenai Pancasila. Hal ini dimaksudkan,
agar adanya penambahan khazanah keilmuan yang diintegrasikan dengan
nilai-niai Islam sebagai perwujudan dari paradigma keilmuan UIN Sumatera
Utara yaitu Wahdathul ‘Ulum dengan karakteristik lulusan Ulul Albab yaitu
keseimbangan antara pikir dan zikir, keseimbangan antara pengetahuan, sikap,
dan tindakan.
Pembahasan dalam buku ini, sangat cocok diterapkan bagi mahasiswa
di perguruan tinggi dikarenakan, dalam buku ini juga membahas tentang
pentingnya dan tantangan Pancasila sehingga mahasiswa dan para pembaca
mampu memaknai yang akhirnya memiliki pandangan tersendiri dalam memecahakan
masalah bangsa dan Negara dengan sumbernya adalah Pancasila.
Banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, dalam bidang
pendidikan, hukum, kesehatan dll. hal ini harus segera diselesaikan. Penulisan
buku ini merupakan salah satu upaya  kecil dalam penyelesaian masalah tersebut.
Diharapkan setelah mempelajari isi pembahasan dari buku ini, mahasiswa
memiliki pengetahuan, sikap, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai
Pancasila dalam setiap sendi kehidupannya. Akhirnya, diharapkan buku ini
bermanfaat dalam memberikan kontribusi bagi penyelesaian  masalah-masalah
kewarganegaraan saat ini. Terakhir, masukan dan saran dari pembaca sangat
diharapkan demi kesempurnaan buku ini.
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Wallahu Yaqul al-Haqq wa Huwa Yahdi as-Sabil
Medan,  September 2021
Tim Penulis
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KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah. Ungkapan rasa syukur dipersembahkan kehadirat AllahSWT, atas nikmat, taufik, hidayah Nya serta telah mengutus Nabi Muhammad
SAW yang dimuliakan sekalian alam, yang kepadanya dihaturkan shalawat
dan salam sebagai wujud kecintaan terhadap beliau, semoga Allah meridhoi
kita sebagai manusia yang terus memiliki komitmen melaksanakan segala
ajaran dan sunnah yang telah disampaikan. Semoga dengan hal tersebut kita
tergolong kepada ummat yang mendapatkan syafaatnya. Aamiin
Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik buku ini yang mengulas
serta memaparkan konsep PendidikanPancasila dengan baik dan mudah dipahami,
ditambah lagi buku ini memberikan gambaran secara kontekstual kondisi
bangsa dan Negara, ditambah lagi pandangan para tokoh Islam tentang Pancasila
itu sendiri, sehingga menjadi penambahan khazanah keilmuan bernilai Islami
bagi para pembaca terkhusus bagi dosen dan mahasiswa UIN Sumatera Utara.
Sehingga cita-cita menjadikan UIN Sumatera Utara Medan sebagai institusi
berparadigma keilmuan Wahdathul Ulum dapat terwujud.
Dengan terbitnya buku Pendidikan Pancasila: Nilai Dasar dan Jati
Diri Bangsa ini dapat membantu para Dosen pada perguruan tinggi dalam
mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang merupakan mata kuliah
wajib pada setiap perguruan tinggi, sebagai upaya peningkatan pengetahuan,
pemahaman serta terwujudnya warga negara yang baik di tengah-tengah terkikisnya
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dinodai
oleh terorisme, radikalisme, komuniksme, dll. Sebagaimana diketahui, Pancasila
merupakan dasar Negara dan Jati Diri bangsa dalam mempersatukan keberagaman
(kebhinekaan) bangsa Indonesia
Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi dosen-
dosen lain dalam menghasilkan karya-karya terkhusus dalam hal pengintegrasian
ilmu pengetahuan.
Medan,   September 2021
Dekan FKM UIN SU Medan
dto
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.
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KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN
Puji dan syukur kehadirat Allah swt Sang Maha Pemiliki Segala IlmuPengetahuan. Serta shalawat dan salam atas Nabi Muhammad saw sebagai
suri tauladan bagi umat manusia dalam mengintegrasikan iman, ilmu, dan
amal.
Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah Wajib yang harus diikuti
oleh setiap mahasiswa sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, yang menegaskan bahwa
mata kuliah pendidikan Pancasila diwajibkan dan harus berdiri sendiri yang
harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian,
keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak Negara,
bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan Negara
yang dimaksudkan untuk membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa
mengenai ideologi bangsa Indonesia, yaitu sebagai ruh dalam membentuk
jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai
dengan bidang studi masing-masing.
Buku ini sangat menarik untuk dibaca dan dibahas dikarenakan memuat
problema-problema yang dihadapi oleh bangsa dan Negara secara faktual, serta
adanya pandangan tokoh Islam tentang Pancasila, sebagai filter bagi mahasiswa
terhadap pengaruh paham-paham yang menolak Pancasila sebagai dasar Negara.
Notabenenya sudah final dan selesai secara histori, maupun konstitusional.
Apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku ini, yang mudah-
mudahan dapat menjadi inspirasi bagi dosen lain dalam menyumbangkan
ide gagasan dengan menghasilkan karya ilmiah sebagai upaya ikut serta mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Medan,   September 2021
Dekan FITK UIN SU Medan
dto
 Dr. Mardianto, M.Pd.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Pendidikan Pancasila dapat Mengatasi Masalah Bangsa
Data yang diperoleh dari Transparency International (TI) tahun 2015bahwa Negara Indonesia berada pada posisi 88 dari 188 negara paling
korup di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pejabat egara yang
kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila masih banyak ditemukan
di Republik Indonesia ini.
Masalah lain yang dihadapi di Negara Indonesia ini adalah disintegrasi
atau terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Disintegrasi menjadi
salah satu permasalahan sosial menakutkan bagi segenap bangsa-bangsa di
dunia, termasuk Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman akan unsur
budaya, arti suku, politik, dan karektristik masyarakat yang berbeda Disintegrasi
menjadi ancaman dalam pembangunan skala nasional, lantaran setiap orang
memiliki komitmen tersendiri dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh saat
pemilihan presiden tahun 2019 rakyat rakyat terpecah belah, saling hujat
menghujat, saling menghina bahkan terdapat kata yang sudah terlabel yaitu
Cebong vs Kampret, entah dari mana istilah ini bisa lahir begitu saja, padahal
kata ini menunjukkan objeknya adalah “binatang” bukankah hal ini sangat
buruk dan hina? Permusuhan antara pendukung merambah sampai ke tingkat
masyarakat bawah, bahkan diduga juga terjadi perpecahan dalam kalangan
keluarga. Hal lain yang terjadi adanya fenomena primordialisme yang muncul
dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali disaksikan di berbagai media
massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya
dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Miisalnya egara
di Poso, di Aceh Singkil, ataupun terjadi di Papua, dengan perbedaan agama
tanpa mengendepankan toleransi masyarakat saling menyerang satu sama
lainnya.
Berdasarkan laporan hasil egara Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/
Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4%
menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut
dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila
(Dailami, 2014).
Ditambahkan lagi tentang moralitas generasi bangsa Indonesia yang
sangat memprihatinkan yang mengalami dekadensi moral. hal ini terjadi
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disebabkan banyak faktor, bisa dari pengaruh paham kapitalisme, sekularisme,
dan komunisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Disebabkan
pula oleh tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media massa, baik cetak
maupun elektronik. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan
kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan
dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga seringkali
disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga.
Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru
menjadi tontonan yang paling disenangi.
Lain lagi pada masalah narkoba yang telah mejangkit keseluru lapisan
masyarakat,baik pejabat, selebritis, rakyat biasa, serta dominasi generasi muda.
Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun
2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba
yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis
bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari
tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani
oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba (http://nasional.sindonews.com/
read/2013/12/27/13/821215/sepanjang2013-kasus-narkoba meningkat). Untuk
itu, pendidikan Pancasila merupakan keniscayaan yang harus diberikan kepada
mahasiswa di perguruan tinggi.
Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib yang harus diajarkan
di perguruan tinggi di Indonesia sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.
Sebagaimana yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata
kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan,
dan bahasa Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi atau menuntaskan
masalah-masalah yang telah diuraikan di atas.
Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah
di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa
perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2
(dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan
bobot minimal 3 (tiga) SKS.
Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, yang menegaskan bahwa mata
kuliah pendidikan Pancasila diwajibkan dan harus berdiri sendiri yang harus
dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian,
keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak Negara,
bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan Negara.
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Mata kuliah pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk membina pemahaman
dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, yaitu sebagai
ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas
mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing.
Mahasiswa yang berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial,
perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait
dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan juga
lingkungannya.
Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut
ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang
saleh (bukan anti ajaran atau nilai agama), memiliki integritas, dan berwawasan
moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter
yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti: jujur, disiplin,
tanggung jawab, dan konsisten pada kebenaran.
Mahasiswa sebagai egara akademis yang bermoral Pancasilais juga harus
terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga egara. Tanggung jawab yang
penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum
yang berlaku di Indonesia.
Intinya, apabila pendidikan Pancasila dilaksanakan dengan baik dan
konsisten, maka diharapkan permasalahan di atas dapat diminimalkan bahkan
dapat dihilangkan dikemudian hari.
B. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila
Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan,
kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing.
Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada
nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered learning, untuk
mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin
bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program
studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai
kaidah penuntun (guiding principle) sehingga menjadi warga egara yang baik
(good citizenship).
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Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai
berikut: Visi Pendidikan Pancasila: “Terwujudnya kepribadian sivitas akademika
yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.” Sedangkan Misi Pendidikan Pancasila
yaitu:
1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat,
bangsa dan egara (misi psikososial).
3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan
(misi sosiokultural).
4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan
terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (synthetic discipline), sebagai misi
akademik (Sumber: Tim Dikti).
Ada kesan mahasiswa menganggap bahwa pendidikan Pancasila kurang
penting, dikarenakan tidak relevan program studinya. Padaha, apabila dicermati
secara seksama dengan menggunakan pikiran yang jernih dan hati terbuka,
pendidikan Pancasila sangat diperlukan bagi mahasiswa dalam membentuk
karakter yang profesional dan bermoral, dikarenakan tantangan perkembangan
zaman membuat segala sesuatu berubah, terutama budaya, paham-paham.
Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dimaksudkan agar bangsa Indonesia
tetap sadar akan jati diri atau identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang
berdaulat sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya.
Sebagaimana sesuai dengan visi dan misi pendidikan Pancasila di atas.
Walaupun di satu sisi Pancasila tetap layak untuk dikaji dan dipelajari
kembali relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaderi,
2015). Bagaimanapun kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila
dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diproklamasikan tanggal
17 Agustus 1945. Kesepakatan tersebut telah dinyatakan pada tanggal 18
Agustus 1945, oleh sebuah Badan yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) sebagai lembaga yang membentuk Negara.
C. Tantangan Pendidikan Pancasila
Perjalanan Pendidikan Pancasila mengalami dinamika yang panjang
dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri, upaya pewarisan nilai-
nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan
sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman
ke zaman.
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Pada masa awal kemerdekaan (era Soekarno), pembudayaan nilai-nilai
Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam
rapat-rapat besar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian,
pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi Pidato Bung Karno
tentang Lahirnya Pancasila dengan kata pengantar dari Dr. K.R.T. Radjiman
Wedyodiningrat (Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPKI)).
Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan/pendidikan
Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960 diterbitkan
buku oleh Departemen P dan K, dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru
Indonesia (Civics). Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk
manusia Indonesia baru yang egaraa melalui pendidikan. Selain itu, terbit
pula buku yang berjudul Penetapan Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi,
pada tahun 1961, yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik In-
donesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum
dan aparatur egara.
Selanjutnya di era kepemimpinan Presiden Soeharto, adanya Ketetapan
MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, kemudian menjadi salah satu
sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan
Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan
bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P-4).
Penyempurnaan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan
dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti, menerbitkan
SK, Nomor 25/DIKTI/KEP/1985, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti
Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Sebelumnya, Dirjen Dikti telah mengeluarkan
SK tertanggal 5 Desember 1983, Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan
Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola Seratus
Jam di Perguruan Tinggi. Kemudian, dilengkapi dengan SK Kepala BP-7
Pusat tanggal 2 Januari 1984, Nomor KEP/01/BP-7/I/1984, tentang Penataran
P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi
Negeri dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April
1984, No. KEP-24/BP-7/IV/1984, tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus
sesuai Bidang Ilmu yang Diasuh Fakultas/Akademi dalam Rangka Penyelenggaraan
Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/
Institut/Akademi Negeri dan Swasta.
Pada era Soeharto ini juga terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan
Tinggi, nomor 1 Tahun 1967, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan,
yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan
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tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan
tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila.
Akan tetapi sangat disayangkan P-4 ini merupakan strategi yang digunakan
pemerintah untuk berlaku semena-semena, yaitu menekankan pada pemerintah
yang otoriter, tidak boleh dikritik atau disalahkan, rakyat harus patuh kepada
setiap ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga, rakyat bangkit untuk
menggulingkan pemerintahan Soeharto, sehingga terjadilah peristiwa reformasi
tahun 1998.
Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah Ketetapan
MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor
II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia
Pancakarsa), sejak itu Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan. Berikutnya,
ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, yang
dianggap mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan
Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai
mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya
dalam materi pendidikan kewarganegaraan.
Hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di
81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu
Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi.
Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan
wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari.
Abdulgani (1979) menyatakan bahwa Pancasila adalah dorongan pokok
dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya kedua hal ini, kekuasaan egara
akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus
dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral.
Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi
generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai
Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan
Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata
kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi
dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan
tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program
studi yang makin tajam (yang menyebabkan kekurangtertarikan sebagian
mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila). Adapun tantangan yang bersifat
eksternal, antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik dan
maraknya gaya hidup sekelurisme di dalam masyarakat.
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Tantangan yang dihadapi dalam menggalakkan nilai-nilai Pancasila
dapat dirangkum dari pidato-pidato kepresidenan Negara Indonesia, yaitu:
1. Pidato Presiden Ketiga RI, B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011: Habibie
mengatakan kegembiraannya dengan lahirnya era reformasi dan kemajuan
kehidupan demokrasi. Akan tetapi, mengajak seluruh bangsa Indonesia
untuk merenungkan dimana Pancasila berada pada kondisi ini? Menurutnya,
bangsa Indonesia seolah-olah melupakan Pancasila, hilang begitu saja
dari memori kolektif bangsa, jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik
dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan.
Hal ini terjadi karena a) situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang
telah berubah baik di tingkat Negara, regional maupun global yang telah
mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia,
sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk
dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat
ini. b) euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat
terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan
Pancasila. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar egara,
tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika
saat ini. Pada masa Habibie ini Pancasila sangat dikaitkan dengan rezim
Soeharto yang memposisikan Pancasia sebagai alat penguasa melalui monopoli
pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan
melanggengkan kekuasaan sehingga tidak “dipedulikan” sama sekali.
2. Pidato Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri: Pidato Megawati
cenderung menyoroti bahwa Soekarno merupakan tokoh sentral dalam
merumuskan Pancasila dengan sikap Nasionalisme yang tinggi. Ia mengatakan
bahwa: intisari dari substansi yang dirumuskan dalam Pancasila oleh Bung
Karno, memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tetapi
nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subjektifitas
dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenanya, Pancasila dengan
spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945, bukan sebatas konsep ideologis,
tetapi ia sekaligus menjadi sebuah konsep etis. Demikian juga, Pancasila
pernah disalahtafsirkan semata-mata sebagai suatu konsep politik dalam
kerangka membangun persatuan nasional. Padahal, persatuan nasional
yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme
dan Imperialisme sebagai penyebab dari “kerusakan yang hebat pada kemanusiaan”.
Kerusakan yang hebat pada kemanusiaan tersebut pernah disampaikan
oleh Bung Karno sebagai manusia yang berada di abad 20. Bayangkan,
kini kita yang berada di abad 21, dan terbukti, bahwa apa yang diprediksikan
ternyata sangat visioner dan jauh ke depan, kini menjadi kebenaran dan
fakta sejarah. Hemat penulis isi pidato ini terlalu berlebihan, karena rumusan
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Pancasila yang saat ini bukanlah ide/gagasan milik Soekarno seutuhnya,
bahkan sila pertama tentang Ketuhanan dinomorlimakan oleh Soekarno.
Sila-sila Pancasila yang telah dirumuskan dan disahkan sebagai dasar
Negara merupakan fusi (gabungan) ide, integrasi kesepakatan para pendiri
bangsa, maka janganlah hanya menonjolkan satu dari sekian banyak dari
pendiri bangsa ini. Selanjutnya Megawati menambahkan keterangan berkaitan
tantangan yang dihadapi bangsa pada masa pemerintahannya adalah banyaknya
perdebatan bahkan pertentangan tentang pantaskah Pancasila dijadikan
segala sumber dalam hidup berbangsa dan bernegara, akan tetapi tidak
mampu membumikan atau menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
Ia mengatakan: Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang
penunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu, kita akan
terus membincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu membumikan dan
melaksanakannya hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan Neo-kapitalisme
dan Neo-imperialisme serta terbangunnya Fundamentalisme yang saat
ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan Negara kita. Demikian pula,
Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara
sosial, politik, dan budaya oleh rakyatnya, justru ketika alur benang merah
sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya,
dan dipisahkan dengan penggalinya sendiri. Inilah salah satu tugas sejarah
yang harus segera diselesaikan.
3. Pidato Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono 1 Juni 2011.
Pidato SBY disatu sisi membanggakan Bung Karno, akan tetapi disisi
lain mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa masih banyak
terdapat pendiri bangsa lain yang turut serta memberikan sumbangsih
ide, gagasan sehingga terjadi kesepakatan tentang Pancasila. Ia mengatakan:
Hari Kelahiran Pancasila merupakan sebuah refleksi kesejarahan dan kontemplasi
untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar bung
Karno yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 1 Juni 1945. Ingat,
pada saat itu para founding fathers kita tengah merumuskan dasar-dasar
dari Indonesia merdeka. Berkali-kali bung Karno mengatakan bahwa beliau
bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila,
tetapi sejarah telah menorehkan tinta emas, bahwa dijadikannya Pancasila
sebagai dasar dan Negara sangat terkait erat dengan peran dan pemikiran
besar Bung Karno. Dalam pidato SBY ia juga mengungkapkan kecemasannya
tentang adanya upaya untuk mengganti Negara Pancasila dengan Negara
lain, dan mendirikan Negara berdasarkan agama. Sebagaimana Ia mengatakan:
Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya menangkap kegelisahan dan kecemasan
banyak kalangan, melihat fenomena dan realitas kehidupan masyarakat
kita termasuk alam pikiran yang melandasinya. Apa yang terjadi pada
9PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
tingkat Negara kita ada yang cemas jangan-jangan dalam era reformasi
demokratisasi dan globalisasi ini sebagian kalangan tertarik dan tergoda
untuk menganut Negara lain, selain Pancasila. Ada juga yang cemas dan
mengkhawatirkan jangan-jangan ada kalangan yang kembali ingin menghidupkan
pikiran untuk mendirikan Negara berdasarkan agama… Akhirnya, saya
telah menyampaikan dua substansi utama dalam pidato ini, yang pertama
tadi adalah refleksi dan kontempelasi pikiran-pikiran besar Bung Karno,
kemudian yang kedua adanya keperluan bagi kita untuk melakukan revitalisasi
nilai-nilai Pancasila melalui cara-cara yang efektif dan perlu kita garis
bawahi melalui edukasi, sosialisasi, dan keteladanan.
Ketiga pidato presiden RI merupakan pandangan pemimpian alias penguasa,
terkesan kesalahan atau tantangan tersebut hanya ditujukan ke rakyat, padahal
menurut hemat penulis kesalahan dan ketidakpahaman rakyat tentang Pancasila
juga merupakan tanggungjawab pemerintah. Analoginya adalah siswa yang
dipimpin oleh guru dalam kelas, merupakan tanggungjawab guru untuk memberikan
pemahaman kepada siswanya tentang materi yang dipelajari.
Nyatanya, banyak sekali hal atau kondisi penyelewangan yang dilakukan
oleh para penguasa dalam menggunakan Pancasila dalam mempertahankan
kekuasaannya. Sebagaimana yang dituliskan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Ristek Dikti RI tahun 2016 dalam buku “Pendidikan Pancasila untuk Perguruan
Tinggi” bahwa Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan
adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila
dan meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga
nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara.
Diantaranya yaitu:
1. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, terutama pada 1960an NASAKOM
lebih popular daripada Pancasila. Penyelewangannya yaitu pengangkatan
presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.III/MPRS/1960 Tentang
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal ini bertentangan
dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa,
“Presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama lima (5) tahun,
sesudahnya dapat dipilih kembali”. Seharusnya pengangkatan presiden
seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu lima tahun.
2. Pada zaman pemerintahan presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar
kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada
kalangan yang mengidentikkan Pancasila dengan P-4.
3. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa
tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan (Dirjen
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).
10 PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
Sedangkan hemat penulis saat ini masing-masing individu dan kelompok
menganggap dirinya adalah yang paling Pancasilais yang berbeda dengan
pandangan dan pendapatnya maka mereka adalah golongan yang tidak Pancasilais
sehingga harus disingkirkan dan dipenjarakan, hal ini sangat tidak sejalan
dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Akibat
dari ini berimbas terpecah belahnya bangsa, hal ini pula tidak sesuai dengan
sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Hal ini seolah-olah kondisi ini kembali
ke masa era orde baru. wallahu a’lam.
Hakikatnya setiap masa pemerintahan memiliki masalah dan tantangan
yang berbeda-beda, akan tetapi kebijaksanaan pemimpin bangsa dalam usaha
menjadikan Pancasila tetap menjadi segala sumber dalam berbangsa dan bernegara
adalah hal yang paling utama dan diutamakan.
Adanya tantangan dan dinamika yang terus berubah, diperlukan reaktualisasi
nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam
menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang,
baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan
kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan
Pancasila dari kehidupan nyata bangsa.
Keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi
program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajaran
bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara egara, antara lain melalui
mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, Riyanto
(2009: 4) menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan
suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual
muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan
pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-
lembaga egara, badan-badan egara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur
politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman
nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting, tanpa membedakan
pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai
pengusaha/entrepreneur, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya.
Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi
dan kejayaan bangsa di masa depan.




A. Pengertian Pendidikan Pancasila
Menurut Kaderi (2015) pengertian Pancasila dapat diuraikan melaluitiga sudut pandang, yaitu secara Etimologis, Historis, dan Terminologis.
Ia menambahkan bahwa bila dikaji secara ilmiah tentang apa fungsi dan
kedudukan Pancasila, maka akan tampak bahwa Pancasila memiliki pengertian
yang luas, baik dalam konteks kedudukannya sebagai Dasar Negara, sebagai
Pandangan Hidup Bangsa, Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara, atau dalam
konteks sebagai kepribadian bangsa, serta dalam proses terjadinya.
1. Pengertian secara Etimologis (Harfiah)
Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana),
yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu Panca yang berarti lima, dan
Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima Dasar
Negara Republik Indonesia Kaderi (2015).”Sila” juga bisa berarti sebagai
aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau
perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral.
Istilah Pancasila menurut Prof. Darji Darmodiharjo, SH telah dikenal
sejak zaman kerajaan Mojopahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku
Negarakertagama Karangan Empu Prapanca, dan buku Sutasoma karangan
Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah Pancasila di samping mempunyai
arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahsa Sansekerta) dia juga mempunyai
arti pelaksanaan Kesusilaan yang lima, (Pancasila Krama), yang meliputi: a)
Tidak boleh melakukan kekerasan (ahimsa), b) Tidak boleh mencuri (asteya),
c) Tidak boleh berjiwa dengki (Indriva nigraha), d) Tidak boleh berbohong
(amrswada), e) Tidak boleh mabuk minuman keras (dama). (Darmodihardjo,
et.al, 1991).
Selain itu dalam kitab Sutasoma juga terdapat semboyan “Bhinneka
Tunggal Eka Tan hana dharma mangrua” yang mengandung arti meskipun
agama itu kelihatannya berbeda bentuk atau sifatnya, namun pada hakikatnya
satu juga, Yang kemudian menjadi moto Negara kita, yakni “Bhinneka Tunggal
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Ika” yang mengandung pengertian berbeda-beda tapi tetap satu. Setelah tenggelam
dalam proses penjajahan yang berkepanjangan, selanjutnya istilah Pancasila
tersebut diangkat lagi kepermukaan oleh Bung Karno, yaitu dalam uraian
pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam merumuskan Dasar
Negara Indonesia Merdeka, sehingga sering timbul anggapan bahwa tanggal
1 Juni 1945 dipandang sebagai lahirnya Pancasila. Pada hal yang lebih tepat
bahwa pada tanggal tersebut adalah hari lahirnya istilah Pancasila sebagainama
dasar Negara Indonesia. Pancasila sebagai Dasar diterima dan disahkan oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah pada tanggal 18
Agustus 1945, bersamaan dengan disahkannya Pembukaan UUD 1945 dan
Batang Tubuh UUD 1945. Pendapat ini disetjui oleh Prof. Jimly Assiddiqie.
Istilah kata Pancasila itu sebenarnya tidaklah terdapat baik di dalam
Pembukaan UUD 1945, maupun di dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu
sendiri. Namun demikian cukup jelas, bahwa Pancasila yang dimaksud adalah
lima dasar Negara (sila-sila) sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan
UUD 1945, alenia ke empat, yang berbunyi : 1) Ke-Tuhanan Yang Mahas
Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan/ perwakilan;
5) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Pancasila secara istilah menurut Muhammad Yamin dikutip oleh Kaelan
(2004), memiliki arti yaitu : “panca” yang artinya “lima” dan “syila” dengan
(i) pendek yang artinya “batu sendi”, atau “alas”, atau “dasar, dan “syiila”
dengan (i) panjang, yang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang
penting atau yang senonoh”.
Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa
Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh sebab
itu secara etimologi kata “Pancasila’ yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila
dengan (i) pendek yang memiliki makna “berbatu sendi lima” atau secara
harfiah “dasar yang memiliki lima egara”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan
huruf (i) panjang, berarti lima aturan tingkah laku yang penting (Yamin,
1971).
Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di
India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri atas
tiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka, dan Vinaya
Pitaka. Dalam ajaran budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana
dengan melalui egara, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Adapun
ajaran-ajaran moral tersebut adalah: Dasasyila, Saptasyila, dan Pancasyila. Ajaran
Pancasila menurut Budha adalah merupakan lima aturan larangan) atau five
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moral prenciples yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa
atau awam, yang larangan tersebut meliputi: Pertama: Panatipada veramani
sikhapadam samadiyani, maksudnya jangan mencabut nyawa atau membunuh.
Kedua: Dinna dana veramani shikapadam samadiyani, maksudnya: jangan mengambil
barang yang bukan haknya atau mencuri. Ketiga: Kameshu micchacara veramani
shikapadam samadiyani, maksudnya: janganlah berbuat zina. Dan keempat Musawada
veramani sikapadam samadiyani, artinya janganlah berdusta. Dan yang kelima:
Sura meraya masija pamada tikana veramani, yang maksudnya: Janganlah meminum
minuman keras yang dapat memabukkan (Abidin, 1958).
Berikutnya dengan masuknya kebudayaan India dan menyebarnya agama
Hindu dan Budha ke wilayah Nusantara, maka secara tidak langsung ajaran
Pancasila Budhismepun juga masuk ke dalam kepustakaan jawa, terutama
pada Jaman Majapahit. Oleh sebab itu di zaman kerajaan Majapahit di bawah
raja Hayam Wurk dan Maha Patih Gajah Mada, terdapat keropak Negarakertagama
(syair pujian) dalam pujangga istana yang bernama Empu Prapanca (selesai
1365), yang berbunyi “Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka kerama”,
yang maksudnya: Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila),
begitu pula upacara upacara ibadat dan penobatanpenobatan (Kaelan, 2004).
Seiring dengan runtuhnya kerajaan Maja Pahit dan agama Islam mulai
berkembang di kerajaan Maja Pahit, namun sisa-sisa ajaran moral Budha
(Pancasila) terutama tentang berbagai larangan masih tetap dikenal di masyarakat.
Ajaran tersebut dikenal dengan 5 M atau lima Ma. Yaitu larangan untuk
mateni atau membunuh, larangan untuk maling atau mencuri, larangan Madon
atau main perempuan/berzina, larangan mabok atau meminum minuman keras,
dan larangan main atau berjudi (Ismaun, 1981).
Berdasarkan pengertian Pancasila secara etimologis, tidak dapat dipungkiri
bahwasanya istilah ini sudah ada sebelum ajaran Islam ada di Nusantara (dulunya),
yaitu pada agama Hindu dan Budha, akan tetapi nilai-nilai yang ada pada
Pancasila ini juga terdapat dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga,
tidak perlu ada perdebatan dan pertentangan apakah Pancasila ini sesuai
atau tidak, ada atau tidak pada ajaran agama. Hal ini sudah terjawab.
2. Pengertian Pancasila Secara Historis
Masuknya Jepang di Indonesia berjalan dengan mulus dan mendapat
sambutan gembira dari bangsa Indonesia, karena perlakuan Jepang yang ramah.
Bahkan ketika itu rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah
putih dan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sehingga
wajar rakyat Indonesia mengira bahwa Jepang akan membebaskan mereka
dari belenggu pejajahan Bangsa Belanda. Bahkan dirumuskannya Pancasila
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sebagai Dasar Negara tidak terlepas dari adanya janji dari Pemerintah Jepang
di Tokyo yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso dihadapan Parlemen
Jepang pada tanggal 7 Semptember 1944, yang akan memberikan kemerdekaan
kepada Bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang.
Walaupun dalam perkembangannya janji tersebut baru dapat dilakukan
setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan dalam semua medan pertempuran,
serta adanya berbagai desakan dari pergerakan bangsa Indonesia, yang akhirnya
memaksa Jepang untuk membentuk suatu Badan Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau biasa disebut dengan “Dokuritzu
Zyunbi Tyoosakai” pada tanggal 29 April 1945. Kemudian dilanjutkan proses
pelantikannya pada tanggal 28 Mei 1945 (Soemantri, 1979).
Badan tersebut diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat, dilengkapi
dengan dua orang Wakil Ketua, yaitu Yoshio Ichibangase (berkebangsaan
Jepang), dan RP. Soeroso, yang dalam tugasnya merangkap sebagai kepala
Kantor/Sekretariat, serta dengan jumlah anggota sebanyak 64 orang (Al Marsudi,
2006)
Namun dalam perkembangannya hadiah kemerdekaan yang dijanjikan
oleh Jepang tersebut tidaklah dilandasi oleh kesungguhan untuk memberikan
kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia, tapi ternyata hanya tipu muslihat pemerintah
Jepang belaka untuk mendapatkan simpatik dan bantuan masyarakat menjadi
bala tentara Jepang dalam melawan sekutu dalam peperangan. Walaupun
demikian Proses perumusan/sidang BPUPKI pertama tetap dilaksanakan. Dr.
Radjiman Widyodiningrat mengajukan masalah yang akan dibahas pada sidang
BPUPKI pertama ini berkenaan dengan rumusan Dasar Negara Indonesia
yang akan dibentuk. Sidang BPUPKI pertama berlangsung selama 4 hari
dari tanggal 29 mei- 1 juni 1945 secara berturut-turut. Setiap harinya pendiri
bangsa berpidato dan mengajukan rumusannya masing-masing. Adapun tokoh
pendiri bangsa yang mengajukan pendapatnya yaitu:
a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945).
Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mendapat kesempatan
menyampaikan pidato usulan pendapatnya berkenaan dengan dasar Negara
pada siding BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI. Adapun rumusan
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Setelah berpidato, beliau kemudian menyampaikan kembali secara tertulis
mengenai rancangan UUD RI. Pad pembukaan rancangan UUD yang
ditulis oleh Muhammad Yamin tersebut tercantum perumusan lima asas
dasar egara yang berbunyi sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hemat penulis, berdasarkan data dan fakta, mengenai pidato serta usul
tertulis mengenai rancangan UUD yang dikemukakan oleh Mr. Muh.
Yamin di atas, bahwa Pancasila tidaklah lahir pada tanggal 1 Juni 1945
yang diusulkan oleh Soekarno, karena rumusan dan sistematika yang
dikemukakan oleh Mr. Muh.Yamin lebih mendekati sila Pancasila yang
ada sekarang atau Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD
RI kalau dibandingkan dengan rumusan yang disusun oleh Soekarno.
b. K. Bagoes Hadi Kosumo dan K.H.Wahid Hasyim
Pada hari kedua tanggal 30 Mei 1945, yang tampil menyampaikan pidatonya
adalah tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh K. Bagoes Hadi Kosumo
dan K.H. Wahid Hasyim. Kedua tokoh Islam ini hanya menyampaikan
usulan/pandangan mengenai dasar Negara Indonesia adalah berdasarkan
syariat agama Islam. Namun mereka tidak menyampaikan rincian yang
menjadi dasar Negara tersebut. (Al Marsudi, 2001).
c. Dr. Soepomo
Kemudian dalam persidangan hari ketiga tanggal 31 Mei 1945, tampil
sebagai pembicara utama adalah Soepomo, yang di dalam pidatonya beliau
menyampaikan pandangannya mengenai Rumusan dasar Negara kebangsaan,
yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pikiran Negara integralistik.
Walaupun dalam kaitan ini tidak dijumpai adanya perumusan dasar Negara
yang lima dari Soepomo, kecuali dalam buku karangan Nugroho Notosusanto
yang berjudul: “Proses perumusan Pancasila Dasar Negara” yang sumbernya
dikutip dari buku karangan Muhammad Yamin, yang berjudul “Naskah
Persiapan UUD 1945”. Yang di dalamnya terdapat rumusan lima dasar
Negara yang diusulkan oleh Soepomo. Kelima dasar Negara tersebut adalah:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
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4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat. (Notosusanto, 1981).
d. Ir. Soekarno (1 Juni 1945).
Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah merupakan hari keempat dari masa persidangan
I BPUPKI. Tokoh yang tampil sebagai pembicara utama dalam sidang
tersebut adalah Soekarno yang berpidato secara lisan mengenai konsep
rumusan dasar Negara Indonesia. Untuk nama dari dasar Negara tersebut
Soekarno memberikan nama dengan “Pancasila”. Yang artinya lima dasar,
yang menurut Soekarno atas saran seorang temannya yang ahli bahasa,
tapi tanpa menyebutkan siapa namanya. Dan usul mengenai nama Pancasila
tersebut dapat diterima oleh peserta sidang. Sementara Rumusan dasar
Negara merdeka beserta sistematikanya yang disampaikan oleh Ir. Soekarno
adalah:
1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ke Tuhanan Yang berkebudayaan.
Menurut Soekarno ke lima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila,
yaitu:
1. Sosio – Nasonal yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme
2. Sosio – Demokrasi yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat
3. Ke Tuhanan Yang Maha Esa.
Sedangkan bila Tri Sila tersebut diperas lagi, maka menjadi Eka Sila,
yaitu “Gotong Royong” Pada tahun 1947 pidato Soekarno tersebut diterbitkan
dan dipublikasikan dengan diberi judul “lahirnya Pancasila”, sehingga
dahulu pernah Negara bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah merupakan
lahirnya Pancasila. (Kaelan, 2004).
Perumusan dan sitematika yang dikemukakan/diusulkan oleh Ir. Soekarno
sebagaimana tersebut di atas, dibandingkan dengan Pancasila yang ada sekarang,
nyata sekali bahwa perumusan dan sistematika Pancasila dari Ir. Soekarno
tersebut sangat jauh berbeda dengan Pancasila yang disahkan sebagaimana
tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Semua usulan yang diajukan dalam masa persidangan I tersebut masih
merupakan usulan perseorangan/individual, yang setelah dibahas dalam sidang
ternyata belum menghasilkan kesimpulan yang dapat disepakati. Oleh karena
itu Ketua sidang BPUPKI meminta kepada para tokoh sebagai pengusul, agar
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mengajukan kembali rumusannya masing-masing secara tertulis, dan diharapkan
pada tanggal 20 Juni 1945 telah masuk kesekretariat BPUPKI. Kemudian
untuk keperluan pembahasannya dibentuklah sebuah “Panitia Kecil” yang
terdiri dari 8 orang tokoh (Panitia 8), dengan tugas menampung konsepsi-
konsepsi dan usulan dari para anggota sekaligus menelitinya, untuk selanjutnya
menyerahkannya kembali kepada BPUPKI. Adapun susunan Panitia Kecil
(Panitia 8) terdiri para tokoh berikut:
Ketua : Ir. Soekarno
Anggota-anggota : 1. Drs. Muhammad Hatta;
  2. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
  3. K.H. Wahid Hasyim
  4. Ki. Bagoes Hadi Koesoemo
  5. Rd. Otto Inkandardinata
  6. Mr. Muhammad Yamin
  7. Mr. Alfred Andre Maramis
a. Piagam Jakarta
Setelah melaksanakan sidang pertama BPUPKI yang hanya mendengarkan
ide usulan para tokoh melalui pidato masing-masing tokoh. Selanjutnya usulan
tersebut disusun dan diteliti secara kolektif diserahkan. Pada tanggal 22 Juni
1945 sembilan tokoh nasional, yang dikenal dengan Panitia 9, yang terdiri
dari Ir. Soekarno (Ketua), dan 8 delapan orang anggota, yaitu: 1). Drs. Muhaammad
Hatta, 2) Mr. Muhammad Yamin, 3) Mr. Ahmad Soebardjo, 4) Mr. Alfred
Andre Maramis, 5) Abdoel Kahar Muzakkir, 6) K.H.Wahid Hasyim, 7) Abikoesno
Tjokrosoejoso, dan 8) H. Agus Salim. Panitia 9 ini bersidang untuk membahas
usul-usul dasar Negara yang telah disampaikan dalam sidang BPUPKI pertama.
Sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan “Piagam
Jakarta” atau menurut Muh. Yamin disebut dengan Jacarta Charter, dan
Gentelman Agrement menurut Soekiman. Yang didalamnya memuat perumusan
Dasar Negara sebagai hasil kerja kolektif Panitia 9, yang di dalamnya terdiri
atas lima dasar, atau Pancasila.
Adapun rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta tersebut
adalah:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
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4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan-
Perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Piagam Jakarta yang merupakan usulan kolektif dan sebagai hasil kerja
Panitia 9 ini, kemudian diambil alih oleh Panitia 8 yang telah dibentuk
untuk dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI yang diadakan dalam masa
persidangan ke II pada tanggal 10–16 Juli 1945 serta disepakatilah dasar Negara
adalah Pancasila dengan isinya yang terdapat pada Piagam Jakarta.
Sampai pada detik-detik pembacaan Proklamasi kemerdekaan Indo-
nesia di pagi hari 17 Agustus 1945, Pancasila versi Piagam Madinah masih
dianggap sebagai dasar Negara. Akan tetapi, setelah proklamasi kemerdekaan
itu, sore harinya datanglah seorang opsir Angkatan Laut Jepang (Kaigun: di
Indonesia, Kaigun berkuasa di wilayah Indonesia timur plus Kalimantan)
kepada Moh. Hatta untuk menyatakan keberatannya tentang Piagam Madinah
pada sila pertama yang tujuh kata. Hal ini dituliskan Hatta dalam autobiografinya,
Mohammad Hatta: Memoir (1979). Ia menuli “Opsir itu, yang aku lupa namanya,
datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh, bahwa wakil-
wakil Protestan dan Katolik, yang (tinggal di wilayah yang) dikuasai Kaigun,
berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-
undang Dasar, yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Menurut Johannes Latuharhary, tujuh kata itu dianggap menusuk hati
orang-orang Indonesia nonmuslim. Ia mengatakan bahwa “Akibatnya mungkin
besar, terutama terhadap agama lain [….] kalimat ini bisa juga menimbulkan
kekacauan…,” (dikutip dalam Piagam Jakarta 22 Juni (1981)).
Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, tepat hari ke-10 bulan Ramadan
1364 H, Kasman Singodimedjo diminta Sukarno datang untuk membicarakan
masalah ini dengan Hatta dan beberapa tokoh lain. Kasman adalah tokoh
Islam dari Muhammadiyah. (lihat: Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo
75 Tahun (1982), ia mengatakan bahwa bukan Sukarno yang pagi itu datang
untuk bicara dengan dia. Melainkan Hatta dan Mr. Teuku Mohammad Hasan.
Menurut Kasman, tidak hadirnya Soekarno karena “merasa agak kagok
untuk menghadapi Ki Bagus Hadikoesoemo (Ketua Muhammadiyah) dan
kawan-kawannya.” Jadi, Sukarno diwakili Mr. Hasan ke gelanggang lobby-
ing. Menurut Dwi Purwoko “Teuku Mohammad Hasan diundang karena
kehidupan keagamaannya serta hubungan baiknya denga kalangan Islam”
(Moehammad Hasan, 1995). Tak lama setelah Kasman datang, sebelum Sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai, Hatta dan beberapa tokoh
19PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
Islam melakukan pembicaraan terbatas. Hatta mengajak “Ki Bagus Hadikusumo,
Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan dari Sumatera
mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah tersebut.” Selama
lebih 15 menit, tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pun dihapus. Alasan
dominan yaitu Republik Indonesia harus berdiri dengan menyertakawan kawasan
Indonesia timur. Perubahan yang disetujui lima orang ini, sebelum rapat
resmi, disetujui oleh sidang lengkap PPKI dengan suara bulat. Sesudah itu
dipersoalkan Undang-undang Dasar yang seluruhnya, dengan mengadakan
sedikit perubahan sana-sini yang tidak prinsipil,” Hatta (1979).
Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 inilah disahkannya Pancasila
sebagai dasar Negara yang kita sepakati hingga hari ini, bukan Pancasila 1
Juni 1945 atau Pancasila versi Piagam Madinah 22 Juni 1945. Sehingga hemat
penulis Pancasila 18 Agustus 1945 adalah dokumen resmi Negara dan kesepakatan
bersama yang dijadikan dasar Negara Republik Indonesia yang juga harus
dijadikan sebagai sebagai hari Ketetapan Pancasila dan Bukan Kelahiran Pancasila,
karena Pancasila sudah lahir ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Indonesai
berdiri sebagai Negara merdeka dan berdaulan.
Nilai yang dapat dipetik atau diambil dari pengertian Pancasila secara
historis ini adalah jiwa besar, keihklasan, kearifan, dan keintelektualan yg
dicontohkan oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar Negara In-
donesia, tidak dengan kepala panas apalagi hanya mementingkan kepentingan
individu. Mereka mengorbankan segalanya untuk bangsa dan Negara ini.
Sehingga kita tidak boleh hanya menonjolkan satu diantara banyak tokoh
pendiri bangsa ini. apalagi sampai mengatakan bahwa Pancasila itu adalah
ide usulan dari satu tokoh saja, hal ini sangat miris, karena seolah-olah kita
menafikan ide gagasan, perjuangan, dan keihklasan para pendiri bangsa lain
yang hadir dan ikut serta memberikan ide dan gagasannya.
Hemat penulis misalnya saat ini banyak dikatakan bahwa Pancasila
adalah ide gagasan miliki Soekarno semata dikarenakan kata “Pancasila”
hanya diucapkan dari lisan Soekarno, padahal isi dan sistematika yang diusulkan
oleh Soekarno sangat berbeda dengan Pancasila saat ini. Bahkan Soekarno
sendiri pun tidak pernah mengatakan bahwa dialah yang menciptakan atau
menghasilkan Pancasila tersebut, lantas mengapa orang lain yang mengaku-
ngaku sebagai pengikutnya membantah ungkapan ini?.
3. Pengertian Pancasila secara Terminologis
Tanggal 17 Agustus 1945 hari dimana Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan,
maka hari ini merupakan hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
walaupun di beberapa daerah Jepang masih ada dan menguasai wilayah.
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Setelah itu pada 18 Agustus 1945 dilakukan sidang PPKI (Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) yang merumuskan kelengkapan negara merdeka
seperti dasar Negara, pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar
1945. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil
Presiden, Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden
sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Pengesahan naskah dalam UUD 1945 secara keseluruhan terdiri dan
tersusun atas tiga bagian, yaitu:
1. Bagian Pembukaan, yang terdiri atas 4 alinea.
2. Bagian batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, dan 4 Pasal
Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.
3. Bagian Penjelasan, yang meliputi Penjelasan umum dan Penjelasan pasal
demi pasal.
Namun pada waktu UUD 1945 disahkan oleh PPKI dalam sidangya
tanggal 18 Agustus 1945 baru meliputi Pembukaan dan Batang Tubuhnya
saja. Sedangkan bagian penjelasan belum termasuk di dalamnya. Baru setelah
naskah resminya dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal
15 Pebruari 1946, bagian Penjelasan tersebut telah menjadi bagian dari UUD
1945. Sehingga sejak saat itu yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah terdiri
atas 3 bagian sebagaimana tersebut di atas.
Adapun naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian Pembukaan UUD
1945 adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Pesatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan Pancasila sebagaimana tecantum dalam pembukaan UUD
1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara
RI. Akan tetapi dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, naskah pengesahan
ini mengalami beberapa perubahan, antara lain
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan
Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) pada Konferensi Meja Bundar
(KMB). KMB sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan
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kemerdekaan dari tangan penjajah. Karena meski Indonesia telah
memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda mencoba
datang lagi lndonesia untuk menjajah.
Setelah diproklamasikan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), kemudian diganti dengan Negara federasi Republik Indonesia
Serikat (RIS). Hal itu mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara
bersamaan di wilayah Negara bagian RI, yaitu Konstitusi RIS dan UUD
1945 hal ini berlangsung dari tanggal 29 Desember 1949 S.d. 17 Agustus
1950. Adapun isi naskah Pancasila adalah:





Undang-Undang Sementara (UUS 1950)
Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 karena dibubarkannya RIS.
RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut
kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi
tersebut dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara. Menunggu
terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun
konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indo-
nesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik In-
donesia dalam Sidang Pertama babak ketiga Rapat ke-71 DPR.
Undang-undang Sementara ini berlaku mulai 17 Agustus 1950 S.d. 5
juli 1959. Naskah Pancasila yang tercantum konstitusi RIS tersebut adalah:





Pada masa UUDS 1959, gejolak partai mengalami pergolakan. Bahkan
kondisi politik menjadi tidak stabil, sehingga cabinet pemerintahan terkena
imbasnya. Dengan bergantinya cabinet dalam waktu yang singkat menyebabkan
ketidakpuasan pemerintahan daerah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan
pemerintahan pusat disibukkan dengan pergantian cabinet dan kurang
memperhatikan daerah, tuntutan daerah sering tidak dikabulkan. Ketidakberhasilan
Konstituante dalam menjalankan tugasnya mendorong pemerintah untuk
22 PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
segera bertindak agar kekacauan politik segera diatasi. Presiden Soekarno
berpidato di depan konstituante pada tahun 1959 yang isinya menganjurkan
untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Anjuran ini berdasarkan
dari anjuran rakyat serta diwujudkan dengan lahirnya dekrit Presiden
tanggal 5 Juli 1959.
Berbagai rumusan Pancasila seperti tersebut di atas, yang benar dan
yang sah adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tserbut
diperkuat pula dengan ketatapan No.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12
tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan
rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar
adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
B. Tujuan Pendidikan Pancasila
Menurut Darmodiharjo (1978) sebagaimana yang dikutip oleh Kaderi
(2015) bahwa tujuan mempelajari pancasila ialah:
1. Untuk mengetahui Pancasila secara baik dan benar, yaitu yang dapat
dipertanggungjawabkan baik secara yuridis-konstitusional maupun secara
obyektif ilmiah. Yuridis konstitusional maksudnya karena Pancasila adalah
Dasar Negara yang dipergunakan sebagai Dasar Negara, maka oleh sebab
itu tidak setiap individu boleh memberikan pengertian, penafsiran menururut
pendapatnya sendiri. Sedangkan secara ilmiah obyektif maksudnya karena
Pancasila adalah suatu paham filsafat, atau suatu philosophical way of thinking,
sehingga uraiannya haruslah logis dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. Agar Pancasila dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan
pribadi maupun kepentingan sosial, bahkan untuk kepentingan hidup
bermasyarakat dan bernegara.
3. Agar Pancasila yang diamalkan tersebut selanjutnya dapat diamankan,
agar jiwa dan semangatnya, perumusan dan sistematiknya yang sudah
benar tersebut tidak akan diubah ubah lagi, apalagi dihapuskan atau diganti
dengan isme-isme lainnya.
Kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pendidikan Pancasila
di perguruan tinggi adalah prilaku mahasiswa untuk memahami, menganalisis,
dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya
secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional
seperti yang digariskan dalam pebukaan UUD 1945. Diharapkan melalui
Pendidikan Pancasila Mahasiswa akan menjadi manusia Indonesia lebih dahulu,
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sebelum menguasai, memiliki IPTEKS yang dipelajarinya. Di dambakan bahwa
warga Negara Indonesia yang unggul dalam penguasaan IPTEKS, namun
tidak kehilangan jati dirinya dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya
dan keimanannya
Sedangkan menurut SK Dirjen Dikti No. 38 /DIKTI/Kep/2002 dijelaskan
bahwa tujuan pendidikan Pancasila adalah dalam rangka menghasilkan peserta
didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa, dengan
berperilaku :
1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab
sesuai dengan nuraninya.
2. Memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup dan kesejahteraan
serta cara-cara pemecahannya.
3. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, serta
4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai
budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. (Kaelan, 2004:
15)
Dengan demikian melalui pendidikan Pancasila, setiap warga Negara
RI diharapkan mampu memahami, mengalisis dan menjawab masalah-masalah
yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten
dengan cita-cita dan tujuan nasional, seperti yang digariskan dalam Pembukaan
UUD 1945, serta pada saatnya dapat menghayati Filsafat dan Ideologi Pancasila.
Sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga Negara Republik Indonesia
dalam melakukan profesinya.
Khusus untuk pendidikan di Perguruan Tinggi menurut Budioyono
(2009) tujuan Pendidikan Pancasila adalah agar mahasiswa:
1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD
1945 dalam kehidupannya sebagai warga Negara Indonesia;
2. Menguasai pengetahauan tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran
yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma
Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam
rangka keterpaduan IPTEKS dan pembangunan;
4. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan
masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi Negara
terhadap nilai-nilai Pancasila.
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Sedangkan berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal
3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan
Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian
adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta
berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan
mahasiswa:
1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab
sesuai hati nuraninya;
2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan
serta cara-cara pemecahannya;
3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni;
4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa
untuk menggalang persatuan Indonesia.
Menurut Tim Penyusun buku ajar Pancasila pada Perguruan Tinggi
Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek (2016), bahwa
pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai
tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas,
berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:
1. menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;
2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai
hari nurani;
4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan
bagi bangsanya.
Ditambahkan secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila
di perguruan tinggi adalah untuk:
1. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah Negara dan bangsa melalui
revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan
bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.
2. memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar
Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga Negara Republik Indonesia,
dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
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3. mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi
terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila
dan UUD Negara RI Tahun 1945.
4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilainilai
ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa,
serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan
bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan
dinamika internal daneksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013).
Sehingga manakala pendidikan Pancasila berhasil, niscaya akan membuahkan
sikap mental “mahasiswa” yang cerdas, penuh tanggung jawab, dengan perilaku
yang:
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berkepribadian yang adil dan beradab;
3. Mendukung persatuan bangsa;
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas
kepentingan perorangan;
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.
Sedangkan kompetensi yang hendak dicapai dan dikembangkan dalam
pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah perilaku mahasiswa dalam
memahami, menganalisis, dan menjawab masalahmasalah yang dihadapi oleh
masyarakat-bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-
cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD
1945. Oleh sebab itu diharapkan melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa
akan menjadi manusia Indonesia lebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki
IPTEKS yang dipelajarinya. Warga Negara Indonesia yang unggul dalam
penguasaan IPTEKS, namun tidak kehilangan jati dirinya dan tidak tercerabut
dari akar budaya bangsanya dan keimanannya. (Margono et.al., 2002). Sehingga
mahasiswa lulusan perguruan tinggi benar-benar menjadi tumpuan bangsa
ini sebagai generasi pemimpin ke depan yang akan membawa Indonesia menjadi
Negara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur yang diridhoi Allah Swt.
C. Sumber Pendidikan Pancasila (Historis, Sosiologis, Yuridis)
1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila
Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa
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dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan
seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43SM) “Historia Vitae” Magistra”,
artinya “Sejarah memberikan kearifan”. Pengertian lain dari istilah tersebut
yang sudah menjadi pendapat umum (common-sense) adalah “Sejarah merupakan
guru kehidupan”.
Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan
historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan
kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan
dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik
sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan
historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi
dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing.
Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai
kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku
yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh Darmodihardjo
(1978) bahwa sejarah diciptakan atau dirumuskannya Pancasila adalah untuk
dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia manakala telah menjadi sebuah
Negara yang merdeka. Ditambahkannya, hal tersebut dapat dibuktikan dari
berbagai naskah, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan Dasar
Negara RI yaitu:
a. Dalam Pembukaan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha persiapan
(Dokuritsu Junbi Choosakai) tanggal 29 Mei 1945, dimana Dr. K.R.T Radjiman
Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik, meminta agar sidang
Dokuritsu Jumbi Choosakai mengemukakan Dasar Indonesia Merdeka. (Philosofische
grondslag dari Indonesia merdeka).
b. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidatonya
dalam sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan sebagai berikuti:
“Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi Dasar
dan susunan Negara, yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan,
yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban
darah daging sejak berates-ratus tahun,….. (Naskah Persiapan UUD 1945
jilid I halaman 88).
c. R.P. Soeroso pada waktu Negara peringatan kepada Mr. Muhammad Yamin
dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, antara lain mengatakan: “Sebagai
diterangkan oleh Tuan Ketua, Tuan Rajiman, tadi yang dibicarakan ialah
Dasar-Dasarnya Indonesia Merdeka …” (Naskah Persiapan UUD 1945
Jilid I halaman 100).
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d. Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik
tanggal 31 Mei 1945, antara lain menyatakan: “Soal yang kita bicarakan
ialah, bagaimanakah akan Dasar-Dasarnya Negara Indonesia merdeka”.
(Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I halaman 109).
e. Pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik
antara lain disebutkan, bahwa yang diminta olehKetua Badan Penyelidik
adalah agar sidang mengemukakan Dasar Indonesia Merdeka, yaitu Philosofische
grondslag dari Indonesia merdeka. Selanjutnya beliau memberi nama Philosofische
grondslag atau Dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka tersebut dengan
“Pancasila”..
f. Pada Piagam Jakarta atau “Jakarta Charter” yang disusun oleh para tokoh
bangsa Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945, tercantum kalimat-kalimat
berikut: “….......maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan
berdasar kepada: Ke-Tuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at
Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya, Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Serta dengan
Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. (Naskah
Persiapan UUD 1945 jlid I halaman 709).
g. Pada Pembukaan UUD Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 tercantum kalimat sebagai
berikut: “…....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Repulblik Indonesia, yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijakasanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indo-
nesia”. (Darmodiharjo, 1978).
Disimpulkan bahwa uraian di atas, menunjukkan bukti sejarah, bahwa
memang asal mula atau tujuan bangsa Indonesia mengadakan atau merumuskan
Pancasila, adalah untuk dipergunakan sebagai Dasar Negara Republik Indo-
nesia. Serta sekaligus sebagai pernyataan jati diri bangsa Indonesia, yang
merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang
kehidupan yang baik yang memberikan watak, corak, dan karakteristik dari
masyarakat Indonesia. Corak dan watak itu adalah bangsa yang menghormati
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bangsa dan manusia lain, adanya persatuan, gotong royong dan musyawarah,
serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itulah yang kemudian dirumuskan
sebagai nilai-nilai Pancasila.
Penulis tidak menguraikan sumber Pancasila secara historis pada zaman-
zaman kerajaan, karena menganggap seluruh bangsa Indonesia mengetahui
dan meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila memang sudah ada dan diinternalisasikan
serta diimplementasikan dalam kehidupan para leluhur di nusantara ini. sebagimana
Kaelan (2004) mengatakan bahwa secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung
dalam setiap sila dari Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi
dasar Negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa
Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah
dari bangsa Indonesia sendiri. Atau dengan kata lain bahwa kausa materialis
dari Pancasila adalah Bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga dengan demikian
secara fakta objektif dan secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak
dapat dipisahkan dengan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Sumber Pancasila secara Sosiologis
Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Di
dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan
sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji
masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekanto
(1982) dalam Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016)
menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu
waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu.
Melalui pendekatan sosiologis, diharapkan dapat mengkaji struktur
sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah
sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai
yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.
Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut
sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur,
baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk
bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. As’ad Ali (2010) dalam buku
Negara Pancasila; Jalan Kemashlahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila
sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku
dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat
diitelusuri melalui peran agama-agama besar, seperti: peradaban Hindu, Buddha,
Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan
konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang
dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu,
29PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam.
Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban
Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali
yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu.
Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan
pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada
suatu asas Negara yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-
nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar
bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai cultural yang dimiliki
oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri
Negara (Kaelan, 2000).
Bung Karno pernah bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi
Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan
sosiologis masyarakat Indonesia. Ia mengatakan:
“Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan,
padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila.
Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang
kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada
bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau
lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian
Tuhan kepada saya… Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar
memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu
Wata’ala (Latif, 2011).
Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses
perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga
menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Bakker (1992) menyebutkan
adanya beberapa saluran inkulturasi, yang meliputi: jaringan pendidikan, kontrol,
dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self expression. Kebudayaan
bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditengarai
Eka Dharmaputera dalam bukunya Pancasila: Identitas dan Modernitas.
Haviland dalam Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti
(2016) menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi
sebagai akibat dari kontak antarkebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal
yang terjadi dalam akulturasi meliputi: 1) Substitusi; penggantian unsur atau
kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan
perubahan structural yang minimal; 2) Sinkretisme; percampuran unsur-unsur
lama untuk membentuk sistem baru; 3) Adisi; tambahan unsur atau kompleks-
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kompleks baru; 4) Orijinasi; tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi
kebutuhan situasi yang berubah; 5) Rejeksi; perubahan yang berlangsung
cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga
menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan
kebangkitan.
Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah
Pancasila sebagai dasar Negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan
Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro
bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa In-
donesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal
ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk
Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa
Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri
nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran
terhadap pembaharuan dalam masyarakat.
3. Sumber Pancasila secara Yuridis
Negara Republik Indonesia adalah egara hukum (rechtsstaat) dan salah
satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan
hukum (rule of law). Pancasila sebagai dasar egara merupakan landasan dan
sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan Negara hukum tersebut.
Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu
pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah
pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka
menegakkan Undang-Undang (law enforcement) yang merupakan salah satu
kewajiban egara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif,
apabila didukung oleh kesadaran hukum warga egara terutama dari kalangan
intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis
tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan egara hukum
formal dan sekaligus egara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan
sosial (social order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya
peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para
pendiri bangsa.
Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan
pidana, tetapi juga hukum tata egara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi
yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga Negara
mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini sebagian masyarakat masih
lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya.
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Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan
yang harmonis sebagai bentuk tujuan negera mencapai masyarakat adil dan
makmur. Inilah yang nilai esensial yang dituju oleh Pancasila. Nyatanya,
hingga saat ini, harmonisasi ini belum seutuhnya dirasakan oleh bangsa
Indonesia, dikarenakan Pancasila hanya sebatas konsep yang dituangkan
dalam aturan-aturan, akan tetapi tidak terinternasilasikan dan terkristaliasikan
di dalam kehidupan sehari-hari.




A. Sejarah Pengusulan, Perumusan, dan Pengesahan Pancasila
Pengusulan, Perumusan, dan Pengesahan Pancasila dalam sejarah bangsaIndonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan
Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasilasebagai
dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa “amnesia
sejarah” (Habibie dalam pidato 1 Juni 2011).
Penelurusan sejarah ini, bertujuan agar dapat menjelaskan proses perumusan
Pancasila yang sebenarnya sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila
merupakan produk rezim Orde Baru. Dikarenakan pada awal era reformasi
1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai
produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde
Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P-4 yang sarat dengan
nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu.
Bagaimana cara menghindari kesalahpahaman atau pikiran sesat yang menghinggapi
sebagian generasi muda saat ini, untuk itu, mahasiswa perlu mempelajari
kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan.
Diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang
pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang, diketuai oleh dr. Rajiman
Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua),
yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik
oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta,
pada 28 Mei 1945.
Selanjutnya BPUPKI ini dibagi dalam dua bagian, yang terdiri dari 1)
Bagian perundingan yang diketuai oleh K.R.T. Radjiman Widiodiningrat.
2) Bagian Tata Usaha yang diketuai oleh R.P. Soeroso, dan Mr. A.G. Pringgodigdo
sebagai Wakilnya. Dengan tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan
terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kaderi
(2015) untuk tujuan tersebut maka dibentuklah beberapa Panitia Kerja berikut:
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1. Panitia Perumusan, dengan beranggotakan sebanyak 9 orang, diketuai
oleh Ir. Soekarno. Tugasnya adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan
UUD 1945.
2. Panitia Perancang UUD, yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Selanjutnya
dari kepanitiaan ini dibentuk Pania Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr.
Mr. Soepomo.
3. Panitia Ekonomi dan Keuangan, yang diketuai oleh Drs. Mohammad
Hatta.
4. Panitia Pembela Tanah air, yang diketuai oleh AbiKosno Cikrosuyoto.
Dalam pelaksanaan tugasnya BPUPKI telah melaksanakan dua kali
persidangan, yaitu:
1. Masa persidangan pertama, dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai
dengan 1 Juni 1945, (4 hari). Dengan substansi dan inti pembahasan
dalam persidangan dititikberatkan pada pembahasan tentang landasan
filosofi, yakni dasar negara Indonesia.
2. Masa persidangan kedua, berlangsung mulai tanggal 10 Juli 1945 sampai
dengan 16 Juli 1945 (7 hari). Dengan substansi dan inti pembahasan
dalam masa persidangan ini dititikberatkan pada pembahasan UUD negara
Indonesia
Sidang pertama dilaksanakan, sehari setelah dilantik, tentang perumusan
Pancasila yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Tokoh
yang berbicara dalam sidang BPUPKI yaitu Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno,
Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan
usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun
demikian perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat
persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Selanjutnya,
sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat
musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai
kepada masa sekarang ini. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para
pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi
bangsa.
Setelah disampaikannya pidato usulan mengenai dasar Negara yang
bersifat pribadi atau individual, serta dalam pembahasannya belum mencapai
pada suatu kesimpulan atau kesepakatan, maka oleh Ketua BPUPKI diminta
agar semua usulan tersebut diajukan kembali secara tertulis, dan paling lambat
tanggal 20 Juni 1945 sudah diserahkan ke BPUPKI. untuk menindaklanjuti
masalah tersebut maka dibentuklah sebuah kepanitiaan yang diberi nama
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“Panitia Kecil”, yang beranggotakan 8 orang (Panitia 8), dengan tugas utamanya
adalah menampung semua rumusan dan usul-usul yang telah disampaikan
pada masa persidangan pertama, untuk diteliti dan dipelajari. Setelah selesai
diserahkan kembali kepada Ketua BPUPKI melalui Sekretariat.
Berikutnya setelah semua rumusan dan usul-usul tertampung dan diteliti,
akhirnya dihasilkan pokok-pokok permasalahan yang meliputi 9 pokok masalah
sebagai berikut:
1. Permintaan agar Indonesia merdeka dengan selekas-lekasnya.
2. Tentang masalah Dasar Negara
3. Masalah Unifikasi dan Federasi
4. Bentuk Pemerintahan dan Kepala Negara
5. Tentang warga Negara
6. Masalah pemerintah di daerah
7. Masalah agama dan hubungannya dengan Negara
8. Masalah perbedaan, dan
9. Masalah keuangan.
Berikutnya seiring dengan berakhirnya masa persidangan pertama, sambil
menunggu masa persidangan BPUPKI tahap kedua, Panitia 8 yang baru dibentuk
melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan para anggota BPUPKI,
yang ketika itu dihadiri oleh 38 anggota. Namun demikian Bung Karno menegaskan
bahwa pertemuan itu adalah sebagai “Rapat pertemuan antara Panitia Kecil
dengan para anggota Dokutsu Junbi Choosakai”. Ada beberapa pokok masalah
yang dibicarakan dalam rapat gabungan tersebut, yaitu:
1. Penetapan bentuk negara dan Penyusunan Hukum Negara;
2. Permintaan kepada pemerintah Jepang untuk selekas-lekasnya mengesahkan
Hukum Dasar.
3. Meminta kepada pemerintah Jepang diadakan Badan Persiapan selekas
mungkin yang tugasnya menyelenggarakan negara Indonesia merdeka di
atas hukum dasar yang telah disusun.
4. Tentang pembentukan tentara kebangsaan dan tentang keuangan.
Di samping itu dalam rapat gabungan tersebut juga berhasil membentuk
Panitia kecil lainnya, yang dikenal dengan nama “Panitia 9” yang beranggotakan
sebanyak 9 orang, yang personalianya terdiri dari:
1. Ir. Soekarno (sebagai Ketua).
2. Drs. Mohammad Hatta, anggota
3. Mr. Mohammad Yamin, anggota.
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4. Mr. Achmad Soebardjo, anggota
5. Mr. Alfred Andre Maramis, anggota.
6. Abdoel Kahar Moezakkir, anggota
7. K.H. Wahid Hasyim, anggota.
8. Abikoesno Tjokrosoejoso, anggota, dan
9. Agoes Salim sebagai anggota.
Adapun yang menjadi tugas pokok dari Panitia 9 tersebut meliputi:
1. Merumuskan Dasar Negara.
2. Mencari modus/jalan keluar antara apa yang disebut “golongan Islam,
dengan apa yang disebut dengan golongan kebangsaan, mengenai agama
dan negara” yang masalahnya telah timbul sejak dalam masa persidangan
pertama dilaksanakan.
Akhirnya dalam tugasnya Panitia 9 ini berhasil memperoleh modus/
jalan yang berkaitan dengan Dasar negara yang dibentuk dalam suatu “Rancangan
Pembukaan Hukum Dasar”, yang kemudian oleh Mr. Moh Yamin disebut
dengan “Piagam Jakarta, (Jakarta Charter)”. Atau menurut Soekiman disebut
dengan “Gentleman Agreement” (Perjanjian Luhur). Yang di dalamnya dimuat
perumusan Dasar Negara yang terdiri atas lima macam atau lima sila, yaitu:
1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hasil rapat ini menghasilkan Pancasila dengan nama Piagam Jakarta
atau Gentleman Agreement ini kemudian diserahkan kepada Panitia 8 untuk
selanjutnya dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI yang akan dilaksanakan
pada masa persidangan kedua yang berlangsung pada tanggal 10–16 Juli 1945.
Pada masa persidangan kedua ini pembahasan dipusatkan pada Rancangan
Undang-Undang Dasar beserta pembukannya. Panitia perancang UUD yang
diketuai oleh Ir. Soekarno menyetujui bahwa Pembukaan UUD diambil dari
Piagam Jakarta. Kemudian untuk merumuskan UUD, Panitia perancang membentuk
lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Hussein. Akhirnya pada tanggal
14 juli 1945 Ir Soekarno melaporkan hasil kerja sama Panitia Perancang
UUD kepada sidang, yang menyatakan hal-hal berikut;
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1. Pernyataan Indonesia merdeka;
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar; dan
3. Undang-Undang Dasar (Batang Tubuhnya)
Akhirnya sidang BPUPKI menerima hasil kerja panitia itu. selanjutnya
setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan pada
tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian sebagai gantinya dibentuklah Panitia
yang sesuai dengan tuntutan keadaan saat itu, yaitu: “Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia” (PPKI).
Bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh
Jepang, kemudian pada tanggal yang bersamaan dibentuk pula sebuah kepanitiaan,
yang diberi nama “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atat
Dokuritzu Junbi Iinkai. Diketuai oleh Ir. Soekarno, dan Moh. Hatta sebagai
wakil ketua, dengan beranggotakan 25 orang.
Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terautji sekali lagi
mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan
pada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno,
Drs. Moh. Hatta dan Radjiman Widijodiningrat diundang oleh Marsal Terautji,
Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara di Saigon/
Vetnam, guna menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan
bangsa Indonesia.
Namun pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan
bom atom di Herosima, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki,
pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat
dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas
tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan.
Akan tetapi akibat dari bom yang dijatuhkan di Nagasaki, Jepang menyerah
tanpa syarat kepada Tentara Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Akibat
dari menyerahnya Jepang kepada Sekutu tersebut menyebabkan seluruh janji-
janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia menjadi tidak ada lagi.
Walaupun demikian sebagian besar rencana Jepang terhadap bangsa
Indonesia dapat terlaksana dengan baik, kecuali rencana terakhir berupa
janji utk kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlaksana. Akan sangat menarik
bilamana kita mengkorelasikan antara kegagalan Jepang untuk memberikan
Kemerdekaan pada bangsa Indonesia dengan jiwa dari rancangan Pembukaan
Hukum Dasar yang telah disetujui oleh BPUPKI, yang antara lain menyatakan:
“...bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ... “ (alinea
I), kemudian, Atas berkah Allah Yang Maha Kuasa: “... rakyat Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaannya “. (alinea III).
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Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke In-
donesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak
agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka
anggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda
sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang
tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk
Indonesia.
Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara
kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadilah
penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok (dalam
istilah pemuda pada waktu itu “mengamankan”), tindakan pemuda itu berdasarkan
keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus
1945 di Cikini no. 71 Jakarta (Kartodirdjo, dkk., 1975).
Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh
Moh. Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian,
naskah bersejarah teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan
ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan
Dwitunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik.
Akhirnya dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada, sebagai
akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka Indonesia mengambil putusan
sendiri untuk memproklamasikan Indonesia. Maka bertepatan pada hari Jum;at,
tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar jam 10 WIB,
Bung Karno dengan didampingi oleh Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia, adapun rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan
oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta, akhirnya tidak dibacakan
karena situasi politik yang berubah (Lihat Pemahaman Sejarah Indonesia:
Sebelum dan Sesudah Revolusi, William Frederick dan Soeri Soeroto, 2002).
Berikut teks proklamasi selengkapnya:
PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakaan kemerdekaan
Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-
singkatnya;
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 1945
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/ Hatta.
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Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan sumber hukum berdirinya
negara Republik Indonesia. Walaupun sebenarnya pada waktu dicetuskannya
Proklamasi tersebut Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara,
dengan alasan:
1. Ada rakyatnya, yaitu bangsa Indonesia.
2. Ada daerahnya, yaitu tanah air Indonesia, yang dulu dinamakan Hindia
Belanda.
3. Ada kedaulatannya, yaitu sejak diucapkannya Proklamasi Kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1845.
4. Ada pemerintahannya, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Sehari setelah proklamasi Kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus
1945, PPKI melakukan sidangnya yang pertama, untuk menentukan dan
menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi
bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah
Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa
Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih
mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranatakusumah,
Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri,
dan Ahmad Subarjo. Sehingga menjadi 27 orang, dengan keputusan-keputusan
yang dihasilkan antara lain sebagai berikut:
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi:
- Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang
kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menetapkan rancangan hukum Dasar yang telah diterima dari BPUPKI
pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan
karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi
sebagai UndangUndang Dasar 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama
3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan
Musyawarah Darurat.
Beberapa perubahan yang terjadi pada Piagam Jakarta setelah dijadikan
sebagai Pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, adalah sebagaimana
berikut ini:
39PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
Sementara perubahan yang terjadi pada pasal-pasal dalam Rancangan
Hukum Dasar setelah menjadi UUD 1945 adalah sebagai berikut:
Berikutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang
kedua dan telah menghasilkan berbagai keputusan:
1. Pembagian Departemen-departemen atau Kementerian- Kementerian pemerinta-
han yang berjumlah 12 Departemen, yaitu:
- Departemen Dalam Negeri










- Departemen Pekerjaan umum (Sekretariat Negara, 1995).
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2. Tentang Daerah Propinsi Indonesia, dengan pembagian yaitu:
- Propinsi Sumatera
- Propinsi Jawa Barat
- Propinsi Jawa Tengah




- Propinsi Sunda Kecil
Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang
ketiga dengan pembahasan tentang agenda “Badan Penolong Keluarga Korban
perang”. Adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas delapan pasal.
Salah satu dari pasal tersebut yaitu: pasal 2. Untuk maksud tersebut maka
dibentuklah suatu badan yang disebut dengan “Badan Keamanan Rakyat”
(BKR).
Sidang Keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945). Pada
sidang ini masalah yang dibahas oleh PPKI adalah pembentukan Komite
Nasional., Partai Nasional Indonesia dan Badan keamanan Rakyat. Hal tersebut
sebagaimana ditetapkan dalam pasal (4) aturan Peralihan, bahwa inti dari
keanggotaan Komite Nasional ialah PPKI, kemudian ditambah dengan Pimpinan
rakyat dari semua golongan, aliran dan lapisan masyarakat, seperti Pamong
Praja, Alim Ulama, Kaum Cendekiawan, Wartawan dan golongan lain yang
ada di masyarakat. (M.Syamsuddin, dkk.: 2009).
Berikutnya setelah PPKI menyelesaikan sidang terakhir tersebut, maka
bubarlah PPKI tersebut secara tidak langsung, dan para anggotanya dilebur
menjadi anggota inti dari KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), yang
anggotanya berjumlah sebanyak 150 orang. Yang selanjutnya pada Rabu tanggal
29 Agustus 1945, bertempat di gedung Kebudayaan (gedung Komidi di Pasar
Baru) seluruh anggota tersebut dilantik secara resmi oleh Presiden Soekarno.
Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang
disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub
dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil
yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui
Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata “Ketuhanan”,
yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi
perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi
hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”.
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Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti
dengan pengesahaan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan
yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi
sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi
Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang
ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menguasai kembali Indo-
nesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk
agresi selama kurang lebih 4 tahun yaitu sehingga menjadikan Indonesia
menjadi Negara serikan atau RIS (Republik Indonesia Serikat) yang akhirnya
juga menggunakan Undang-Undang Dasar Serikat. Maka para pendiri bangsa
ini terus memperjuangkan pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga
pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke Negara kesatuan yang
sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
Kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak
diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi malahan
dibuat konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara
1950 (UUDS 1950). Kondisi ini tidak menemukan titik temu, karena terjadi
pro kontra dalam merumuskan dasar Negara apakah berasaskan Islam atau
tidak. Kondisi ini berlangsung cukup panjang, sehingga presiden Soekarno
mengambil langkah bijaksana dangan mengeluarkan dekrit Presiden tahun
1959 tentang mengembalikan Konstitusi Negara kepada Undang-Undang
Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI.
Dekrit Presiden ini juga menimbulkan masalah, bahkan sampai penyelewengan
terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur
hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno
berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi
ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat
Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan sejumlah
intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara,
baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antarpihak
begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan
Darat (AD) sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira
AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).
Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno
ke Soeharto. Peralihan kekuasan itu diawali dengan terbitnya Surat Perintah
dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian
hari terkenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat
itu intinya berisi perintah presiden kepada Soeharto agar “mengambil langkah-
langkah pengamanan Untuk menyelamatkan keadaan”. Supersemar ini dibuat
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di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan M.
Yusuf. Supersemar ini pun juga menjadi kontroversial di belakang hari.
Supersemar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto
itu kemudian dikuatkan dengan TAP No. IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966.
Dengan demikian, status supersemar menjadi berubah: Mula-mula hanya
sebuah surat perintah presiden kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi,
yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS.
Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno
ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan
TAP No. XVIII/ MPRS/1966 yang isinya mencabut TAP No. III/MPRS/
1960 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Konsekuensinya,
sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup.
Perjalanan panjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang terus diselimuti
masalah-masalah, yang kesemuanya dapat terselesaikan. Menurut hemat penulis,
merupakan hal yang seharusnya membuat bangsa ini dewasa, kuat, kokoh,
dan mandiri. Sehingga, banyak Negara lain yang mencoba mengusik, mengganggu,
serta menguasai Indonesia tidak tercapai. Akan tetapi, melihat fenomena
saat ini yang sedang terjadi pada bangsa di Negara Indonesia ini, penulis
memiliki rasa “kwatir” apakah Negara ini akan kehilangan kemerdekaannya,
karena kemerdekaan bangsa sedikit demi sedikit sudah dihilangkan, maka
tinggal menunggu apakah kemerdekaan Negara ini akan hilang juga??
Adapun perdebatan, serta perselisihan antara anak bangsa sudah sering
terjadi, bahkan sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat bahkan
perbedaan kepentingan. Tapi sadarilah, perselisihan yang terjadi di masa
lampau tidak sampai “menggadaikan” harkat martabat bangsa dan Negara,
tidak sampai “menjual” harga diri bangsa dan Negara. Sadarlah, resapilah,
dan bertaubatlah, masih ada Allah Yang Maha Esa dan Kuasa, yang tidak
tidur dan mengantuk mengawasi segala tindakan.
Sehingga semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan pilar yang harus
tetap ada dan dilakasanakan di bumi Indonesia ini. Islam juga mengajarkan
bahwa perbedaan adalah keniscayaan, tapi perbedaan yang mendatangkan
kemaslahatan adalah sebuah kewajiban. Termaktub dalam QS. Al Hujurot:
13.
B. Sejarah Muncul dan Berkembangnya Rasa Kebangsaan
Indonesia
Indonesia merupakan Negara yang dibentuk melalui proses perjalanan
panjang bangsa ini. Bangsa Indonesia terbentuk dari potongan-potongan sejarah
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yang kadang tampak lepas dan tercerai, tetapi pada hakikatnya masing-masing
episode itu tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terjadi
dikarenakan adanya fakta sejarah yang dianulir, bahkan dihilangkan demi
kepentingan induvidu atau kelompok, tidak dapat pula dipungkiri bahwa
perjalanan kebangsaan Indonesia terdapat perbedaan, perpecahan bahkan
penghianatan, inilah yang membuat bangsa ini lama terbentuk menjadi sebuah
kesatuan utuh. Para tokoh-tokoh bangsa terus berupaya mengambil benang
merah atas perbedaan,menggelorakan semangat kebangsaan hingga akhirnya
bangsa Indonesia dapat disatukan untuk melawan penindasan, dan penjajahan.
Berdirinya Negara Indonesia beranjak dari lahir dan tumbuhnya rasa
kebangsaan, sedangkan hal ini tidak terlepas dari perjalanan panjang kehidupan
bangsa itu sendiri. Berkaitan dengan pemahaman terhadap berdirinya Indo-
nesia, ada dua pendekatan yang dapat dikemukakan, yaitu: Pertama: Pendekatan
yang dipelopori oleh Sutan Taqdir Ali Syahbana. Ia mengemukakan bahwa
di dalam memahami bangsa Indonesia ini haruslah dilihat bahwa Indonesia
adalah bangsa yang baru lahir dan terlepas dari keterikatan sejarah masa lalu
seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan sebagainya. Indonesia
baru adalah Indonesia yang rasional, maju dan mirip dengan bangsa Barat
lainnya. Kedua: Pendekatan ini dipelopori oleh Sanusi Pane dkk. Mereka
beranggapan bahwa bahwa suatu bangsa tidak mungkin menjadi betulbetul
baru dengan meninggalkan sama sekali warisan-warisan sejarah masa lalu.
Karena bangsa ini terbentuk dari jalinan sejarah tempo dulu, yang mewariskan
nilai-nilai, norma-norma dan sebagainya, yang terajut menjadi kultur bangsa
Indonesia yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan
bernegara.
Sehingga proses panjang perjalanan bangsa Indonesia tidak dapat dipenggal
demikian saja dengan alasan karena sejarah masa lalu Bangsa Indonesia tidak
relevan dengan perkembangannya seperti sekarang (Kaderi, 2015). Terkesan
perjalanan sejarah lalu penuh dengan pertikaian dan perpecahan, tapi harus
tetap diungkap sebagai fakta sejarah sebagai hikmah dan I’tibar bagi bangsa
Indonesia ke depannya. Pada pembahasan ini, akan dibagi pada tiga periode
perjalanan bangsa Indonesia yaitu 1) Periode Pra Kolonial, 2) Periode Kolonial,
3) Periode Pasca Kemerdekaan.
1. Periode Pra Kolonial
Masa pra kolonial berlangsung sekitar abad ke 5–17. Nama Indonesia
juga belum dikenal, di kawasan Asia tenggara bagian selatan ini orang lebih
mengenal dengan nama Nusantara. secara politik kawasan ini terdiri dari
berbagai kekuasaan politik berupa kerajaan, misalnya di Sumatera ada Kerajaan
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Sriwijaya, di Jawa ada kerajaan Singosari, Majapahit, dan Mataram. Di Kalimantan
ada Kerajaan Banjar, di Sulawesi ada Kerajaan Gowa, di Maluku ada kerajaan
Ternate, dan Tidore, di daerah Bali ada Kerajaan Buleleng, dan lain sebagainya.
Sehingga hampir setiap pulau atas etnis dan sudah pastilah dikuasai oleh
kekuasaan politik yang berbeda-berbeda (Kaderi, 2015).
Pada masa tersebut paham dan rasa kebangsaan sebagai pemersatu bangsa
belum tumbuh dan tidak dapat diharapkan, dikarenakan masing-masing kerajaan
merasa paling berkuasa, sehingga tidak dapat bersatu bahkan melakukan peperangan
terhadap sesama mereka untuk memperluas wilayah dan pengaruh kekuasaannya.
Kesadaran yang ada hanya kesadaran bersama bahwa mereka secara geopolitik
terletak dan mendiami di wilayah Nusantara. Pada saat ini pusat-pusat kebudayaan
besar yang ada di Asia ada tiga yaitu : India, Cina, termasuk pula Nusantara.
Perebutan pengaruh dari ketiga kekuasaan tersebut nampak jelas, khususnya
hubungan antara India dengan Nusantara, terutama hubungan dibidang kebudayaan,
sehingga ajaran Hindu Budha tersebar luas di wilayah Nusantara. Walaupun
sebenarnya hubungan politik antara India dengan Nusantara dalam skala
makro tidaklah begitu mesra. Bahkan pada suatu waktu kerajaan Sriwijaya
pernah berperang dengan kerajaan Coli dari India, yang sejatinya adalah
merupakan perebutan identitas Nasional antara kekuatan politik India dan
Nusantara (Kaderi, 2015).
Hal ini memberikan pelajaran bagi bangsa ini, bahwa Indonesia dulunya
sangat dipengaruhi oleh agama Budha dan Hindu, sehingga perdaban dan
kebudayaannya juga melekat di Indonesia, dapat dilihat dari bangunan candi,
dan budaya-budaya lainnya. Bahkan, kedatangan ajaran Islam yang dibawa
oleh walisongo bukanlah untuk menghilangkan kebudayaan tersebut karena
sudah melekat akan tetapi memodifikasinya agar tidak jatuh mensyirikkan
Allah Swt. Untuk itu, jangan lagi pernah mengatakan kebudayaan ini tidak
ada dalam Islam, diharamkan dll. Bersatulah dalam kebersamaan dan perbedaan
yang tidak sampai menghilangkan keyakinan terhadap Tuhan. Sedangkan
agama Kristen dibawa oleh bangsa Eropa Kolonial yang menjajah Negara
dan merusak rasa kebangsaan bangsa ini.
Sementara hubungan Nusantara dengan Cina lebih banyak dalam hal
hubungan perdagangan. Sekitar abad ke 13 Cina melakukan ekspansi ke
Nanyang (ke selatan) dan secara nyata sasaran kebijakan tersebut adalah
Nusantara. Pada saat itu Cina mengirimkan utusan ke kerajaan di Nusantara
dengan disertai dengan armada perang yang tangguh. Namun kebijakan Cina
tersebut mendapatkan reaksi dari Raja Singosari Prabu Karta Negara. Untuk
itu, Singosari berusaha untuk menyatukan Nusantara, serta membentengi
gerak Cina ke arah selatan guna menahan pengaruh Cina di daerah Sumatera.
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Namun karena kurang konsolidasi ke dalam usaha tersebut mangalami kegagalan,
dan Singosari akhirnya dapat dihancurkan oleh Jaya Katwang dari Kediri.
Hal ini menunjukkan betapa Cina, akan tetap selalu melakukan perluasan
kekuasaan dan pengaruhnya ke semua wilayah (Negara), hal ini masih terus
terjadi hingga sekarang walaupun bukan dengan Perang Nyata, akan tetapi
hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Untuk itu, tetap diwaspadai sebagaimana
ungkapan bijak “yang sering meminta akan menjadi hamba, yang sering memberi
akan menjadi raja dan penguasa. Tulisan ini sebagai refleksi bagi bangsa ini
khususnya bagi pemerintahan yang terlalu sering meminta bantuan dan pinjaman
ke Cina, agar bangsa dan Negara ini jangan lagi jadi hamba, budak Negara
lain.
Sedangkan pada masa Majapahit kerja sama antara Nusantara dengan
Cina awalnya mengalami ketegangan sebagai akibat “pembantaian orang-
orang cina di Maja Pahit”, namun akhirnya hubungan yang bersifat diplomatis
dapat berlangsung dengan baik. Kedua kekuatan besar Cina dan Nusantara
tersebut tidak saling menundukkan, tetapi sebaliknya mereka mengembangkan
hubungan “Mitreka Satata” yaitu Hubungan bertetangga dengan baik, bahkan
saling memberi hadiah dan bukan saling meminta.
Gambaran tersebut di atas mengisyaratkan bahwa sebagai suatu bangsa,
Nusantara belum dapat dipersatukan secara politik, tetapi telah memiliki
kesadaran geopolitik bagi para raja serta sebagai identitas dalam berhadapan
dengan kekuasaan lainnya, artinya memiliki kesadaran untuk mempertahankan
dan mengangkat derajat bangsanya.
2. Periode Kolonial
Masa kolonial adalah masa yang amat panjang, yaitu mulai jatuhnya
Malaka pada tahun 1151, hingga tibanya Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia pada tahun 1945. (sekitar 434 tahun). Hemat penulis kolonial
(pendudukan) ini bukanlah seutuhnya menjajahi atau menguasai wilayah
selama itu, akan tetapi secara bertahap mulai dari ekonomi, budaya, sampai
dengan keyakinan. Modal kesadaran sebagai “bangsa Nusantara” para raja-
raja di Nusantara mewaspadai dan menaruh kecurigaan terhadap kehadiran
orang-orang asing di Nusantara.
Negara asing pertama yang datang dan melakukan kolonialisme di
Indonesia adalah Bangsa Portugis, dengan tiga misi yang mereka, yaitu: demi
kejayaan bangsa Portugis (Glory), demi kemakmuran bangsa Portugis (Gold)
dan penyebaran agama Nasrani (Gospel). Ke tiga misi Kolonial Portugis tersebut
telah berhadapan dengan kekuasaan politik di Nusantara. Misalnya kerajaan
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Demak sebagai representasi dari kekuatan Nusantara sekaligus kekuatan Is-
lam dengan dipimpin oleh Pati Unus (Pangeran Sabrang Lor) telah mencoba
melakukan penyerangan terhadap kekuatan Portugis di Malaka. Namun dalam
penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Tapi dari sisi lainnya penyerangan
tersebut telah membangkitkan Rasa Solidaritas kekuatan Islam di Nusantara
guna menahan pengaruh dari kolonial Portugis. Demikian pula Aceh telah
berkali-kali mencoba melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka.
Dikarenakan Portugis melakukan kristenisasi secara massif terhadap bangsa
Nusantara yang telah banyak memeluk Islam.
Negara berikutnya yang melakukan kolonialisme di Nusantara adalah
bangsa Belanda pada abad XVI dengan VOC-nya (Verenigde Oost Indishche
Compagne) yang berarti “Perkumpulan Dagang”. Misi VOC ini lebih terkonsentrasi
pada urusan perdagangan dari pada misi agama seperti Portugis.
Perbedaan mendasar reaksi penduduk Nusantara terhadap Portugis
dan terhadap VOC, adalah perlawanan terhadap Portugis dipenuhi dengan
kesadaran kenusantaraan dan keagamaan. Sedangkan perlawanan terhadap
VOC jiwa kenusantaraan itu telah menghilang, karena para penguasa pribumi
terjebak pada persoalan lokal masing-masing wilayah kekuasaannya karena
VOC menciptakan monopoli perdagangan dengan cara menanamkan pengaruhnya
kepada penguasa-penguasa Nusantara, serta mencampuri urusan-urusan Istana
guna memperoleh hak monopoli atas perdagangan tersebut.
Walaupun jumlah orang Belanda sedikit, tetapi Belanda mampu mengatur
dan merubah pola pikir orang-orang Nusantara berdasarkan pola pikir orang
Belanda. Manakala birokrasi pemerintahan telah mengikuti cara berpikir
Belanda, maka dengan demikian siapapun yang masuk dalam struktur itu,
maka ia menjadi seperti Belanda pula. Dan cara demikian mencapai puncaknya
ketika Belanda memutuskan untuk menerapkan gagasan Snouck Horgronye
menjadi Politik Asosiasi. Di mana politik asosiasi mengintroduksikan agar
Belanda menanamkan cara berpikir kultur Belanda terhadap penduduk Hindia
Belanda. Dengan demikian untuk menjajah Nusantara tidak perlu dengan
senjata, karena pola pikir penduduk Hindia Belanda telah sama dengan pola
pikir Belanda sendiri. Untuk itulah, bangsa dan Negara ini harus terus waspada.
Hal ini disebut dengan politik “divide et impera”, bertujuan mengadu
domba kekuatan-kekuatan dalam istana. Oleh karena kekuatan-kekuatan di
istana bergolak maka masing-masing pihak yang berselisih berusaha keras
untuk memperoleh dan mempertahankan hak masing-masing. Dan perekat
yang masih ada adalah “rasa solidaritas agama dan rasa ketertindasan”.
Berbagai literatur menyebutkan bahwa perlawanan terhadap VOC dianggap
sebagai perang melawan orang “Kafir”. Hal tersebut Nampak dalam peperangan
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antara Sultan Agung dengan VOC, dan peperangan antara Sultan Hasanuddin
dengan VOC di Makasar serta peperangan antara Trunojoyo dengan VOC
dan berbagai peperangan lainnya.
Kehadiran VOC ke Nusantara telah menumbuhkan kesadaran bagi
masyarakat muslim akan adanya ancaman berupa pengaruh agama nasrani
yang dibawa oleh orang asing berkulit putih. Juga menumbuhkan rasa kebersamaan
bagi masyarakat Nusantara dalam menghadapi penindasan ekonomi dengan
politik monopolinya di bidang perdagangan yang dilakukan oleh Belanda
dengan VOC-nya.
Ketika VOC dibubarkan dan diganti oleh pemerintah Belanda. Wilayah
Nusantara dimasukkan dalam struktur pemerintahan Belanda sebagai daerah
“Hindia Belanda”. Hindia Belanda adalah daerah-daerah di wilayah Nusantara
yang berbatasan dengan wilayah-wilayah kekuasaan asing lainnya, yaitu Inggris,
di Malaysia, Brunai, Papua Nugini, dan Asutralia. Spanyol di Filipina dan
Portugis di Timor Timur. Namun dalam hal penjajahan pemerintah Belanda
ini tak banyak mengubah strategi VOC. Sehingga kekuatan-kekuatan Islam
mencoba untuk melawan dan menggulingkan otoritas Belanda di Nusantara.
Perlawanan rakyatpun terjadi diberbagai wilayah nusantara, yang antara lain:
- Pada tahun 1817 di Maluku perlawanan dipimpin oleh Pahlawan Patimura.
- Pada tahun 1819 di Palembang dipimpin oleh Baharuddin.
- Pada tahun 1821-1837 di Minangkabau dipimpin oleh Imam bonjol.
- Pada tahun 1825 – 1830 di Jawa Tengah dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.
- Pada tahun 1860 di Aceh dipimpin oleh Teuku Umar, Teuku Tjik di
Tiro, Panglima Polim.
- Pada tahun 1894-1895 di Lombok dipimpin oleh Anak Agung Made.
- Pada tahun 1900 di Tanah Batak dipimpin oleh Sisinga Mangaraja.
- Dan lain-lain perlawanan rakyat diberbagai wilayah nusantara.
Perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan semangat perlawanan
terhadap penindasan dari bangsa Belanda. Namun karena ketiadaan persatuan
dalam perlawanan terhadap penjajah tersebut, maka semua perlawanan tersebut
selalu kandas. Oleh sebab itu baik langsung atau tidak langsung kehadiran
VOC telah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat muslim Nusantara
akan adanya ancaman dari bangsa asing berkulit putih. Selain itu timbulnya
kesadaran dan perasaan yang sama terhadap penindasan ekonomi akibat monopoli
VOC. Disadari atau tidak dalam kondisi ini mampu menumbuhkembang
rasa nasionalisme bangsa Indonesia untuk bersatu.
Pada awal abad ke 20 Pemerintah Belanda membuat Kebijakan Politik
Etis di bidang Edukasi. Kuasa Allah, tanpa disadari oleh Belanda kebijakan
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ini telah membuka mata para generasi muda Hindia Belanda, untuk mengikat
kondisi bangsanya secara kritis. Sehingga melalui aktivitas membaca mereka
dapat menemukan informasi-informasi yang sebelumnya tak pernah mereka
ketahui. Bersamaan dengan itu, di kawasan-kawasan negara-negara tetangga
di Asia dan di Afrika muncul gerakan-gerakan Nasionalisme untuk menemukan
dan menentukan identitasnya sendiri, serta membebaskan bangsanya dari
segala bentuk penindasan yang dialami selama masa tersebut.
Dampak lain dari kebijakan etis di bidang edukasi ini adalah, bertemunya
para pelajar dari berbagai daerah di suatu Lembaga pendidikan. Pertemuan
mereka itu dapat menjembatani munculnya kembali jiwa Nusantara yang
telah lama terpendam. Timbulnya rasa kekritisannya untuk berpikir bagaimana
mempersatukan perkembangan-perkembangan Nasionalisme di luar negeri,
dan memadukannya dengan kebangkitan jiwa Nusantara. Sehingga mereka
tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan warisan sejarah
dari mana mereka berasal, atau dari etnis mana mereka datang, tetapi batasan
Hindia Belanda yang diciptakan Birokrasi Belanda itulah yang dijadikan kerangka
perjuangan.
Kebijakan Belanda ini juga telah melahirkan organisasi-organisasi di
Nusantara seperti organisasi Budi Utomo yang menghimpun kekuatan Para
Priyayi Jawa. Sarikat Islam yang menghimpun kekuatan Islam. Indische Partai
yang menghimpun kekuatan campuran antara pribumi dan Indo. Partai Nasional
Indonesia yang menghimpun kekuatan kelompok nasionalis dengan marhen,
dan lain-lain sebagainya. Konsolidasi kekuatan basis organisasi ini mencapai
kematangannya pada tahun 1928. Artinya pada tahun itu aliran-aliran pergerakan
kebangsaan di Hindia Belanda, sudah terlihat ideologi pergerakannya. Selain
itu masa konsolidasi ini juga ditandai dengan adanya suatu kontak sosial,
antara pemuda dari seluruh Hindia Belanda yang terkenal dengan Sumpah
Pemuda-nya pada tahun 1928. Sejak sumpah Pemuda diucapkan nama In-
donesia dan kemerdekaan Indonesia selalu menjadi perbincangan di kalangan
kaum pergerakan. Sumpah pemuda menjadi power untuk menuju suatu tujuan
kemerdekaan Indonesia.
Kondisi tersebut membuat sikap politik Belanda menjadi berubah, dari
yang semula bersikap toleran menjadi reaksioner. Sehingga banyak tokoh-
tokoh pergerakan seperti Soekarno, M. Hatta, Syahrir dan lain-lain yang
ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Namun kondisi telah berubah, bila
di masa lalu suatu pergerakan perlawanan ditangkap, maka gerakan tersebut
akan berhenti, namun dengan menggunakan organisasi, walaupun tokoh kuncinya
tertangkap, tetapi orgnisasi perjuangannya tetap dapat berjalan, walaupun
mengalami sedikit kemunduran.
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Beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh
bangsa asing tersebut, misalnya telah “Menimbulkan rasa nasionalisme, dan
menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu, bahwa perlawanan yang
dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah akan efektif, sehingga perlu dibina
rasa pesatuan dan persatuan bersama dalam melawan penjajah”.
Rasa kebangsaan yang timbul dari dalam diri bangsa Indonesia inilah
yang menyebabkan pendudukan bangsa Belanda berakhir, tepatnya pada tanggal
10 maret 1940. Selanjutnya Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda
dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa Jepang adalah Pemimpin Asia,
Jepang saudara Tua Indonesia, dan lain-lain. Yang tujuannya tidak lain untuk
memperoleh simpati dari rakyat Indonesia ketika itu. Namun ketika Jepang
berperang melawan negara Sekutu Barat yang terdiri dari Amerika, Inggris,
Rusia, Perancis, dan Belanda, nampak Jepang semakin terdesak. Kemudian
sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia ketika
itu, maka pemerintah Jepang seolah bermurah hati kepada rakyat Indonesia,
yaitu dengan memberikan janji untuk memerdekaan bangsa Indonesia di
kemudian hari.
Dalam perkembangannya, maka pada tanggal 29 April 1945 bertepatan
dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, beliau atas nama pemerintah Jepang
kembali memberikan hadiah ulang tahun berupa janji (yang ke dua) untuk
memerdekakan bangsa Indonesia dengan tanpa syarat. janji tersebut disampaikan
kepada bangsa Indonesia, seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah. Atas
dasar maklumat Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Melitir Jepang di
seleuruh Jawa dan Madura (Maklumat Gunseikan) Nomor 23, bangsa In-
donesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan
mereka menganjurkan agar bangsa Indonesia harus berani mendirikan Negara
Indonesia merdeka di hadapan negara-negara yang menjadi musuh Jepang,
serta kaki tangan Nica (Netherlands indie Civil Administraion), yang ingin
kembali untuk menjajah bangsa Indonesia.
Kemudian untuk maksud tersebut, serta agar memperoleh simpati dan
dukungan dari bangsa Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah
suatu “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia”
(BPUPKI) yang selanjutnya disebut “Badan Penyelidik “ atau Dokuritsu Junbi
Choosakai (Jepang). Badan tersebut kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei
1945. Dari sinilah rasa kebangsaan Indonesia pada puncaknya, terus melakukan
upaya-upaya agar janji itu dapat dipenuhi. Kembali Kuasa Allah, Jepang
mengalami kekalahan dengan tentara sekutu, yang akhirnya bangsa Indone-
sia tidak lagi menghiraukan janji Jepang, tapi menciptakan persatuan dan
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kesatuan dan kebulatan tekad bersama untuk merdeka terlepas dari penindasan
dan penjajahan.
Penjajahan Belanda melahirkan kesadaran berbangsa (Nasionalisme)
di kawasan Hindia-Belanda. Penjajahan Jepang telah melahirkan rasa keberanian
untuk menentang, membela dan mempertahankan Tanah air Indonesia dari
kaum penjajah. Sekalipun Jepang bersikap kejam, tapi dia telah melahirkan
kekuatan baru bagi bangsa Indonesia, yaitu berupa dasar-dasar kemeliteran
dan bela Negara. Tapi harus disadari bahwa semua hal terjadi merupakan
scenario Allah Swt dalam menyadarkan bangsa Indonesia untuk bersatu memperoleh
kebebasan (kemerdekaan).
3. Periode Pasca Kemerdekaan
Tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan pada periode pasca kemerdekaan
juga memiliki perjalanan yang cukup panjang, dikarenakan Negara dan bangsa
yang baru saja berdiri dipastikan belum cukup bijak (dewasa) dalam menyelesaikan
masalahnya. Pembahasan pada periode pasca kemerdekaan ini dibagi dalam
beberapa masa, yaitu masa Revolusi, masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan
Masa Reformasi.
a.  Indonesia pada masa Revolusi
Bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran, bahwa idealnya pemerintahan
RI yang baru diproklamirkan harus menyusun struktur pemerintahan yang
baru guna untuk mencapai tujuan atau citai-cita Proklamasi kemerdekaan.
Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada, pemerintah
tetap mempertahankan struktur Birokrasi Kolonial dengan tetap mempertahankan
adanya sistem kerajaan di Indonesia yang telah mengakar di pemerintahan
Nusantara.
Hal ini mengakibatkan terjadinya revolusi di Indonesia, peristiwa revolusi
ini mencoreng dan membuat tinta merah dalam perjalanan rasa kebangsaan
di Indonesia. Peristiwa revolusi terjadi dikarenakan ketidakinginan masyarakat
akan adanya lagi sistem kerajaan, yang dalam “sebagian pandangan” rakyat
adalah antek-antek Belanda yang harus dimusnahkan dari Indonesia.
Kemerdekaan Indonesia disatu sisi merupakan kabar gembira bagi sebahagian
pihak kerajaan, akan tetapi tidak bagi sebagian kerajaan lainnya, karena selama
pendudukan Jepang di Indonesia, hak perkebunan dicabut dari kerajaan dan
diserahkan kepada rakyat untuk mengelolanya. Rasa gembira pihak kerajaan
semakin bertambah dengan datangnya kembali pasukan Belanda dan Sekutu
ke Indonesia, dengan harapan kekusaan dan kewenangan kerajan dikembalikan.
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Hal inilah yang menjauhkan pihak kerajaan dengan pro republic. Walaupun
demikian masih banyak terdapat kerajaan yang bahagia dengan merdekanya
Indonesia, dan sangat membenci Belanda yaitu kerajaan Serdang dll.
Timbulnya rasa kebangsaan untuk membangun sistem republic Indo-
nesia ini, tercoreng oleh oknum dan kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab
serta hanya menginginkan pengakuan dan kekuasaan di Negeri ini. sehingga
terjadilah pertikaian dan peperangan saudara sesama bangsa Indonesia.
Oknum atau kelompok yang tidak bertanggung ini menyangkakan
bahwa pihak kerajaan adalah antek Belanda, bahkan bangsa Indonesia yang
bangsawan dan terpelajar yang dekan dan memiliki kebiasaan yang meniru
Belanda juga dianggap sebagai musuh republik, sehingga terjadilah pertikaian,
permusuhan, penjarahan, penculikan, pembakaran, pemerkosaan, dan pembunuhan
terhadap yang “dianggap” non republik.
Di lain pihak Belanda telah kembali ke Indonesia, dan menganggap
kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah
tidak sah, dan oleh karenanya tetap berada di bawah kedaulatan mereka.
Keinginan Belanda tersebut tentu saja bertentangan dengan realita politik
yang ada, bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat.
Belanda tetap terus bergerak mempersempit wilayah kesatuan Indo-
nesia, serta melakukan provokasi terhadap penduduk untuk mendirikan negara-
negara baru yang bersifat etnis kawasan tertentu. Berbagai perundingan di
lakukan seperti perundingan Lingkar Jati dan Renville, namun semuanya
gagal. Dan persoalan ini baru dapat diselesaikan setelah mendapat bantuan
dari PBB, melalui Konferensi Meja Bundar di Den Hag pada tahun 1949.
b. Masa Orde Lama (era Soekarno)
Pada masa Orde Lama Indonesia disibukan dengan konsolidasi ke dalam
babak kedua, terutama dalam menata kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat.
Pada periode ini kelompok yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah mereka
melakukan makar, seperti DI, PRII dan Kahar Muzakkar.
Untuk itulah, sebenarnya rasa kebangsaan timbul berawal dari ketidakinginan
bangsa dan Negara ini dirusak oleh orang yang TIDAK BERTUHAN, serta
oknum yang hanya mementingkan kekuasaan belaka, berakibat pada penolakan
dengan adanya pemberontakan.
Di dalam pemerintahan, kabinet jatuh bangun, sebagai akibat dari
adanya polarisasi kepentingan politik yang sangat tajam. Melihat kondisi
yang demikian maka Presiden Soekarno selaku Presiden telah mengeluarkan
dikret Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Kemudian atas dasar pengalaman
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dan keyakinannya dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soekarno
lebih memilih menerapkan demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal.
Dalam perkembangan berikutnya ternyata demokrasi terpimpin tersebut lebih
menguntungkan kaum kiri atau Partai Komunis Indonesia (PKI), dari pada
kelompok lainnya.
Kondisi tersebut menimbulkan kegusaran di kalangan militer dan kaum
kanan. Militer menganggap kekuatan revolusioner PKI akan mengahancurkan
cita-cita proklamasi kemerdekaan. Bagi kaum kanan, PKI adalah musuh yang
nyata, karena PKI adalah ateis. Dikarenakan pihak penguasa terkesan menginginkan
bantuan dan dukungan dari pihak komunis dalam mempertahankan kekuasaannya.
Kekwatiran ini sampai pada puncaknya, berbagai pergolakan politik
terjadi berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, dan pemberontakan
terakhir yang mereka lakukan adalah Gerakan 30 September PKI (G.30 S
PKI). Dalam gerakan tersebut mereka telah menculik dan membunuh beberapa
Jenderal dari berbagai angkatan (ABRI), yang dampaknya sampai saat ini
masih terasa dalam kehidupn berbangsa dan bernegara.
c. Masa Orde Baru (era Soeharto)
Setelah Orde Lama dengan jargon “Politik adalah Panglima” mengalami
kegagalan, pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Orde Baru. Pada masa
Era Orde Baru ini, konsentrasi pembangunan yang mereka lakukan adalah
di bidang ekonomi, melalui Program Perencanaan Lima Tahun (Pelita per
Pelita). Hingga Indonesia berubah menjadi negara berswasembada di bidang
pangan. Karena semua potensi yang ada dikerahkan untuk menyukseskan
pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini merupakan kondisi yang sangat
menggembirakan bagi Negara dan bangsa.
Di bidang politik demi stabilitas politik maka Organisasi Partai Politik
(OPP) di batasi hanya 3 buah Partai. Dwi fungsi ABRI di buka selebar-lebarnya,
sehingga hampir setiap birokrasi pemerintah dikuasai oleh militer. Militer
juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai macam proyek pembangunan.
Namun demi untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional tersebut,
hak-hak politik warga terpasung dan hak asasi manusia terabaikan.
Di bidang ekonomi pemerintah lebih mendorong pertumbuhan ekonomi
makro dengan memberikan dukungan terhadap berkembangnya konglomerasi
dari pada menerapkan ekonomi kerakyatan. Akibatnya walaupun ekonomi
negara meningkat tapi rakyatnya tetap dalam kemiskinan. Bahkan yang kaya
semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga struktur ekonomi
Orde Baru ini sangat rapuh, karena dia tidak mempunyai fondasi yang kuat.
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Akhirnya ketika badai krisis Asia Tenggara menimpa Indonesia, ekonomi
bangsa Indonesia menjadi terpuruk. Seiring dengan itu muncul pula tuntutan
keterbukaan Politik dan HAM yang luar biasa dari berbagai golongan masyarakat
dan Mahasiswa, yang berakibat rezim Orde Baru-pun harus berakhir, dengan
segala luka yang mengirinya.
d. Era Reformasi (mulai tahun 1998)
Ada beberapa hal penting yang menjadi tuntutan rakyat di Era Reformasi
ini, misalnya:
Perubahan pemerintahan yang sentralisasi menuju pemerintahan yang
desentralisasi;
Perubahan peran militer dalam bidang politik dan dwi fungsi ABRI
Perubahan orientasi sistem perekonomian nasional;
Perubahan sistem kepartaian;
Desakralisasi UUD 1945 dan;
Kebijaksanaan yang parsipatoris.
C. Pentingnya Pancasila dalam Kajian Sejarah
Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan
agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman
kerajaan dahulu. Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu,
meskipun dalam praktik pemujaan yang beranekaragam, tetapi pengakuan
tentang adanya Tuhan sudah diakui. Encyclopedia of Philosophy di dalamnya
disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada
kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan
ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi
kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral
diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan,
kelompok sosial seagama dan seiman.
Sebelumnya Indonesia hanya mengakui enam agama yang diakui, Is-
lam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, Konghuchu, sehingga
selain enam agama tersebut ditidakbolehkan ada dan diakui oleh Negara.
Walaupun nyatanya masih terdapat dipelosok wilayah Indonesia masih menganut
selain enam agama tersebut di atas.
Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal
18 Oktober 2017 yang menganulir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
dan UU Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 61 dan 64 elemen data penghayat
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kepercayaan di kolom agama e-KTP atau KK tidak dicantumkan. Sehingga
dengan ini aliran kepercayaan selain enam agama tersebut diperbolehkan di
Indonesia.
Dikarenakan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara berdasar
atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat 2 menyebutkan Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara Indonesia dalah Ketuhanan yang
Maha Esa, karena segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa serta besifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan
dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan.
Untuk itulah Pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara
memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari
pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih
agama yang diyakininya. Perjalanan pengakuan akan aliran kepercayaan membutuhkan
waktu yang relative panjang, akhirnya disetujui Negara.
Hal ini berarti di satu sisi pentingnya menghayati sila pertama Pancasila
tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi disisi lain perlu juga memperhatikan
sila Kelima tentang Keadilan Sosial, serta sila ketiga tentang Persatuan. Wallahua’lam.
Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
keadilan) secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu
hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat
Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong.
Misalnya dapat dilihat, bahwa kebiasaan bergotongroyong, baik berupa saling
membantu antar tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di
desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan
sebagai cerminan dari sila Keadilan Sosial. Gotong royong juga tercermin
pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat
secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang
dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan (Dirjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Ristek Dikti, 2016).
Sayang sunggung sayang, kesadaran bangsa tentang gotong-royong dalam
membayar pajak sebagai sumber pembangungan Negara, dikhianati oleh oknum-
oknum penguasa dan pejabat di Negeri ini. Untuk itu, nilai dasar Pancasila
yang termaktub dalam sila kedua tentang kemanusian yang adil dan beradab
belum terinternalisasikan apalagi terkristalisasi dalam diri penguasa dan pejabat
Negara ini. Negara yang subur, kaya, tapi dihuni oleh bangsa yang miskin
dan menderita. Wallahua’lam.
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Diketahui pula bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila
bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa In-
donesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa
lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam
suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan
demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin
dalam sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam
mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah (Dirjen Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Ristek Dikti, 2016).
Sayang sungguh disayangkan, kebijaksanaan dalam memutuskan perkara,
masalah ini sangat memudar saat ini. tidak lagi berdasarkan musyarawah,
hanya diputuskan berdasarkan kehendak dan kemauan sendiri, kalaupun diputuskan
dengan musyawarah tapi tidak berdasarkan kebijaksanaan, hanya berdasarkan
kebutuhan dan kepentingannya. Wallahua’lam.




A. Pengertian dan Tujuan Negara
1. Pengertian Negara
Istilah negara yang berasal bahasa Belanda dan Jerman adalah dari kata“Staat” sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu “State”, sedangkan bahasa
Perancis yaitu “Etat’’ sedangkan Itali yaitu “lo stato” yang kesemuanya memiliki
arti adalah “status, kedudukan” Pada abad ke-16 kata-kata tersebut itu dartikan
sebagai “kesatuan wilayah yang dikuasai”.
Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalamnya diterangkan bahwa Negara
adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang
sah dan ditaati oleh rakyatnya, dapat pula Negara diartikan kelompok sosial
yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik,
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (KBBI Online,
2021).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara adalah kelompok sosial
yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik,
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Negara didefinisikan oleh Abyhara (2010) adalah suatu badan atau
organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang
berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban
untuk melindungi, menyejahterakan masyarakat yang dinaunginya.
Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authorithy)
yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama
rakyat Sedangkan Harold J. Laski mengungkapkan bahwa Negara adalah
suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau
kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu (Wasiyem, dkk., 2021).
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi
pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat
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yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia
dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Sedangkan Budiardjo (1984) mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi
yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaanya secara sah
terhadap semua golongan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari
kehidupan bersama itu.
Selanjutnya Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Riset Dikti (2016)
menyimpulkan bahwa pengkajian tentang negara dari perspektif tata negara
paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:
a. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada
bentuk dan struktur organisasi Negara
b. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada
mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun
di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti
apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah Negara.
Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis
dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah
dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan
lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama
itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai mana kekuasaan
dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan
atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian ia dapat
mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya
ke arah tujuan bersama.
Disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya
diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya
kepatuhan terhadap peraturan perundangannya melalui penguasaan (kontrol)
dari kekuasaan yang sah.
2. Tujuan Negara
Abyhara (2010) mengungkapkan bahwa tugas Negara: Pertama, mengendalikan
dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan
sama satu lain, supaya tidak ada aturan antagonistik yang membahayakan.
Kedua, mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-
golongan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan
asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan dengan satu sama lain dan diarahkan
kepada tujuan nasional.
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Pengendalian yang dilakukan Negara harus berdasarkan sistem hukum
dan dengan perantaraan pemerintah beserta alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan
negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; maka dari itu
semua golongan atau asosiasi memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan
diri dalam rangka ini. Berdasarkan tugas Negara di atas, sejatinya tujuan
Negara adalah menciptakan ketertiban, menjaga keamanan, serta menegakkan
keadilan.
Menurut Diponolo (1975) negara adalah suatu organisasi kekuasaan
yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas
suatu umat di suatu daerah tertentu. Ditambahkannya bahwa terdapat tiga
unsur yang menjadi syarat mutlak adanya suatu Negara yaitu a). Unsur tempat,
atau daerah, wilayah atau territoir, b) Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat),
rakyat atau bangsa, c) Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.
Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain un-
sure konstitutif ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan
dari negara lain.
Harold J. Laski berpendapat bahwa tujuan negara adalah menciptakan
keadaan yang rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan
secara maksimal. Negara harus memiliki fungsi sebagai berikut: 1. melaksanakan
penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan
penertiban atau negara bertindak sebagai stabilisator mengusahakan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyatnya. 2. pertahanan, untuk menjaga kemungkinan
serangan dari luar 3. menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-
badan pengadilan. (Budiardjo, 1984).
Pendapat di atas berbanding terbalik dengan teori marxis yang menganggap
bahwa suatu negara bukanlah alat untuk mencapai tujuan bersama, akan
tetapi tujuan kelas yang berkuasa. Teori ini lahir pada saat zaman feodal
dengan sistem monarki (kerajaan). Negara dalam era saat ini merupakan
alat kapitalisme untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang menjadi
pemilik modal, mereka mencari keuntungan yang sebesarbesarnya dan menindas
kaum buruh dan kelas pekerja. (Abyhara, 2010).
Menurut kaum Marxis bahwa tujuan negara adalah melanggengkan
ketimpangan kelas, dan itu terjadi karena negara (kelas berkuasa) memiliki
alat-alat pemaksa dan menguasai aparatur-aparatur hukum, sosial dan politik.
Negara hadir dalam arena pertentangan kelas ini. Bagi kaum Marxis, perjuangan
politik pada ranah kenegaraan adalah mengalahkan kelas penguasa atau kapitalis
dengan jalan revolusi kelas kerja.
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Marxisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis, sehingga
bonum publicum selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis.
Tafsiran itu mempengaruhi fungsi-fungsi negara di bidang kesejahteraan dan
keadilan. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam
arti bahwa segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan
itu. Begitu pula fungsi di bidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-
hak azasi warganegara) terutama ditekankan pada aspek kolektifnya, dan
sering mengorbankan aspek perseorangannya (Wasiyem, dkk., 2021).
Paham komunis ini sangat tidak diterima oleh Negara dan Bangsa
Indonesia, dikarenakan menghalalkan segala cara untuk merebut dan mempertahankan
kekuasaannya, termasuk mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa manusia,
menuru paham ini nyawa manusia tidak sebanding dengan memuluskan dan
tersampainya tujuan pahamnya.
Fakta sejarah telah menorehkan tinta merah yang sangat tidak diinginkan
terurang kembali yaitu peristiwa pembantaian akibat dari paham komuniksi
ini. hal ini jelas dan tegas dituliskan dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/
1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme. Untuk itu, jangan
lagi anak bangsa berdebat tentang paham komunis ini harus ada di Indone-
sia, karena bangsa ini pernah merasakan peristiwa pahit dengan komunisme.
Pancasila jelas telah menentukan bahwa Negara dan bangsa Indone-
sia ini haruslah berTuhan (beragama) sebagaimana pada sila pertama yaitu
Ketuhanan Maha Esa. Harapan penulis kiranya di Negara Indonesia ini janganlah
pernah lagi memberi ruang kesempatan “mensosialisasikan” paham apalagi
sampai memperbolehkan paham komunis. Wallahua’lam.
Indonesia sebagai negara demokratis harus disadari bahwa paksaan
hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi
(meyakinkan). Lagi pula pemakaian paksaan secara ketat selain memerlukan
organisasi yang ketat juga memerlukan biaya yang tinggi. Unsur paksa dapat
dilihat misalnya pada ketetuan tentang pajak. Setiap warga negara harus
membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan
denda, atau disita miliknya atau di beberapa negara malahan dapat memberlakukan
hukuman kurungan.
Akan tetapi bukan berarti sifat yang dimiliki oleh Negara ini, hanya
menjadi “senjata dan alat” penguasa (pemerintah) untuk mempertahankan
kekuasaannya. Sifat ini lebih kepada upaya penciptaan keteraturan dan keadilan,
serta kemakmuran. Kalaulah sifat yang dimiliki Negara ini dimanfaatkan
oleh penguasa maka yang terjadi adalah sebaliknya, Negara dan bangsa ini
akan terpecahbelah, terjadi perlawanan, pemberontakan, dikarenakan diperlakukan
tidak adil dan bijaksana oleh penguasa
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Diponolo (1975) menjelaskan tentang lima teori yang mengintisari
tujuan Negara yaitu 1) Teori Kekuatan dan Kekuasaan, 2) Teori Kepastian
Hidup, Keamanan, dan Ketertiban, 3) Teori Kemerdekaan, 4) Teori Keadilan,
5) Teori Kesejahteraan dan Kebahagiaan. Hal ini dapat dilihat pada gambar
9 berikut:
Gambar 1: Tujuan Negara (sumber: RuangBimbel.co.id)
Tujuan terakhir setiap negara ialah penciptaan kebahagiaan bagi rakyatnya,
serta semaksimal mungkin menjadikan rakyatnya berkembang serta bebas
menyelenggarakan daya ciptanya, bukan malah sebaliknya digunakan untuk
menyiksa, menyengsarakan, menindas, memenjarakan, atau bahkan membunuh
rakyat.
Menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016)
bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan
dan kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut
berbeda-beda bahkan terkadang saling bertentangan. Sedangkan tujuan negara
Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu mewujudkan
kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh
wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara
tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu: a) Pendekatan
kesejahteraan (prosperity approach), b) Pendekatan keamanan (security ap-
proach).
Hemat penulis tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang
termuat dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “untuk membentuk
suatu pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indo-
nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
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dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”
dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah desa dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).
B. Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara
Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah
grundnorm (norma dasar), rechtsidee (cita hukum), staatsidee (cita negara),
philosophische grondslag (dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara
dalam kosa kata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar Negara bersifat universal,
dalam arti setiap negara memiliki dasar Negara (Dirjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Ristek Dikti, 2016).
Secara terminologis dasar negara berarti landasan dan sumber dalam
membentuk dan menyelenggarakan Negara, dapat pula diartikan sebagai sumber
dari segala sumber hukum negara. Menurut Kelsen (1970) istilah dasar Negara
secara teoretik, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm
(norma dasar) atau Grundnorm.
Attamimi berpendapat bahwa norma dasar ini merupakan norma tertinggi
yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur
termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah (Oesman dan Alfian,
1993).
Disimpulkan bahwa kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan
peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari
peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini,
maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan
bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman.
Suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, harus memiliki
suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-
Undang Dasar yang disebut staats fundamental norm, kalau di Indonesia yaitu
Pancasila (Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR
Periode 2009-2014, 2013).
Soepomo menerjemahkan “Staatsidee” dengan “dasar pengertian negara”
atau “aliran pikiran negara”. Memang, dalam bahasa asing sendiri kata itu
tidak mudah memperoleh uraian pengertiannya. Hal hampir serupa pendapat
J. Oppenheim (1849-1924), guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi
negara di Groningen Belanda, mengemukakan bahwa “staatsidee” dapat dilukiskan
sebagai “hakikat yang paling dalam dari negara” sebagai “kekuatan yang membentuk
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negara-negara (de staats diapse wezen de staten vermonde kracht), (Attamimi
dalam Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995).
Pandangan Aristoteles dan Plato yang mengatakan bahwa “suatu negara
yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan
hukum”. Dari pandangan ini Yusuf (2009) menyimpulkan bahwa dasar negara
merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi
sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (rechtsidee),
baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan
mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita
ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga
masyarakat.
Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik
Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar
egara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam
proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan
agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam
konflik yang tidak produktif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR
periode 2009-2014, 2013).
Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada
pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998,
tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan
tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun status ketetapan
MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang
tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig
(final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan (Pimpinan MPR
dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013).
Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan
sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan
negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak
boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Pimpinan
MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013).
Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai Philosophische
Grondslag dari negara, ideologi negara, staatsidee. Dalam hal tersebut, Pancasila
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digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata
lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan
negara (Darmodiharjo, 1991).
Mahfud MD (2009) menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis
diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama
dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan
dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud
MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Moh. Yamin ataupun Soekarno
saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi, dan
filosofinya yang utuh seperti sekarang.
Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan
dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa
yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan Negara
tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang
bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara,
bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta
jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu Negara.
Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik In-
donesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk
Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut
menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara
yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai
negara serikat.
Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut
bentuk Negara republik bukan despot (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan
yang sewenang-wenang). Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua
dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula
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dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut
demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada
konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negar
Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah Negara
hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan
dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmordjo (2009:
25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga)
unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”.
Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang
nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka
nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa)
(Muzayin, 1992).
Muzayin (1992) menambahkan bahwa dengan Pancasila, perpecahan
bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu
pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian
sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan
yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman
yang kokoh.
Peraturan yang secara hirarki di atas apabila berlandaskan nilai-nilai
Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut
dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran
yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan
diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah
tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan
berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami
dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-
kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut
dalam masyarakat.
Pemerintah penyelenggara negara, seharusnya lebih mengerti dan memahami
dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.
Pemerintah harusnya mampu menjadi panutan bagi warga negara, terutama
dalam hal kejujuran sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai
Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya
hadir bukan hanya bagi mereka rakyat atau masyarakat, melainkan juga bagi
seluruh orang di susunan kabinet, dan di sekitaran pemerintah yang notabene
sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama
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bersama., agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam
setiap hembusan nafas bangsa ini. bukan hanya pandai bersilat lidah “kita
semua harus menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan”, nyatanya banya
pejabat pemerintahan yang terlibat banyak kasus yang hakikatnya adalah
melanggar nilai Pancasila tersebut. Ditambahkan lagi seperti yang telah dituliskan
sebelumnya, bahwa hanya Pemerintah-lah yang sangat Pancasilais, sedangkan
selain mereka dan pengikutnya adalah yang tidak mengerti dan tidak menjalankan
nilai Pancasila.
Hal ini nanti akan menjadi serangan balik bagi pemerintah, apabila
melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam menjalankan Negara, dan tidak
lagi mendapatkan simpatik dan kepercayaan rakyat, suka tidak suka, mau
tidak mau kondisi inilah yang sedang dihadapi di negeri dan bangsa ini.
Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran ke-empat yang menuntut
konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara
budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral
rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil
dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia
yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ke-
empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 merupakan asas moral bangsa dan Negara (Bakry, 2010). Walaupun
dalam Pembukaan UUD tersebut tidak ada tertulis “Pancasila”, akan tetapi
pada pembukaan tersebut sudah termaktub isi dari Pancasila tersebut.
C. Intisari Nilai dalam Pancasila
Nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman (empiris) bangsa Indone-
sia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif
tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga
merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk
memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Artinya nilai-nilai
Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam
masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat Negara
(Philosophische Grondslag).
Menurut Kaderi (2015) bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem
nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu
kesatuan. Meskipun dalam setiap sila Pancasila, terkandung nilai-nilai yang
memiliki perbedaan antara yang satu dengan lainnya, namun semuanya itu
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tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Oleh sebab itu meskipun
dalam uraian berikut menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap
sila Pancasila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepasklan keterikatannya
dengan sila-sila lainnya.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengertian makna
adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Tunggal, yang menciptakan
alam semesta beserta isinya. Di antara makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa yang berkaitan dengan Sila pertama ini adalah manusia, yang kepada-
Nya lah manusia berbakti. Dengan landasan yang demikianlah negara Indo-
nesia didirikan, dan sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada
semua warga negaranya untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya
itu.
Menurut Suseno (2011) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa aktualisasi
dilaksanakan dalam kehidupan bernegara adalah untuk menjamin tidak adanya
diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan
beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
Berkaitan dengan prinsip dalam sila Pancasila, Sastrapratedja (2010:
147—154) menjabarkan prinsip sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu pengakuan
atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan
kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-
masing pemeluk agama.
Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009—
2014, 2013) juga menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan
kenegaraan menurut alam Pancasila sila pertama yaitu sebagai sumber etika
dan spiritualitas (yang bersifat vertical transcendental) dianggap penting sebagai
fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan
dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama
diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan
etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama
dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak
yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan serta dapat
mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.
Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme
bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula paham
komunisme juga bertentang dengan sila pertama Pancasila.
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Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilainya meliputi dan menjiwai
keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung
nilai bahwa negara yang didirikan, adalah sebagai pengejawantahan tujuan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala
yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan
moral negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan
dan hak asasi warga Negara harus dijiwai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa.
a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke ketiga, yang antara lain berbunyi: “atas
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Penyataan tersebut
mengandung pengertian-pengertian berikut:
Bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler.
Negara Indonesia bukanlah negara yang didirikan dengan landasan
agama tertentu.
Menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi riil dan materiil
bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga
menjadi keyakinan/kepercayaan, menjadi motivasi spiritualnya, bahwa
maksud tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah
Yang Maha Kuasa.
Alinea ini juga memuat motivasi spirituil yang luhur, serta suatu pengukuhan
dari proklamasi kemerdekaan. Demikian pula alinea ini juga menunjukkan
ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhn Yang Maha Esa. Karena
berkat ridho-Nya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan
mencapai kemerdekaan.
b. Pasal 29 UUD 1945, yang antara lain juga memuat hal-hal sebagai berikut:
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.
Dengan dasar tersebut maka di dalam negara Republik Indonesia, tidak
boleh adanya pertentangan dalam masalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak
boleh tumbuh paham yang anti terhadap Tuhan yang Maha Esa, atau anti
terhadap agama. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan, yang menjurus kepada
pemaksaan untuk menganut suatu agama tertentu. Demikian pula dengan
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sila yang pertama tersebut, dalam Negara RI tidak boleh ada paham yang
anti Tuhan, anti agama (Athetisme).
Lebih dari itu berdasarkan pada sila pertama tersebut, diharapkan akan
tumbuh subur sikap kerukunan dalam beragama, sikap saling menghormati,
dan sikap toleransi dalam beragama. Sehingga dengan demikian akan terwujud
situasi yang tenteram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya
dalam pengamalan agama masing-masing. Sehingga apa yang dikehendaki
oleh pemerintah berupa Tri Kerukunan dalam beragama yang meliputi: pertama,
Kerukunan hidup ummat beragama. Kedua: Kerukunan hidup antar ummat
beragama. Dan ketiga: Kerukunan hidup antar ummat beragama dengan pemerintah,
dapat tercipta dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itulah maka sila pertama
“Ketuhanan Yang Maha Esa” ini, menjadi sumber utama dari nilai-nilai kehidupan
bangsa Indonesia. Karena sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dia meliputi
dan menjiwai seluruh sila-sila berikutnya.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, secara sistematis didasari
dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME, serta mendasari dan menjiwai ketiga
sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan
kenegaraan kebangsaan, dan kemayarakatan.
Menurut Suseno (2011) sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi
operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal
itu merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap
setiap warga negara.
Secara prinsip menurut Sastrapratedja (2010) sila Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang
sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi
dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
Menurut Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode
2009—2014, 2013) pada sila kedua terdapat nilai-nilai kemanusiaan uni-
versal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial
(bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan
bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah
pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi
dan internalisasi.
Menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016)
bahwa Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab digali dari pengalaman
atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-
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abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan
itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Perlakuan terhadap sesama manusia, haruslah sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dia harus saling menghormati,
tidak boleh merendahkan, menginjak-injak, memperbudak dan lain-lain.
Karena manusia itu sama di hadapan Tuhannya, kecuali yang mebedakannya
hanyalah taqwanya.
Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis anthoropologis,
bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rokhani (jiwa) dan raga, sifat
kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi sendiri
dan sebagai makhluk Tuhan YME.
Dalam sila tersebut terkandung nilai-nilai, bahwa negara harus menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh
sebab itu alam kehidupan kenegaraan, terutama alam peraturan perundang-
undangan negara, harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat
dan martabat manusia, terutama hakhak kodrat manusia sebagai hak dasar
(hak asasi), harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Juga
mengandung nilai keadilan, yang berarti bahwa hakikat manusia sebagai makhluk
yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Adil dalam hubungannya
dengan diri sendiri, adil tehadap orang lain, adil terhadap masyarakat bangsa
dan negara, adil terhadap linkungannya, serta adil terhadap Tuhan YME.
Pembukaan UUD 1945, pada alinea pertama berbunyi: “bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan
di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan” Alinea tersebut adalah menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menghadapi
masalah kemerdekaan melawan penjajah.
Bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka tetapi juga
akan tetap berdiri di barisan paling depan untuk menentang dan menghapuskan
penjajahan di atas dunia ini.
Mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sehingga harus ditentang dan
harus dihapuskan, agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak
kemerdekaannya, yang merupakan hak asasinya. Di sinilah letak moral
luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.
 Selain itu aliena ini juga mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi
bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Meletakkan
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tugas kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia, untuk senantiasa
berjuang melawan setiap bentuk penjajahan, dan mendukung kemerdekaan
setiap bangsa. Pendirian inilah yang menjadi landasan pokok dalam mengendalikan
politik luar negeri Indonesia.
3. Persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia ini merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan
Indonesia, dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
Kemudian dalam sila Persatuan Indonesia ini juga terkandung nilai, bahwa
negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia yang monodualis,
yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan
suatu persekutuan hidup bersama, di antara elemen-elemen yang membentuk
negara, yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
Dan mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu
seloka : “Bhinneka Tunggal Ika’
Persatuan berasal dari kata “satu”, yang berarti utuh, tidak terpecah-
pecah. Persatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam
menjadi satu kebulatan. Pengertian Indonesia dalam sila ke tiga ini adalah,
pertama: dalam arti georafis atau bumi yang membentang dari 95 - 141 derajat
bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
Makna kedua adalah: bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup dalam
wilayah tersebut. Jadi Indonesia dalam sila ini adalah dalam artian bangsa.
(Al Marsudi, 2006).
Menurut Suseno (2011) sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa
rasacinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan
menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan
timbale balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama
yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.
Sastrapratedja (2010) berpendapat bahwa prinsip Persatuan mengandung
konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis,
bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partsipasi perwujudannya
sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan
dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri
bangsa Indonesia.
Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan
pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia
yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat,
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bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan
komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan
bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan
masing-masing. Dalam khazanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif
“etnosimbolis” yang memadukan antara perspektif “modernis” yang menekankan
unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif “primordialis” dan
“perenialis” yang melihat unsur lama dalam kebangsaan (Latif, Pimpinan MPR
dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013).
Sedangkan kalau ditinjau dari proses yang dilalui oleh bangsa ini masa
kolonial, sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa
keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui
politik Devide et Impera menimbulkan konflik antarmasyarakat Indonesia.
Nilai Persatuan Indonesia dijiwai dan didasari oleh sila Ketuhanan
YME, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut berarti bahwa
nasionalisme Indonesia, adalah nasionalisme relegius, yaitu nasionalisme yang
bermoral ketuhanan YME, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan YME.
Nilai yang terkandung dari sila ketiga ini dapat dilihat pada Pembukaan
UUD 1945, pada alinea keempat, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam
suatu undangundang dasar negara Indonesia … “ dan terdapat pula pada
UUD 1945 pasa pasal 1, yang berbunyi: (1) Negara Indonesia ialah negara
Kesatuan yang berbentuk Republik, (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat,
dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, (3) Negara Indonesia adalah
negara hukum. Terlihat bahwa untuk menyeatukan potensi bangsa yang beragam
dan berbeda ini harus diakomodir atau dikelola oleh suatu organisasi besar
yang disebut dengan Negara, sehingga Negara memiliki tanggungjawab untuk
menciptakan persatuan dan kesatuan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan
Hikmat kebijaksanaan mengandung arti adanya penggunaan pikiran
atau rasio yang sehat,dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan
bangsa, serta kepentingan rakyat. Permusyawaratan adalah suatu cara untuk
72 PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
memutuskan atau merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat,
sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.
Sehingga maksud dari Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan adalah bahwa rakyat di dalam menjalankan
kekuasaannya, dilakukan melalui sistem perwakilan. Dan keputusan-keputusan
yang diambil diselenggarakan melalui jalan musyawarah, dengan menggunakan
pikiran sehat serta rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan, maupun kepada
rakyat yang diwakilinya atau rakyat banyak.
Menurut Kaderi (2015) bahwa nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
didasari oleh sila Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta
Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya sila
keempat ini, adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat
kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat
adalah merupakan sekelompok manusia, sebagai makhluk Tuhan YME yang
bersatu, yang bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia,
dalam suatu wilayah negara Indonesia.
Sedangkan menurut Suseno (2011), sila Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen
terhadap demokrasi yang wajib disukseskan.
Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-
2014, 2013) menguraikan pula bahwa Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,
dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam
prinsip musyawarahmufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas
atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh
hikmat/ kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif
dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.
Menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016)
bahwa sila keempat dalam Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia
yang sudah mengenal secara turun temurun pengambilan keputusan berdasarkan
semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau
mengenal peribahasa yang berbunyi “Bulek aie dek pambuluh, bulek kato dek
mufakat”, bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan.
Sastrapratedja (2010: 147—154) (4). Menyimpulkan bahwa prinsip
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh
73PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari
dikotomi mayoritas dan minoritas.
Sila keempat ini terkandung nilai-nilai demokrasi, musyawarah, mufakat,
dan berjiwa besar yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan
Negara, nilai-nilai tersebut adalah :
Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap
masyarakat bangsa, maupun secara moral terhadap Tuhan YME.
Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, krena
perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia.
Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok,
ras, suku maupun agama.
Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang
beradab
Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial,
agar tercapainya tujuan bersama. (Kaelan, 2004).
Kemudian semua nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, baik yang menyangkut politik, hukum, yuridis dan
moral kenegaraan. Nilai sila keempat ini dapat dilihat pada
a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang antara lain berbunyi: “…
maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu “Undangundang Dasar
Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat…”
b. Pasal-pasal 1, 2, 3, 22 E, 28 dan 37 UUD 1945, yang berbunyi:
Pasal 1: (1).Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk
Republik. (2).Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan
menurut Undang-undang Dasar. (3).Negara Indonesia adalah negara
hukum.
Pasal 2: (1).Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang
dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang. (2).Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya
sekali dalam mlima tahun di ibukota negara. (3).Segala putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.
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Pasal 3: (1).Majelis Permusyawarakatan Rakyat, berwenang mengubah
dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2).Majelis Permusyawaratan
Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3).Majelis
Permusyawaratan Rakyat, hanya dapat memberhentikan Presiden dan/
atau Wakil dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Pasal 22E: (1).Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali. (2).Pemilihan
umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3).Peserta pemilihan umum
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakya, dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Partai politik. (4).Peserta pemilihan
umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, adalah
perorangan. (5).Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. (6).Ketentuan
lebih lanjut tentang pemilihan umum, diatur dengan Undang-Undang.
Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan, sebagaimana ditetapkan dengan undangundang.
Pasal 37: (1).Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, dapat
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat. (2).Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar, diajuukan secara tertulis, dan ditunjukkan dengan
jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3).Untuk
mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar, sidang Majelis Permusya-
waratan Rakyat dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4).Putusan untuk mengubah pasal-
pasal Undang-Undang Dasar, dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya lima puluh persen, ditambah satu anggota dari seluruh
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (5).Khusus mengenai bentuk
negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan berasal dari kata “adil”, yang berarti tidak berat sebelah. Keadilan
sosial berarti keadilan yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan,
baik materiel maupun spirituil. Seluruh rakyat Indonesia, berarti setiap or-
ang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah Indonesia,
maupun rakyat yang berada di luar negeri. Dan perlakuan adil tersebut mencakup
dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan.
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Makna keadilan dalam sila ini mencakup pula pengertian adil dan
makmur, yang meliputi bidang rohani dan jasmani. Dengan demikian kehidupan
adil dan makmur yang ingin diwujudkan, adalah suatu “kehidupan bangsa
Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan”. Dalam
sila yang kelima ini, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara,
sebagai tujuan hidup bersama, sehingga sila ini mengandung nilai keadilan,
yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (sosial). Keadilan tersebut
didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam
hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain,
manusia dengan masyarakat, dengan bangsa dan negaranya serta hubungan
manusia dengan Tuhannya.
Menurut Suseno (2011) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat In-
donesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas
dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia.
Sedangkan menurut Sastrapratedja (2010) prinsip Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu
didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam Negara Indonesia
merdeka, hidup dalam kesejahteraan (welfare state). Sila Persatuan Indone-
sia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang
dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik Devide et Impera
menimbulkan konflik antarmasyarakat Indonesia serta mengandung nilai
kepedulian dan gotong royong.
Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-
2014, 2013) mengungkapkan bahwa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,
nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh
artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial
menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia
sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga
antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam keadilan
bersama tersebut, menurut Kaderi (2015) meliputi:
1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan antara negara dengan warganya,
dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk
keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta
kesempatan dalam hidup bersama, yang didasarkan atas hak dan kewajiban
2. Keadilan legal. (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara
warga negara terhadap negara, dan dalam masalah ini warga negaralah
yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam negara.
76 PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
3. Keadilan Komulatif. Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara
yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik.
Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan, dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan
negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya, serta melindungi
seluruh warganya, wilayahnya, dan mencerdaskan seluruh warganya. Demikian
pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara
sesama bangsa di dunia, dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup
bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia.
Nilai-Nilai yang terkandung dalam pancasila mulai dari sila pertama
sampai dengan sila yang kelima, adalah merupakan cita-cita, harapan, dan
dambaan bangsa Indonesia, yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-
hari. Nilai Pancasila dapat dikelompokkan dalam dua macam yaitu nilai subjektif
dan nilai objektif. Nilai subjektif, berkaitan orang memberikan nilai tentang
pancasila tersebut, yaitu manusia itu sendiri. Sementara nilai objektif yaitu
yang beranggapan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang mempunyai
nilai tersendiri.
Sebagaimana Notonagoro (1994) membedakan tingkatan nilai menjadi
tiga macam, yaitu:
1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
2. Nilai Vital: yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan
suatu aktifitas atau kegiatan.
3. Nilai-nilai Kerokhanian. Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani
manusia, yang dapat dibagi dalam empat macam tingkatan, Pertama: Nilai
kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada akal, rasio, budi atau cipta
manusia. Kedua: Nilai keindahan atau estetis. Yaitu nilai yang bersumber
pada perasaan manusia. Ketiga: Nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai
yang bersumber pada unsur kehendak (will, wollen, karsa) manusia, dan
keempat: Nilai religious, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan
bersifat mutlak. Karena nilai nilai religius ini berhubungan dengan kepercayaan
dan keyakinan manusia dan nilai religius ini bersumber pada wahyu yang
berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Menurut Darmodihardjo (1978) nilai-nilai yang ada dalam Pancasila
itu adalah termasuk dalam nilai kerokhanian, tetapi nilai kerokhanian yang
mengakui nilai material dan nilai vital. Sehingga dengan demikian nilainilai
Pancasila yang mengandung nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-
nilai lain secara lengkap dan harmonis. Yaitu nilai material, nilai vital dan
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nilai kebenaran serta nilai keindahan (estetis), nilai kebaikan, nilai moral,
maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistemayik;hierarkhis.
Artinya sila pertama pertama yaitu Ketuhanan YangMaha Esa sebagai Basis
nya sampai dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya.
Pada hakikatnya segala sesuatu itu benilai, hanya nilai apa saja yang
ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Bangsa Indo-
nesia merupakan pendukung nilai-nilai pancasila. Hal tersebut dapat dipahami
berdasarkan pengertian bahwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan,
yang berparsatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan pada hakikatnya
adalah manusia. Bangsa Indonesiasebagai pendukung nilai itu menghargai,
mengakui, menerima Pancasila sebagai dasar nilai. Pengakuan tersebut termenifestasikan
dalam setiap tingkah laku dan perbuatan manusia Indoensia. Hal tersebut
berarti juga bahwa bangsa Indonesia sebagai pengemban nilai.
Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila berturut-turut mulai nilai
ketuhanan sebagai nilai-nilai kerohanian dan sebagai nilai yang tertinggi
karena memiliki sifat mutlak. Berikutnya adalah nilai kemanusiaan sebagai
pengkhususan dari nilai ketuhanan karena manusia adalah ciptaan Tuhan
YME. Kedua nilai yang telah disebutkan diatas, yaitu nilai Ketuhanan dan
nilai kemanusiaan adalah merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan
ketiga nilai di bawahnya.




A. Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara
Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertiandasar, cita-cita; dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis,
artinya ilmu tentang ideide (the Science of ideas), atau ajaran tentang pengertian
dasar (Kaelan, 2013).
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) ideologi didefinisikan
sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan
arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai
cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham,
teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.
Margono, dkk. (2002) berpendapat bahwa pengertian ideologi secara
harfiah adalah “Ideologi a system of ideas”, yang maksudnya suatu rangkaian
ide terpadu menjadi satu. Atau “System of throug” yaitu suatu sistem pemikiran.
Ditambahkan oleh Poespowardojo (1992) ideologi adalah sebagai kompleksitas
pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang
(masyarakat), untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan
sikap dasar untuk mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya,
seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang
dinilai baik dan tidak baik.
Istilah ideologi pertama kalinya dilontarkan oleh seorang filosuf berkebangsan
Perancis, yang bernama Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796, sewaktu
revolusi Perancis tengah menggelora. Tracy menggunakan istilah ideologi
guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan perkembangan
ide-ide manusia atau yang biasa dikenal sebagai “Scinece of idea”. Gagasan ini
diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis.
Namun Napoleon mencemoohnya sebagai khayalan, yang tidak memiliki
nilai praktis. Pemikiran Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz
yang disebut “one great system” (Pranarka, 1987). Penerapan Ideologi dalam
kehidupan kenegaraan disebut “ Politik”. Oleh sebab itulah sering terjadi
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bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk merebut
kekuasaan.
Disimpulkan bahwa ideologi merupakan kumpulan gagasan atau ide-
ide yang sistematis, diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu bangsa dalam
mencapai tujuan dan cita-cita bersama.
Menurut Kaderi (2015) ideologi memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai:
a. Norma-norma yang menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau
bangsa untuk melangkah dan bertindak;
b. Kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat
dan bangsa, untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan;
c. Sebagai upaya untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedangdan
akan dihadapi seseorang, masyarakat, dan bangsa di segala aspek kehidupan.
Setiap sistem keyakinan terbentuk melalui suatu proses yang panjang
karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan
pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya
berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan,
sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian,
sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan (Dirjen Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Ristek Dikti, 2016).
Hal ini sejalan dengan ungkapan Koentjaraningrat (2004), komponen
budaya memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa.
Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-
komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-
pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya.
Selain itu, agama juga dapat menjadi sumber bagi suatu Ideologi. Di
saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara
teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-
nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada
umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut
berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya, dengan pemimpin
negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan
bahasa yang sederhana, dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi
sebagai berikut. N T = HA + PA (Negara Teokrasi = Hukum Agama +
Pemimpin Agama). Pada zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi,
seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman
kerajaan. Dewasa ini, bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa
negara di antaranya ialah negara Vatikan.
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Selanjutnya ideologi juga berasal dari pemikiran para tokoh. Marxisme
termasuk salah satu di antara aliran ideologi (mainstream) yang berasal dari
pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih
terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir
negara, seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam. BahkanCina pernah berjaya
menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Ze Dong, meskipun sekarang
bergeser menjadi semiliberal, demikian pula halnya dengan Rusia. Bagaimana
halnya dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan
ataukah agama, ataukah pemikiran tokoh?
B. Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara
Peran dan posisi ideologi pada suatu negara sangat penting, karena dia
menggambarkan dasar negara, tujuan negara, sekaligus proses pencapaian
tujuan Negara. Bagi negara Indonesia, tujuan negara secara material dirumuskan
sebagai “ ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah
Indonesia… “, harus diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang adil
dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, sesuai dengan semangat
dan nilai-nilai ideologi Pancasila. Demikian juga dengan proses pencapaian
tujuan tersebut serta perwujudannya, dari mulai perencanaan, pengambilaan
kebijakan, keputusan politik, tetap harus memperhatikan dimensi-dimensi
yang tercermin dalam watak dan wawasan Pancasila.
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Mustaqiem (2013) bahwa
Pancasila harus menjadi dasar, arah dan tujuan. Pancasila bersifat hierarkhis
piramidal. Di mana pondasinya, adalah sila pertama dan puncaknya adalah
sila ke lima. Sila pertama, sebagai dasar negara, sila kedua, sebagai pandangan
hidup bangsa Indonesia. Sila ketiga, sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia.
Sila keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dan sila kelima,
adalah hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara adalah merupakan suatu
hasil penuangan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, dikarenakan
Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius,
yang terdapat dalam pandangan hidup masyaraakat Indonesia. Sehingga makna
ideologi Pancasila bagi negara jelas, yakni sebagai keseluruhan pandangan,
cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia, yang secara normatif
perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indo-
nesia, dia bukan hanya merupakan hasil pemikiran, atau perenungan oleh
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seseorang atau oleh sekelompok orang, sebagaimana ideologi-ideologi lain
di dunia ini, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai yang terdapat dalam
adat istiadat, dalam kebudayaan, dalam nilai religius, yang ada sejak Negara
ini belum berdiri. Pancasila juga pada hakikatnya adalah untuk seluruh lapisan
serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Oleh karena ciri-ciri khas dari
pancasila itulah, maka dia memiliki kesesuaian dengan semua bangsa Indo-
nesia. Akhirnya unsur-unsur pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan
oleh pendiri negara, sehingga pancasila berkedudukan sebagai dasar dan ideologi
Negara Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagaimana
yang diungkapkan oleh Alfian (1991) yang dikutip oleh Dirjen Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016) yaitu:
a. Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung
dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya.
Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-
nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai
Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam
kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek
penyelenggaraan negara.
b. Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti
bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai
sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah
motivasi untuk mewujudkan cita-cita
c. Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang
masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang
nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila
sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung
dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang
meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir
kehilangan hakikat dirinya.
Fungsi Pancasila sebagai Ideologi dalam negara menurut Sugiharso
dan Yudikosuma sebagaimana yang dikutip oleh Kaderi (2015) yang ikut
juga menambahkan yaitu:
a. Struktur kognitif maksudnya keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan
landasan, untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian
di alam sekitar.
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b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan, yang memberikan makna
serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
c. Norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang, untuk melangkah
atau bertindak.
d. Bekal dan jalan bagi seseorang, untuk menemukan identitasnya, sebagai
kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorng, untuk
menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
e. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat, untuk memahami, menghayati,
serta memolakan tingkah lakunya, sesuai dengan orientasi dan norma-
norma yang terkandung di dalamnya.
f. Sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia, serta sebagai sarana pemersatu
bangsa.
Menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016)
bahwa peran Pancasila sebagai ideologi negara itu bukan hanya terletak pada
aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret
masyarakat itu sendiri. Adapun peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi
hal-hal yaitu:
a. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku
warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus
narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa
preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu,
diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk
persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam
produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang
setimpal bagi pelanggarnya.
b. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai
dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam
bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan
nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.
Sedangkan menurut Darmodiharjo (1991) ideologi bangsa dan Negara
juga dapat juga disebut pandangan hidup bangsa dan Negara. Pancasila sebagai
Pandangan hidup bangsa Indonesia, adalah merupakan penjelmaan falsafah
hidup bangsa, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan
dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan tidak pula bertentangan
dengan norma hukum yang berlaku.
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C. Perbedaan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lainnya
Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar
dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai
berikut.
1) Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif
evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; pertama, enentu akhir
dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; kedua, proses
perubahan sosial bersifat dialektis.
2) Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan
individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
3) Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan
masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat
atau yang dikenal dengan kosep welfare state.
4) Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu
untuk menguasai sistem pereknomian dengan kemampuan modal yang
ia miliki (Sastrapratedja, 2001).
1. Idelogi Marxisme (Sosialisme)
Yaitu ideologi yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif.
(oleh kita semua, untuk kita semua). Agar menjadi masyarakat yang bahagia.
Sosialisme bertitik tolak pada masyarakat, bukan pada individu, sehingga
sosialisme adalah lawan dari liberalisme. Sosialisme ini timbul sebagai reaksi
dari paham liberalisme, pada abad ke XIX. Paham ini diciptakan oleh Karl
Marx dengan teori Historis Materialisme. Dalam perkembangannya, sosialisme
ini berkembang menjadi 2 aliran yaitu: Pertama, Sosialisme dan kedua, Komunisme.
Yang mempunyai karakteritik sendiri-sendiri.
Sosialisme mempunyai karakterik yaitu:
Untuk mencapai masyarakat sosialis memilih jalan evolusi,
Milik individu diperbolehkan, hanya perusahaan yang penting bagi masyarakat
yang harus dimiliki oleh negara.
Distribusi dan konsumsi didasarkan jasa.
Sementara bagi Komunisme memiliki karakteristik, berupa :
Untuk mencapai masyarakat sosialis ditempuh dengan jalan revolusi,
Milik individu dilarang;
Distribusi dan konsumsi didasarkan pada kebutuhan.
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2. Ideologi Liberalisme
Paham yang megutamakan kemerdekaan individu, sebagai pangkal
dan pokok dari kebaikan hidup. Liberalisme lebih menekankan pada manusia
sebagai individu dengan masalah hak-hak asasi, kemerdekaan, kebebasan
dan lain-lain. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah individu. Karena
itu masyarakat dan negara harus mementingkan individu, karena masyarakat
terdiri dari individuindividu, dan keberadaan masyarakat adalah sebagai akibat
adanya individu.
Liberalisme ini timbul akibat adanya penindasan oleh kaum bangsawan
dan agama di zaman monarki absolut. Oleh karena orang ingin melepaskan
diri, dari kekengan bangsawan dan agama dan mengumumkan kemerdekaan
individu.
Dalam implementasinya liberalisme terbagi kepada 3 bidang, yaitu:
Liberalisme di bidang politik yaitu negara terbentuk atas individu, maka
oleh karenanya individulah yang berhak menentukan segala-segalanya
bagi negara. Kekuasaan tertinggi, kedaulatan harus berada ditangan individu,
yang berarti berada di tangan rakyat. Karena negara terdiri dari individu,
maka kemerdekaan individu adalah yang utama, dan oleh karena itu
tiap negara harus merdeka, tidak boleh ada yang tertindas oleh negara
lainnya, ataupun oleh siapapun. Karena negara mempunyai hak dalam
menentukan nasibnya sendiri;
Liberalisme di bidang ekonomi yaitu individu mengetahui segala kebutuhan
hidupnya sendiri daripada orang lain maupun negara, dan apabila tiap
individu diberi kemerdekaan untuk mendapatkan kebutuhannya, pasti
kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Oleh sebab itu perlu diterapkan
ekonomi bebas, produksi bebas, perdagangan bebas;
Liberalisme di bidang agama. Yaitu individu harus merdeka untuk memilih
sendiri apa pun yang baik, yang buruk bagi dirinya, oleh sebab itu mereka
harus merdeka dalam beragama
3. Ideologi Kapitalisme
Ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan ataupun sekelompok
orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam
penerapannya dalam sistem ekonomi, setiap warga negara dimungkinkan
untuk menguasai modal dan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan
Salah satu ciri yang menonjol pada sistem ini, yakni intervensi negara
yang minim. Memang, pemerintah tetap bisa menerapkan peraturan, misalnya
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saja memuat besaran upah minimum. Namun, pemerintah tak terlibat aktif
dalam perencanaan produksi nasional.
Lebih lanjut, paham ini menekankan pada hak individu dalam pengelolaan
modal. Ini sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan. Bila memiliki
banyak modal dan berhasil mengelolanya, seseorang bisa meraup kekayaan
dan memberikannya kepada sang ahli waris bila ia meninggal. Jadi, kecil
kemungkinan kekayaan bisa terdistribusi kepada orang yang berada di luar
lingkaran kekerabatan. 
4. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pengertian ideologi terbuka berisi orientasi yang besar, dikarenakan
penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik,
selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral
yang berkembang di masyarakat (Mustaqiem, 2013). Dalam ideologi terbuka
terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang bersifat mendasar, dan tidak langsung
bersifat operasional. Pemaknaan Pancasila dilakukan dengan menghadapkannya
pada berbagai masalah, yang senantiasa silih berganti melalui refleksi yang
rasional, sehingga terungkap makna rasionalnya. Maka dengan demikian jelaslah
bahwa penjabaran ideologi, dilaksanakan melalui interpretasi dan reinterpretasi
yang kritis. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan
perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.
Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, mulai berkembang
sejak tahun 1985. Tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu
ditetapkan sebagai dasar negara (Emron, 1994).
Ideologi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, karena dia memiliki
beberapa ciri, yang antara lain sebagai berikut:
1) Cita-cita, nilai yang ada dalam Pancasila bukan dipaksakan dari luar,
tetapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya
masyarakat Indonesia sendiri
2) Tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali ditemukan oleh masyarakat
sendiri. Oleh sebaba itu ia merupakan milik seluruh rakyat, dan masyarakat
dalam menemukan diri kepribadiannya adalah di dalam ideologi tersebut.
3) Bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang, tapi merupakan
hasil musyawarah, konsensus dari masyarakat itu sendiri.
4) Ideologi terbuka bukan dibenarkan tapi dia dibutuhkan.
5) Dia tidak operasional, tapi dioperasionalkan melalui seperangkat konstitusi,
dan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu ideologi terbuka, seperti
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yang dikembangkan di Indonesia, senantiasa terbuka untuk peruses reformasi
dalam bidang kenegaraan, karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat
yang dinamis.
6) Pancasila sebagai ideologi terbuka, senantiasa berkembang seiring dengan
perkembangan aspirasi, pemikiran akselari dari masyarakat, dalam mewujudkan
cita-citanya untuk hidup berbangsa dan bernegara, dalam mencapai harkat
dan martabat kemanusiaan. (Kaelan, 2004).
Pancasila sebagai ideologi terbuka, memberikan orientasi ke depan,
mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan, yang
sedang dan akan dihadapinya, terutama dalam menghadapi globalisasi dan
era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Sehingga ideology Pancasila menghendaki
agar bangsa Indonesia, selalu berada dalam ikatan Negara kesatuan Republik
Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi terbuka, memberikan landasan yang kuat
untuk tumbuhnya pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang bersifat tradisional,
menuju berkembangnya cipta, rasa dan karsa, yang maju dan mandiri, untuk
menyongsong dinamika kehidupan sesuai dengan perubahan-perubahan yang
dinamis.
Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak
dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani,
moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat,
tidak diciptakan oleh Negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri.
Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat
dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat
dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan Negara
modern bahwa Negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya
(Surajiyo, 2020).
Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat kodrat manusia, sebagai
makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu dalam
ideologi Pancasila ia mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu,
namun dalam hidup bersama, juga harus mengakui hak dan kebebasan orang
lain secara bersama, sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat.
Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila, berkedudukan kodrat
sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh
karena itu nilai-nilai Ketuhanan, senantiasa menjiwai kehidupan manusia
dalam hidup Negara dan masyarakat. Namun kebebasan manusia dalam rangka
demokrasi, tidaklah melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai
ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.
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Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, adalah
karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila, dari waktu kewaktu
dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
bangsa Indonesia.
Oleh sebab itu konsekuensinya karena Pancasila sebagai Pandangan
hidup bangsa Indonesia, maka pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup
sehari-hari, dan digunakan sebagai penunjuk arah bagi semua kegiatan, dan
dalam semua bidang. Serta dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan
dengan norma-norma kehidupan, norma-norma agama, norma kesusilaan,
norma sopan santun, maupun norma hukum yang berlaku.
Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia, harus
dijiwai atau merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Karena pancasila
merupakan suatu kesatuan, yang tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan
yang lainnya, karena keseluruhan sila dalam pancasila merupakan keseluruhan
yang organis. Dan pancasila yang dihayati ialah Pancasila sebagaimana yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Sehingga Jiwa keagamaan adalah menifestasi/perwujudan dari sila ke-
Tuhanan Yang Maha Esa. Jiwa yang berprikemanusiaan, adalah menifestasi/
perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jiwa kebangsaan
adalah menifestasi/perwujudan dari sila persatuan Indonesia. Jiwa kerakyatan
adalah menifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh oleh hikmat permusyawaratan/
perwakilan. Dan Jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial adalah menifestasi
dari sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, akan selalu terpencar
dalam segala tingkah laku dan tindak perbuatan, serta sikap hidup seluruh
bangsa Indonesia. Apabila dalam kenyataan sehari-hari terdapat tingkah laku
seseorang yang menyimpang dari pandangan hidup tersebut di atas, maka
biasanya akan timbul reaksi dalam masyarakat dengan mencela orang yang
berbuat tersebut. Namun apabila ditinjau dari sudut sanksinya, maka yang
bersangkutan hanya dikenakan sanksi moral saja.
Menurut Pandji Setijo (2006) berkaitan sejauh mana Pancasila telah
menjadi dasar negara dan juga menjadi ideologi bangsa dan Negara, ia mengatakan:
Ideologi Pancasila telah sesuai serta berakar pada nilai-nilai budaya luhur
bangsa sendiri, digali dari kehidupan rakyat yang telah berabad-abad lamanya
dari bumi Indonesia semenjak zaman Nusantara;
Pancasila juga telah terbukti dapat mempersatukan seluruh kebhinekaan
suku, kelompok, agama, bahasa dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia
dari Sabang sampai Merauke, menjadi satu kehidupan berbangsa dan
bernegara Indonesia dalam bentuk bhinneka tunggal ika,
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Dalam kondisi krisis multidimensi dewasa ini yang sedang melanda bangsa
dan negara Indonesia, pelaksanaan ideologi Pancasila telah membantu
dalam mengatasi segenap krisis melalui berbagai solusi yang bermanfaat
baik,
Dengan melaksanakan ideologi Pancasila, derajat dan martabat bangsa
Indonesia telah terangkat di tengah kehidupan bangsa dunia, juga untuk
kehidupan masyarakat bangsa sendiri.
Akhirnya ketangguhan dan keunggulan Pancasila berkontestasi dengan
ideologi-ideologi lainnya, bukan hanya karena faktor internal ideologi itu
sendiri, yaitu kebulatan dan keutuhannya yang mengagumkan, namun juga
karena dukungan faktor eksternal yaitu barisan penjaga ideologi Pancasila,
seluruh bangsa Indonesia yang tidak pernah mengenal kata menyerah dalam
memperjuangkan penegakan keluhuran nilai-nilai Pancasila dalam hidup
berbangsa dan bernegara sehari-hari.




A. Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan,saling bekerja sama, dan saling berkaitan satu sama lain, dan beroprasi
secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sistem bukanlah
yang berdiri sendiri dan tidak teratur, akan tetapi merupakan satu kesatuan
yang mengandung keteraturan, keruntutan (kohesif), yang masing-masing
unsur itu bekerja sesuai dengan fungsinya untuk mencapai satu tujuan yang
telah ditetapkan.
Pancasila merupakan suatu sistem, karena Pancasila mengandung berbagai
unsur yang berbeda, dan memiliki ragam perbedaan maknan, akan tetapi
dalam sila Pancasila membentuk suatu kesatuan artinya sila-sila Pancasila
tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan berhubungan satu dengan
yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Para pendiri negara Indone-
sia pada tahun 1945 menciptakan Pancasila dengan tujuan sebagai dasar
Negara, sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, serta sebagai moral
bangsa (Kaderi, 2015).
Senada pula dengan yang diungkapkan oleh Margono, dkk (2002)
bahwa Pancasila sebagai sebuah sistem karena Pancasila mengandung sila-
sila yang sudah utuh diatur sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu
susunan yang teratur dan tidak bisa dibolak-balik. Dalam hal sila, Pancasila
memiliki suatu makna yang berurutan, artinya makna sila yang pertama lebih
luas maknanya dari sila-sila yang berikutnya, demikianlah seterusnya.
Disimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan utuh yang terdiri dari
beberapa unsur maupun bagian, saling terikat, saling terhubung, saling bekerjasama
dalam mencapai tujuan.
Pengertian-pengertian di atas, menunjukkan bahwa sistem memiliki
berberapa karakteristik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mustaqiem (2013),
lazimnya sistem itu memiliki ciri-ciri tertentu yaitu:
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Suatu kesatuan bagian-bagian.
Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.
Adanya saling keterhubungan dan saling ketergantungan.
Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan
sistem)
Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.
2. Pengertian Filsafat
Secara etimologi (arti kata), filsafat berasal dari kata Yunani yaitu
filosofia yang terdiri dari dua suku kata, pertama dari kata kerja philein yang
berarti mencitai, atau philia yang berarti cinta, dan kedua, kata sophia yang
berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris yaitu philosophy yang
diartikan dengan cinta kearifan. (Ahmadi, 2005). Sementara orang yang pertama
menggunakan istilah philoshopia adalah Pytagoras (572-497 SM), saat itu
ia ditanya “Apakah ia seorang yang arif”, lalu Phytagoras menyebut dirinya
dengan philosophos yang berarti pecinta kearifan” (Gie, 1977).
Secara terminologi terdapat berbagai pendapat ahli, sebagaimana yang
dirangkum oleh (Surajiyo, 2008) yaitu:
a) Plato: Filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai
pengetahuan tentang kebenaran yang asli.
b) Aristoteles: Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran
yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika,
ekonomi, politik, dan estetika”.
c) Al-Farabi seorang Filosof Arab: Filsafat adalah ilmu penetahuan tentang
hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya.
Para ahli filsafat di Indonesia juga banyak sekali memberikan pendapat
berkaitan dengan pengertian filsafat, diantaranya: Hasbullah Bakry sebagaimana
dikutip oleh Hamami (1976) bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki
segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan
juga manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana
hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap
seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.
Kemudian Ir. Poedjawijatna, mengemukakan bahwa Filsafat ialah ilmu
yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu
berdasarkan pikiran belaka”. (Lasiyo dan Yuwono, 1985). Filsafat bukan mempersoalkan
gejala-gejala atau fenomena, tapi yang dicari adalah hakikat dari suatu fenomena.
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Perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan adalah antara lain bahwa
pengetahuan itu dalam mengkaji sesuatu itu dimulai dari ketidaktahuan hingga
menjadi tahu, tapi filsafat lebih dari itu dia membicarakannya sampai kepada
hakekat segala sesuatu tersebut. Sehingga filsafat merupakan ilmu pengetahuan,
namun cakupan ilmu pengetahuan dan filsafat itu berbeda. Filsafat mempunyai
cakupan yang lebih luas, setiap orang bebas memandang filsafat dari manapun.
Hal ini pula yang menyebabkan orang salah mengertikan filsafat, karena
setiap kita membaca buku filsafat bukannya kita lebih tahu tapi justru kita
dibuat bingung. Dari hal ini timbul berbagai pandangan tentang filsafat, sebagaimana
yang diutarakan oleh Kaderi (2015) yaitu bila orang mendengar kata filsafat,
umumnya mereka langsung mengonotasikannya sebagai sesuatu yang nilainya
sangat abstrak, dan kegiatan teoritis yang hanya dikerjakan oleh orang-
orang yang kurang kerjaan, membuang-buang waktu.
Ungkapan ini dipertegas oleh Margono, dkk., (2002), secara umum,
filsafat dikatakan:
Sebagai ilmu pengetahuan yang berada jauh dari realitas kehidupan manusia
yang kurang nyata.
Ilmu pengetahuan yang digeluti oleh orang-orang yang berkemampuan
tinggi. Bukan yang ber IQ normal, apalagi di bawah normal.
Ilmu pengetahuan yang beku, yang tidak menaruh perhatian pada liku-
liku kehidupan manusia di dalam masyarakat.
Sebaliknya, ada kesan filsafat diartikan sangat sederhana dalam kalangan
masyarakat, sebagaiman ilustrasi yang ditulis dalam buku ajar pendidikan
Pancasila (Dirjen Pembelajaran dan Mahasiswa Ristek Dikti, 2016), yaitu:
Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-
banyaknya.
Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan
tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir.
Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan
hukum yang berlaku.
Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk
membela kepentingan rakyat.
Ungkapan-ungkapan di atas tidaklah sepenuhnya salah, sehingga untuk
dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, maka perlu menyimak
beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana
yang dikemukakan Titus dan Nolan sebagai berikut:
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Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan
dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. (arti informal)
Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan
dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. (arti formal)
Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. (arti
komprehensif).
Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata
dan konsep. (arti analisis linguistik).
Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian
manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. (arti aktual-
fundamental).
Berdasarkan uraian ini, maka pengertian filsafat dalam arti informal
itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan
dalam butir 1, 2, dan 4 termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam
arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak
kritis. Sedangkan pernyataan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan
filsafat yang mengacu pada arti komprehensif.
Hal ini disebabkan oleh pernyataan “Pancasila merupakan dasar filsafat
negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku” mengacu pada
arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di
Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila
merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh
kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar
dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat.
Pengertian filsafat butir (2) suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap
yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka
dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka.
Untuk itu, perlu juga diketahui sudut pandang tersebut, dari aliran
filsafat yang dianut atau dipahaminya, karena selama manusia hidup dia akan
selalu berfilsafat, misalnya:
Jika seseorang berpendapat dalam hidup ini materilah yang essensial dan
mutlak ada. Hal tersebut berarti dia menganut filsafat atau telah berfilsafat
materialisme.
Bila orang berpandangan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu harus
bersumber pada rasio, maka orang tersebut berfilsafat rasionalisme.
Bila orang berpandangan yang penting dalam hidup ini adalah kenikmatan,
kesenangan, kepuasan, maka orang tersebut berfilsafat hidonisme.
93PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
Bila ada yang mengatakan bahwa dalam hidup ini yang penting adalah
kebebasan individu, berarti dia telah berfilsafat individualisme, atau liber-
alism (Kaderi, 2015).
Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang
realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran, sehingga
filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada
sekadar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat.
3. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Bangsa dan Negara
Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa
alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut.
a. Pertama; dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945,
Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosofische Grondslag
daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut:
Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki!
Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosofische Grondslag, atau jika
kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang
mulia minta suatu Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara
Indonesia itu”. (Soekarno, 1985).
Noor Bakry menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan
hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia.
Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara
yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu
sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan.
Beberapa cirri berpikir kefilsafatan meliputi:
sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain
secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan
di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak
saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan
tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri;
sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal
dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai
filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua
kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia;
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sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan
mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan
aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan
berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri,
sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan
sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar
berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu.
Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir
dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian
dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam
sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI (Bakry, 1994).
Sastrapratedja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar
negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan
atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan
segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-
undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan
warga negara dengan negara, dan hubungan antarsesama warga negara, serta
usaha-usaha untuk menciptakan kesejateraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila
harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-
bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang
dihadapi bangsa dan negara (Sastrapratedja, 2001: 1).
Pancasila sebagai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag) nilai-
nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh
peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Contoh: Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang
Pornografi. Pasal 3 ayat (a) berbunyi, “Mewujudkan dan memelihara tatanan
kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi
nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat
kemanusiaan”. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua
yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi
yang tidak sesuai dengan nlai-nilai agama dan martabat kemanusiaan.
Istilah Philosphische Grondslag dan Weltanschauung (pandangan hidup)
merupakan dua istilah yang sarat dengan nilai-nilai filosofis. Driyarkara membedakan
antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak,
yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk
memperoleh kebenaran. Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup
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yang bersifat praktis. Driyarkara menegaskan bahwa weltanschauung belum
tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan
hidup (Weltanschauung) yang tidak didahului rumusan filsafat. Filsafat berada
dalam lingkup ilmu, sedangkan weltanshauung berada di dalam lingkungan
hidup manusia, bahkan banyak pula bagian dari filsafat (seperti: sejarah filsafat,
teori-teori tentang alam) yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup
(Driyarkara, tt).
b. Kedua, Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia (world-view). Hal
ini menyitir pengertian filsafat oleh J. A. Leighton sebagaimana dikutip The
Liang Gie, “A complete philosophy includes a worldview or a reasoned conception
of the whole cosmos, and a life-view or doctrine of the values, meanings, and
purposes of human life” (Gie, 1977). Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan
hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai
pemikiran dan kebudayaan Bangsa Indonesia.
Pancasila terbentuk dan diciptakan oleh pendahulu kita yang merumuskannya
sebagai dasar negara Indonesia, yang diambil dari adat istiadat dan nilai-
nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan landasan moral
bagi bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia secara sadar mengakui keberadaan
Pancasila sebagai landasan dalam berbagai macam kehidupan, karena Pancasila
adalah milik bangsa Indonesia sendiri.
Pancasila dengan kaitannya dengan nilai kefilsafatan Pancasila. Bahwa
Pancasila mengakui adanya Tuhan sebagai Pencipta dari segala sesuatu, Yang
Esa dan Yang Maha Sempurna dan merupakan Zat yang mutlak. Mengakui
adanya sesuatu yang transendental dan yang mutlak, sebagai Yang menciptakan
alam semesta ini. Sedangkan keberadaan manusia diakui sebagai makhluk
yang memiliki susunan monopluralis, jiwa raga, jasmani rohani, individu sosial,
yang berkedudukan sebagai sesuatu yang diciptakan Tuhan. Hal itu berarti
bahwa manusia berada di dunia bukan sekedar memiliki diri sendiri akan
tetapi juga harus bisa menciptakan keseimbangan antara dirinya dan juga
dengan Tuhan YME.
Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada:
1. hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa
Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya,
setiap makhluk hidup, termasuk warga negara harus memiliki kesadaran
yang otonom (kebebasan, kemandirian) di satu pihak, dan berkesadaran
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban
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atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan
pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang
Pencipta.
2. hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis, yang terdiri atas
3 monodualis, yaitu susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk
individu, sosial), kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom dan
makhluk Tuhan) (Notonagoro, 1994).
3. hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan
terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis,
yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air
real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka, dan
berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah
Negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang Anda, manusia Indonesia,
menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan
hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban,
mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum,
memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan
bersifat territorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan
imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideology atau seperangkat gagasan
vital (Daoed Joesoef, 1987)
4. hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan
yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat,
bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat
minoritas.
5. hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif,
legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi
dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga
negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif
adalah keadilan antara sesama warga negara (Notonagoro dalam Kaelan,
2013).
Intinya manusia harus berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis
dalam hubungannya secara makrokosmos dan mikrokosmos. Keyakinan ini
memberikan kemampuan untuk menentukan sikap dan pandangannya kepada
Bangsa Indonesia dalam usahanya untuk menghadapi dan memahami realitas.
Atas dasar itu pula, dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan
suatu kesepakatan untuk bersatu dalam sikap dan pandangan, dalam menuju
tujuan yang dicita-citakan bersama.
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B. Pentingnya Pancasila sebagai Falsafah Negara
Manusia memerlukan filsafat memiliki dua alasan: Pertama, manusia
telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah
mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketenteraman
(security) dan kenikmatan (comfort). Akan tetapi, pada waktu yang sama
manusia merasa tidak tenteram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan
pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka.
Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran
yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan
dan aspirasi mereka. (Titus, 1984). Dengan demikian, manusia dapat memahami
pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Titus (1984) juga menambahkan tentang manfaat filsafat yang perlu
diketahui dan pahami. Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk
menelusuri kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap masalah
kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasikan dan diselidiki,
maka pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-
jawaban tersebut menjadi mudah bagi manusia. Kedua, filsafat adalah suatu
bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia.
Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu
sekarang. Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang
kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan,
lebih kritis, dan lebih pandai.
Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat
Pancasila sebagaimana mengutip pendapat Sastrapratedja (2001) tentang
makna filsafat Pancasila yaitu Pengolahan filsofis Pancasila sebagai dasar negara
ditujukan pada beberapa aspek yaitu agar:
1. dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai
sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik.
2. dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-
bidang yang menyangkut hidup bernegara.
3. dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
4. dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut
paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta
memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional.
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Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog,
dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan
filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat
dipertimbangkan.
Hal-hal penting yang sangat penting bagi pengembangan Pancasila
sebagai sistem filsafat meliputi:
1. meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga
diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis,
dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk
kemajuan bangsa, baik secara materiil maupun spiritual.
2. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar
dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam
menghadapi berbagai ideologi dunia.
3. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi
tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan
melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan
rakyat banyak.
Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus
way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi
antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern
dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir
sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa
(Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti, 2016).
Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan
yang melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana amanat yang tercantum
dalam alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. (2) pragmatisme
yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai
tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan
dapat mengambil keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Sehingga sifat
aktif yang memunculkan semangat untuk mempertahankan haknya, serta
tidak mengalami penindasan apalagi penjajahan merupakan hal penting menjadikan
Pancasila sebagai sistem filsafat dalam berbangsa dan bernegara.
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C. Tantangan Pancasila sebagai Falsafah Negara
Pancasila sebagai Weltanschauung dapat mempersatukan bangsa Indo-
nesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa (Soekarno,
2001). Apakah pernyataan Soekarno ini dapat dibuktikan pada masa sekarang
ini? Dikarenakan banyak dan komprehensifnya tantangan yang dihadapi bangsa
dan Negara ini.
Sebagaimana Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti
(2016) merangkumnya. Terdapat beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai
sistem filsafat:
1. kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik
modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan
sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat.
Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem
filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga
dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup
konsumerisme, dan lain-lain.
2. komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan
kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan
aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara
untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan
komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara
yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan
bernegara.
Menurut Soekarno (2001) Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia
dan menyelamatkan negara Indonesia, dikarenakan:
1. Sila I, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan,
sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan
Yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan
agama di Indonesia sehingga apabila elemen Ketuhanan ini dibuang,
berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat
sebagai bangsa Indonesia. Kalau sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak
dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu leitstar yang utama dalam
kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen Ketuhanan ini perlu dimasukkan
ke dalam sila-sila Pancasila, karena menjadi bintang penuntun atau pedoman
dalam bertindak (disampaikan Soekarno pada kuliah umum di Istana
Negara tanggal 26 Juni 1958).
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2. Sila II yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme
yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme.
Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme
yang tidak berperikemanusiaan karena didasarkan pada sikap chauvinistis.
3. Sila III: bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah
Negara dengan tujuan untuk mempersatukan (disampaikan Soekarno
pada kuliah umum di Istana Negara tanggal Juli 1958)
4. Sila IV: demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia,
yang membawa keperibadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud
bukanlah sekadar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa pemikiran dan
perasaan bangsa Indonesia (disampaikan Soekarno pada kuliah umum
tentang sila kerakyatan di Istana Negara tanggal 03 September 1958)
5. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena
hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita
pada masa penjajahan, dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan
kemerdekaan (disampaikan Soekarno pada kuliah umum Pancasila di
Yogyakarta tanggal 21 Februari 1959).
Ajaran Islam juga memberikan peringatan dan kewaspadaan terhadap
kedua tantangan ini, yang kehadirannya merupakan keniscayaan yang pasti
ada dalam kehidupan, sehingga Islam menawarkan konsep keadilan, mementingkan
kepentingan umum, rela berkorban, dll, merupakan tangkal untuk menghadapi
kapitalisme.
Begitu pula Islam merupakan agama yang mengutamakan musyawarah,
mufakat, sehingga keputusan atau kebijakan hanya ditentukan oleh individu
atau kelompok tertentu saja apalagi menyangkut kemaslahatan orang banyak.
Di samping itu, Islam juga mengajarkan bahwa untuk memenuhi kepentingan
orang banyak jangan sampai melanggar atau meninggalkan perintah Tuhan.
Walaupun hal yang tadinya dipikirkan adalah hal yang terbaik, akan tetapi
apabila bertentangan dengan perintah Tuhan maka harus ditinggalkan. Hal
ini merupakan yang harus dilaksanakan dalam mengukung komunisme di
Indonesia yang sudah menjadi kebulatan pandangan bangsa Indonesia bahwa
komunisme tidak diperbolehkan di bumi Indonesia tercinta ini dikarenakan
sangat bertentangan dengan nilai Pancasila.
Untuk itu, jangan pernah lagi ada upaya untuk menghidupkan atau
mengembangkan komunisme di Indonesia. Apabila dibiarkan maka akan
merusak rasa kebangsaan, pandangan hidup bangas Indonesia yang berlandaskan
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Demokrasi
dan Musyawarah, serta Keadilan Sosial.
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BAB VII
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
A. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika
1. Pengertian Etika
Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani, “Ethos” yang artinya tempat tinggalyang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan,
sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala
sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti
ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang
baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang
baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam
artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Bertens menyatakan bahwa
etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik
dan buruk (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti, 2016).
Menurut Syamsuddin, dkk. (2009) etika merupakan salah satu cabang
ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani “Etos” yang berarti sepadan dengan
arti kata sosial. Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak manusia itu
dapat dibimbing, menuju kearah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai
kesusilaan atau kebaikan.
Sejalan dengan itu Suseno (1989) mengatakan etika adalah suatu ilmu,
yang membahas tentang bagaimana, dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran
moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung
jawab, ketika berhadapan dengan berbagai ajaran moral.
Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai
segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan
perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu
kerap kali disebut moralitas atau etika (Sastrapratedja, 2002).
Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang
etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk).
Frondizi (2001) menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak
real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan
pengemban untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan
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kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks
dan bervariasi.
Hal ini juga dinyatakan oleh Kaelan (2004) bahwa rtika berkaitan
dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan
masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” atau “tidak
susila’, atau “baik atau “buruk”. Sebagai bahasan khusus, etika membicarakan
sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Kualitas-
kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan, yang
berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan
orang yang tidak susila.
Ditambahkan oleh Phenix (1964) bahwa etika tidak memberikan ajaran,
melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan
pandangan pandangan moral secara kritis. Etika tidak membiarkan pandangan-
pandangan moral begitu saja, tapi menuntut agar pandangan-pandangan moral
yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, nilai etika itu berkaitan
dengan makna-makna moral yang mengekspresikan kewajiban dan berkaitan
dengan kesadaran.
Setiap orang dalam kehidupan ketika yang berbicara, berpikir, menghitung,
dan mempertimbangkan haruslah berdasarkan pada nilai yang diyakini, atau
nilai yang ada dan disepakati di masyarakat. Sehingga nilai akan menjadi
patokan/kriteria, bagi siapapun untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan.
Lacey (1999) menjelaskan bahwa paling tidak ada enam pengertian
nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu:
a) Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya.
b) Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan
karakter untuk kehidupan seseorang.
c) Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang
d) sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan
diri.
e) Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang
baik di antara berbagai kemungkinan tindakan.
f) Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketikabertingkah
laku bagi dirinya dan orang lain.
g) Suatu “objek nilai”, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus
membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian
h) seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek
yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri.
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Dituliskan dalam Dictionary of Soscioloy and Related Science, bahwa
nilai adalah kemampuan yang dipercaya, yang ada pada suatu benda untuk
memuaskan menusia. Sifat dari suatu benda, yang menyebabkan menarik
minat seseorang atau kelompok (The believed capacity of any object to statisfy a
human desire). Disimpulkan bahwa nilai merupakan sifat atau kualitas yang
melekat pada suatu objek, dan bukan objek itu sendiri. Sesuatu (objek) itu
mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu
itu.
Pengertian lainnya mengatakan nilai (value) adalah konsep (consept).
Seperti umumnya konsep, maka nilai sebagai konsep tidak muncul dalam
pengalaman yang dapat diamati, melainkan ada dalam pikiran orang. Nilai
dapat diartikan kualitas dari sesuatu, atau harga dari sesuatu yang diterapkan
pada konteks pengalaman manusia.
Nilai dikatakan sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan
bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur
karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan
seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat
dikategorikan etis atau tidak.
Menentukan nilai dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni dilihat
dari tujuan, maksud, sikap, kepentingan, perasaan, keyakinan, aktivitas dan
keraguan. Namun dalam konteks tertentu, nilai dapat diidentifikasi dari keadaan
dan kegunaan atau kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia. Secara singkat
dapat disimpulkan, bahwa nilai merupakan hasil pertimbangan, baik atau
tidak baik terhadap sesuatu, yang kemudian dipergunakan sebagai dasar alasan
(motivasi) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Masalah yang sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari, banyak yang
mencampuradukkan istilah “etika” dan “etiket”. Padahal, keduanya mengandung
perbedaan makna yang mendasar. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih
mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal
usul katanya, etika berasal dari kata “ethos”, sedangkan etiket berasal dari
kata “etiquette”. Kesamaannya adalah keduanya mengatur perilaku manusia
secara normatif. Akan tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan
kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara
yang tepat, yang diharapkan, serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu.
Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri
dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata
cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap
lebih sopan atau beretiket (Bertens, 1998).
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Frankel membagi nilai atas dua bidang, yakni nilai estetika dan nilai
etika. Estetika terkait dengan keindahan atau apa yang dipandang indah
(beautiful), atau apa yang dapat dinikmati oleh seseorang, sedangkan etika
terkait dengan tindakan/perilaku/akhlak (cunduct), atau bagaimana seseorang
harus berperilaku. Etika terkait dengan masalah moral, yakni pertimbangan
reflektif tentang mana yang benar (right), dan mana yang salah (wrong) (Kaderi,
2015).
Sedangkan Notonegoro (1987) membagi nilai menjadi tiga bagian,
yaitu:
a) Nilai Material, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.
b) Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk dapat
melaksanakan kegiatan atau aktivitas.
c)  Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
Berkenaan dengan pembagian nilai di atas, Kaderi (2015) menyimpulkan
bahwa nilai bukanlah benda atau materi. Nilai adalah standar atau kriteria
bertindak, kriteria keindahan, kriteri manfaat, atau disebut pula harga, yang
diakui oleh seseorang. Dan oleh karena itu orang berupaya, untuk menjunjung
tinggi dan memeliharanya. Nilai tidak dapat dilihat secara konkrit, melainkan
tercermin dalam pertimbangan harga yang khusus yang diakui oleh individu.
Oleh sebab itu, ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu bernilai,
maka seyogianya ada argumen-argumen yang diberikan, baik atau tidak baik
dari sesuatu tersebut.
Disimpulkan bahwa etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip
dasar pembenaran, dalam interaksi dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan.
Atau dengan perkataan lain bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis
dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia.
Selain itu, etika juga dikaitkan dengan norma. Secara umum norma
itu bisa dibagi dua, yaitu norma moral dan norma hukum. Norma moral
yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yang dapat diukur dari
sudut baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, susila atau tidak susila. Sedangkan
norma hukum, adalah suatu sistem peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
2. Pancasila sebagai Sistem Etika
Nilai-nilai Pancasila dikategorikan dalam norma-norma moralitas atau
norma etika, sehingga Pancasila Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
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Begitu pula Nilai-nilai Pancasila berkedudukan sebagai norma hukum.
Dikarenakan Pancasila diyakini sebagai sumber dari segala hukum di Indo-
nesia. Nilai-nilai Pancasila bukanlah merupakan pedoman langsung yang
bersifat normatif atau praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai
etika,yang merupakan sumber norma, yang meliputi norma moral maupun
norma hukum, yang dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, norma
moral, maupun norma hukum, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai suatu sistem nilai, di dalamnya mengandung nilai-
nilai universal (umum), yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi
seseorang sesuai dengan kodratnya, baik sebagai makhluk pribadi, maupun
sebagai makhluk sosial. Sebagai suatu sistem nilai, sesuai dengan arti nilai
itu sendiri, yaitu merupakan cita-cita yang menjadi motivasi bagi segala sikap,
tingkah laku dan perbuatan manusia yang mendukungnya, maka Pencasila
memuat satu daya tarik bagi manusia untuk diwujudkan, serta mengandung
suatu keharusan untuk dilaksanakan (Paulus, 1991).
Bagi bangsa Indonesia, sistem nilai Pancasila memiliki keunikan, kekhasan,
karena nilai-nilai Pancasila mempunyai status yang tetap dan berangkai, yang
masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lannya. Ia senafas dan
sejiwa yang merupakan totalitas yang saling hidup menghidupi, saling meliputi
dan menjiwai, diliputi dan dijiwai diantara sila-silanya. Dan keunikan dari
sistem nilai Pancasila itulah yang merupakan identitas bagi bangsa/negara
Indonesia, yang membedakan dengan bangsa/Negara lainnya, dan kondisi
yang demikianlah yang disebut dengan kepribadian atau jatidiri (Widjaja,
2004).
Pancasila merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan
tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap
dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk
mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki
kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasycarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Untuk lebih memahami konsep Pancasila sebagai etika secara mendalam,
maka perlu diungkapkan tentang aliran-aliran etika. Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016) mengkatagorikan aliran etika pada
tiga aliran yaitu etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis.
Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari
keutamaan (virtue), artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik
atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan
manusia, lebih menekankan pada What should I be?, atau “saya harus menjadi
orang yang bagaimana?”. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan
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adalah baik hati, ksatriya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati,
bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani,
santun, jujur, terampil, adil, setia, ugahari (bersahaja), disiplin, mandiri, bijaksana,
peduli, dan toleran (Mudhofir, 2009). Orang yang memelihara metabolism
tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai
bentuk penguasaan diri dan disiplin,
Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan
moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan
dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti
asasasas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya
atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang
tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan
dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya.
Etika teleologis juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan
suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan (Mudhofir,
2009).
Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban
moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat.
Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran
moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian
untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih
diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsepkonsep nilai
moral (yang baik) dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral
atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat
dianalisis (Mudhofir, 2009).
Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-
akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif
agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah.
Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas, dapat
menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia
ilmiah itu hampa nilai (value –free).
Mahasiswa juga berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial
sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri,
tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila
sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan
ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh
karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam
putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh,
dan berwawasan moral-akademis (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
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Ristek Dikti, 2016). Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan
karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur,
disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya.
Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus
terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab
yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati
hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan
tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai
sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-
persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Pengetahuan dan pengaamalan selama perkuliahan harus dapat
diinternalisasikan, dikristalisasikan, serta diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Apalagi dalam kondisi saat ini akhlak, moral generasi bangsa
dalam kondisi terpuruk dan mengalami dekadensi, dikarenakan pengarus
era globalisasi, dan minimnya pendidikan dan contoh yang baik di negeri
Indonesia tercinta ini.
B. Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Etika
Etika dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa dan negara, meletakkan
dasar fundamentalnya manusia sebagai manusia. Hal tersebut meneguhkan
bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk
yang beradab dan berbudaya. Berasarkan suatu kenyataan, bahwa masyarakat
bangsa maupun Negara, bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik
dalam arti moral. Misalnya, suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau
rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia, tanpa
memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan.
Dalam masyarakat Negara yang demikian itu, maka seseorang yang baik secara
moral kemanusiaan, akan dipandang tidak baik menurut Negara serta masyarakat
otoriter. Karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam
suatu masyarakat negara. Oleh sebab itu aktualisasi etika politik, harus senantiasa
mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.
(Suseno, 1987). Rezim otoriter ini akan merusak moral secara sistematis dikarenakan
dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan akan mengikat seluruh bangsa
untuk melaksanakannya, apabila tidak dilaksanakan maka bangsa atau rakyat
akan dicap sebagai pembangkang bahkan pemberontak. Semoga Negara
Indonesia ini dianugerahi pemimpin soleh ke depannya.
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Menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016)
problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya
kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya
aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat
toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantakkan semangat
persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran
hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara, seperti: kasus penyerbuan
Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta, pada tahun 2013 yang lalu.
Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih
menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum
yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas
bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Schapell Corby. Keenam, banyaknya
orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak, dan penggelapan uang pajak
oleh pejabat Negara, masih teringat dibenak bangsa Indonesia terjadi kasus
fenomena Gayus Tambunan tahun 2010-2011 yaitu penggelapan dan penyuapan
uang pajak yang akhirnya menyeret banyak pejabat Negara.
Sehingga etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang
hidup, serta diperlukan pula kajian kritis-rasional terhadap nilai-nilai moral
yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat
mitos.
Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia menurut Dirjen
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016), meliputi:
1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, pejabat dan pemimpin,
terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup
bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang
memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai
akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral
itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai
Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-
contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan
tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa
kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan
lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh
karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak
dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah.
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2. Korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak
memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara
negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas
dan tidak, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika
terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (good) dan buruk (bad).
Archie Bahm dalam Axiology of Science, menjelaskan bahwa baik dan
buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu
eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan
perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan
mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka
hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie
Bahm, “Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan” (Bahm, 1998:
58).
3. Kurangnya rasa peduli dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.
Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal
peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai
APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib
pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan
baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan
yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan
dari sektor perpajakan. Berikut ini diperlihatkan gambar tentang iklan
layanan masyarakat tentang pendidikan yang dibiayai dengan pajak
4. Pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di
Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap
hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan diberbagai
media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT),
penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi,
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai- nilai Pancasila
sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping
diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran
sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM (Lihat
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan
manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang
akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-
kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila
sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat.
Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan
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sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan
dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas
adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap.
Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam
peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran
hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Lingkungan hidup
yang nyaman melahirkan generasi muda yang sehat dan bersih sehingga
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi lebih bermakna.
Pancasila sebagai sistem etika mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku
manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung
dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada
Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan
mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi,
yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein),
cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai
orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak
kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas
nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.
Menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016)
bahwa Pancasila sebagai sistem etika lebih dekat pada pengertian etika keutamaan
atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis
dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih
dominan karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu
kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya
melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju
pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal–rasa–kehendak yang berupa
kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dengan memelihara
nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius.
Kesederhaaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas
dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak
melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan
sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan
terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya (Mudhofir, 2009).
Untuk itu, Pancasila sebagai sistem etika dalam bernegara dan bermasyarakat
tidaklah membiarkan manusia untuk semena-mena dalam memenuhi kepentingan
dan kebutuhannya. Pemenuhan kebutuan dan kepentingan harusnya berdasarkan
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nilai kebaikan dan kebenaran sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa,
berdasarkan nilai kemanusiaan, harus pula dimusyawarahkan sehingga tercipta
persatuan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia dan bukan untuk hanya
oknum-oknum yang “menjual” Negara ini baik secara fisik maupun bathin
yaituharga diri.
C. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika
Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai
berikut.
1. pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk
sebagai Philosofische Grondslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai
Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral
telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa orde
lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden
Soekarno disebut dengan istilah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak
partai politik, tetapi dimenangkan empat partai politik, yaitu Partai Nasional
Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdhatul
Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan
bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila,
bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada
zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno
menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung otoriter.
2. Pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk
penataran P-4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP-7. Terdapat banyak
butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil
temuan dari para peneliti BP-7. Untuk memudahkan pemahaman tentang
butir-butir sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut (Soeprapto,
1993).
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Pada zaman Orde Baru, muncul pula konsep manusia Indonesia seutuhnya
sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai
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dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan
Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani
sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk
sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki
pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional
dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk
sosial, memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera.
Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan
orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah,
sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan
secara selaras, serasi, dan seimbang (Martodihardjo, 1993). Manusia
Indonesia seutuhnya (adalah makhluk mono-pluralis yang terdiri atas
susunan kodrat: jiwa dan raga; Kedudukan kodrat: makhluk Tuhan dan
makhluk berdiri sendiri; sifat kodrat: makhluk sosial dan makhluk indi-
vidual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain
dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi
pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. (Notonagoro
dalam Asdi, 2003).
3. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam eforia demokrasi.
Tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada
pelanggaraan etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik
adalah abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), baik oleh penyelenggara
negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan
atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan
penyelenggara Negara.
Argumentasi tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika dari
masa-kemasa digambarkan sebagai berikut:.
1. tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa
sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam
penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin.
Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan
semangat musyawarah untuk mufakat.
2.  tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait
dengan masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan
penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial
karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir
orang atau kelompok tertentu.
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3. tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi berupa
eforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral.
Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan
mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Saat ini kondisi demokrasi
dilandasi tanpa sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan
kekuasaan, serta machiavelisme (menghalalkan segala cara untuk mencapi
tujuan). Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dalam sambutan
pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma
Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional (2006: xiv) mengatakan
sebagai berikut: “Bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan
semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan
ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar
pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa”
Akhirnya, pembahasan bab Pancasila sebagai sistem etika ini menuntut
mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif,
dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Di samping itu harus
dapat mengembangkan dimensi moralitas sehingga memiliki kemampuan
menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat
ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif
sehingga mampu mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi
ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas,
sehingga menjadikan dunia ilmiah tidak bernilai.
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BAB VIII
PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR
PENGEMBANGAN ILMU DAN
TEKNOLOGI
A. Konsep Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan IPTEK
1. Perkembangan Iptek Untuk Kesejahteraan Manusia
Pancasila sebagai paradigma berbangsa dan bernegara, mengakui dinamisasikehidupan sosial, serta perkembangan Iptek, untuk itulah, Iptek harus
terus diperdalam agar lebih mudah dalam mengimplementasikannya pada
kehidupan sosial agar sejalannya pengetahuan dengan sosial yang baik.
Pengembangan dan penguasaan iptek menjadi sangat penting, manakala
dikaitkan dengan kehidupan global yang ditandai dengan persaingan. Namun
demikian pengembangan iptek bukan semata-mata untuk mengejar kemajuan
material melainkan harus memperlihatkan aspek-aspek spiritual.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kreatifitas
manusia untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang
Maha Esa. Tujuan yang esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat
manusia, sehingga tidak bebas dari nilai namun terikat oleh nilai.
Disimpulkan bahwa pengembangan iptek harus diarahkan untuk mencapai
kebahagiaan lahir dan batin. Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan esensial
iptek, yaitu demi kesejahteraan umat manusia, sehingga pada hakikatnya
iptek itu tidak bebas nilai, melainkan terikat oleh nilai.
Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) selalu berkembang dalam suatu
ruang budaya. Perkembangannya dipastikan akan bersentuhan dengan nilai-
nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas,
dipihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama
dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia.
Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Soenarto (1996) bahwa kehidupan
budaya manusia akan beradaptasi dengan lingkungan dan ditentukan oleh
tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dimiliki, terikat oleh
sistem, ideologi, sistem sosial dan sistem teknologi.
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Ditambahkan oleh Kuntowijoyo (2006) dalam konteks pengembangan
ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampuradukkan antara
kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran
terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Ditambahkannya bahwa kebenaran
itu bersifat non-cumulative (tidak bertambah) karena kebenaran itu tidak makin
berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat cumulative
(bertambah), artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu.
Agama, filsafat, dan kesenian termasuk dalam kategori non-cumulative, sedangkan
fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori cumulative Oleh karena
itu, relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang seringkali mengundang
perdebatan.
Relasi antara iptek dan nilai budaya, serta agama dapat ditandai dengan
beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, iptek yang gayut dengan
nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan
atas sikap human-religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma
budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan
iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human-religius. Hal ini terjadi karena
sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukumhukum
sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Ketiga,
iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog disaat
diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa
iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di pihak
lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar
pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat.
Pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem
nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Pada masa
reformasi, sosial budaya harus didasarkan dengan Pancasila yang terdapat
pada rumusan sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam pengembangan
sosial budaya Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi
dalam bidang sosial budaya.
Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama
terletak pada fenomena:
a) meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat
keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut
di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu
terjadinya konflik. Oleh karena itu,diperlukan sikap inklusif dan toleran
di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi
yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
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b) yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama,
jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua
ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas
ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama
sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis
untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab iptek
yang berkembang di ruang hampa nilai, justru akan menjadi boomerang
yang membahayakan aspek kemanusiaan (Dirjen Pembelajaran dan
Kehamasiswaan Ristek Dikti, 2016).
Paham Positivisme misalnya yang menganggap bahwa teori atau ilmu
dapat harus bebas dari nilai, dikarenakan untuk menjaga semangat objektivitas
ilmiah. Namun, perlu disadari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia
dapat diukur secara “ilmiah” menurut perspektif positivistik karena banyak
aspek kehidupan manusia ini yang mengandung muatan makna dan bernilai
tinggi ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berdimensi spiritual,
ideologis, dan kepercayaan lainnya.
Sebagai contoh nyata dari pelanggaran norma pancasila adalah kloning
manusia. Beberapa ilmuwan berusaha untuk menciptakan manusia tanpa
ayah dan ibu yang artinya penciptaan manusia hanya dilakukan dengan penyatuan
dua sel. Hal tersebut tentu tidak lazim karena seorang manusia pasti terlahir
dari peran ayah dan ibunya. Kasus kloning manusia ini melanggar norma
pancasila tepatnya pada sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Kloning
manusia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan manusia
secara berpasang-pasangan. Begitu pula dengan pembuatan atom dan pembuatan
obat-obatan keras atau terlarang, untu itu perlu dikaji manfaatnya bagi manusia.
Manfaat bisa bersifat baik atau merusak. Maka dari itu, perkembangan IPTEK
perlu ditelusuri secara filsafat ilmu tepatnya melalui pendekatan aksimologi
yaitu mencari manfaat dari perkembangan IPTEK itu sendiri (Kaelan, 2004).
Hal ini juga dibertegas oleh Batoebara (2106) bahwa perkembangan
teknologi untuk sebagian orang justru memberikan dampak negatif terhadap
kualitas dari hubungan yang mereka jalin. Bagaimana tidak, belakangan ini
masyarakat lebih nyaman mengumpulkan teman-teman didunia maya daripada
aktif pada kegiatan-kegiatan organisasi riil yang dapat memberikan kualitas
hubungan pertemanan yang lebih kongkrit dan intents. Ia menambahkan
bahwa pada bidang pendidikan mencetak generasi yang berepngetahuan tinggi
tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer
yang tingi maka orang akan berusaha menerobos sistem perbangkan.
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Hal yang merusak inilah yang tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila.
Berbanding terbalik dengan pandangan Barat yang membebaskan nilai dalam
ilmu pengetahuan, segala sesuatu boleh dilakukan untuk menghasilkan ilmu
yang baru walaupun melanggar nilai-nilai agama, dan kemanusiaan.
2. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan IPTEK
Proklamasi kemerdekaan adalah buah perjuangan untuk mewujudkan
cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan bangsa yang lebih baik, adil,
dan sejahtera. Nilai dasar yang terkandung dalam proklamasi adalah perjuangan
yang berperan sebagai pemicu bangkitnya semangat bangsa dalam upaya pembangunan
segala bidang, baik ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
keamanan, iptek dan agama. Dalam mengisi kemerdekaan, bangsa Indone-
sia memiliki konsepsi bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan,
keutuhan, dan kejayaan bangsa.
Presiden Soekarno dalam pidatonya pada Perserikatan Bangsa Bangsa
tanggal 30 September 1960, memperkenalkan Pancasila kepada dunia sebagai
konsepsi dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai
yang sesuai dengan kondisi kebangsaan dalam menghadapi tantangan dan
mencerminkan karakteristik bangsa. Dalam pandangan Presiden Soekarno,
“Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai
cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada
hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Salah
satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan,
dan kemajemukannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi, kemauan,
dan kemampuan yang kuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan
kemajemukan keindonesiaan.” Pada pidato ini mengisyaratkan bahwa Pancasila
dapat menghadapi segala tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara,
salah satu yang tidak dapat dihindari yaitu perkembangan Iptek saat ini sangan
sangat pesat perkembangan dan kemajuannya, yang membuat seruluh Negara
di dunia tidak dapat menolaknya. Setiap Negara harus memiliki pondasi
yang kuat dalam membendung pengaruh negatif dari Iptek.
Pancasila merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat
Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Pancasila
sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak
hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis sehingga
teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi
pada nilai-nilai Pancasila tersebut.
Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya
dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia
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mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Pancasila sebagai
filter bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa
pesatnya. perkembangan IPTEK tentunya harus sesuai dengan norma-norma
yang terkandung dalam pancasila.
Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi
aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, pengembangan
ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, justru dapat mengakibatkan
sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa
Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama
dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak
berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang
tanpa arah dan orientasi yang jelas.
Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan
sumber nilai, kerangka pikir serta asas moralitas bagi pembangunan Iptek.
Sebagai bangsa yang memiliki pandangan hidup Pancasila, maka tidak berlebihan
apabila pengembangan iptek harus didasarkan atas paradigma Pancasila.
Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat
mengacu pada beberapa jenis pemahaman yang rangkum oleh Dirjen Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Ristek Dikti (2016), yaitu:
a) bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan
di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila.
b) bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan
nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri.
c) bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan
iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agartidak keluar
dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.
d) bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi
bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi
ilmu (mempribumian ilmu).
Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana
dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian
pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang
secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan
nilai-nilai Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indo-
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nesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan
bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai
Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik
ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap
layak untuk dilibatkan.
Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu
normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main
yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan.
Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam
perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang,
aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi
kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Keempat, yang
menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya
dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandaikan
bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi
sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu,
diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual
Indonesia, sejauh mana nilainilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan
bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil.
Terwujudnya kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya,
manusia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Agar tujuan pengembangan tersebut dapat mencapai tujuannya, sehingga
perlu terikat dengan nilai-nilai. Pancasila telah memberikan nilai-nilai untuk
pembangunan IPTEK tersebut. Demikian pula Pancasila yang sila-silanya
merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika
dalam pengembangan iptek. Sebagaimana yang dirangkum oleh Dirjen Pembelajaran
dan Kehamasiswaan Ristek Dikti (2016) yaitu:
a) Sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini memberikan dasar
bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang
dibuktikan, dan yang diciptakan. Tetapi juga dipertimbangkan maksudnya
dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam
sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan Pelestarian. Sila ini menempatkan
manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian
yang sistemik dari alam yang diolahnya.
b) Sila kedua: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini memberikan
dasar-dasar moralis, bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK, haruslah
secara beradab. Harus berdasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan
umat manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakkan dan
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keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia.
c) Sila ketiga: “Persatuan Indonesia”. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya
dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa
keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.
d) Sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”. Sila ini mendasari bahwa pengembangan
IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Artinya ilmuan memiliki kebebasan
untuk mengembangkan IPTEK. Namun Ilmuan juga harus menghormati
dan menghargai kebebasan orang lain. Serta memiliki sikap yang terbuka,
terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan
dari teori lainnya.
e) Sila ke lima: “Keadilan sosial bagi seluh rakyat Indonesia”. Sila ini sebagai
dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan
dalam kehidupan kemanusiaan. Yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya
dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia
dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara,
serta manusia dengan alam lingkungannya.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan,
mencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan
kehendak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan merupakan
pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya
(T. Jacob, 1988). Dapat disimpulkan berdasarkan sila ini iptek selalu mempertimbangkan
dari apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, adakah kerugian bagi
manusia.
Ditambahkan oleh Wahyudi (2006) bahwa sila Ketuhanan Yang Maha
Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh
ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat
nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan
untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap
pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti: menjunjung tinggi keselamatan,
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; berperilaku terhormat, bertanggung
jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan
kemanfaatan professional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan
untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik
yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri
anugrah Tuhan.
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Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti Iptek haruslah untuk
kemaslahatan seluruh manusia dan harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan
yang adil tidak merugikan manusia atau kelompok lain, serta harus beradab
yaitu bukan untuk disombangkan dan diangkuhkan hanya untuk mencari
kehormatan dan penghargaan belaka..
Ditambahkan oleh Wahyudi (2006) bahwa sila Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas
terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme
menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya
sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi,
eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya,
bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi.
Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indo-
nesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari adanya kemajuan
iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara,
persaudaraan dan persahabatan antar daerah diberbagai daerah terjalin karena
tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu iptek harus dikembangkan
untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat
dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional.
Ditambahkan oleh Wahyudi (2006) bahwa sila Persatuan Indonesia
memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatauan Republik
Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung
tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja
sama yang sinergis antarindividu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-
masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan
produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama
dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas
yang lebih optimal.
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa
pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua
rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang
sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik
wajib memberikan kontribusi sebasar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan
negara. Sila keempat ini juga member arahan dalam manajemen keputusan,
baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit (Wahyudi,
2006). Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan
mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak
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dengan penuh kerelaan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah,
mufakat, dan berjiwa besar.
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, iptek didasarkan pada
keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan
keadilan dalam hubunganya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya,
manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara,
serta manusia dengan alam lingkungannya (T. Jacob, 1988).
Ditambahkan oleh Wahtudi (2006) bahwa sila kelima memberikan
arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (gap) kesejahteraan di
antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri
perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus
menjamin kesejahteraan karyawan.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi
kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah,
dan keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang “tidak
terukur” sehingga ukuran “ilmiah” menurut pandangan Barat tentang ilmu
bebas nilai sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau
memekanisasikan Pancasila. Dunia akademis tidak berkembang dalam ruang
hampa nilai sebab semangat akademis harus berisikan nilai spiritualitas untuk
menggugah kesadaran tentang pentingnya keyakinan kepada Sang Pencipta
sebagai pendorong dan pembangkit motivasi kegiatan ilmiah
Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dikarenakan pancasila telah dapat
dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai suatu sistem. Pancasila
sebagai suatu sistem, karena ia telah memiliki persyaratan sebagai ilmu pengetahuan
yang ilmiah, yang antara lain:
a) Memiliki objek yang khas dalam pembahasannya.
b) Pancasila dijadikan objek pembahasan dan berusaha untuk tetap dikembangkan
sepanjang masa. Dia milik masyarakat (komonal). Artinya pancasila milik
seluruh masyarakat indonesia, bukan milik golongan atau kelompok tertentu.
c) Selalu dipertanyakan dengan skeptis. Banyak orang masih mempertanyakan
atau meragukan kemampuan pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Adapula yang meragukan kebenaran Pancasila itu sendiri.
d) Tersusun dengan secara sistematis. Pancasila telah tersusun secara runtut
sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat dibolak balik.
e) Memiliki nilai kebenaran. Kebenaran pancasila sudah diyakini, karena
nilai-nilainya digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia sendiri.
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f) Kebenarannya disepakati bersama. Kebenaran Pancasila yang tercipta
adalah merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri dan milik bangsa
Indonesia. (Margono, dkk, 2002).
Berbagai syarat yang dikemukakan tersebut di atas adalah merupakan
sebagian dari ciri ilmu pengetahuan yang akan dan terus dikembangkan. Di
samping unsur-unsur di atas, Pancasila juga mengandung pengetahuan yang
esensial yang memberikan pengetahuan tentang kebijaksanaan dalam hidup
manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan
Tuhan YME, serta dengan bangsa dan negara. Dan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia sendiri yang
dilestarikan.
B. Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan IPTEK
Perubahan dan perkembangan pesat di bidang teknologi komunikasi
dan informasi digital seiring dengan tuntutan dan problema hidup manusia
yang semakin meningkat. Manusia berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
dan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan
hidup. Namun perlu disadari bahwa bukannya tidak mungkin sebagian manusia
di negara maju dapat memanfaatkan teknologi mutakhir. Sementara sebagian
besar manusia khususnya Indonesia menanggung dampak negatif sebagai akibat
penerapan teknologi yang tidak memperhatikan aturan dan perjanjian yang
telah disepakati. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengkajian
terhadap teknologi, sehingga manusia dapat memanfaatkan teknologi seoptimal
mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menekan dan mengantisipasi
dampak negatif yang mungkin terjadi. Sehingga peran perguruan tinggi dalam
pengembangan riset dan teknologi nasional, dalam rangka upaya mendukung
pula pembangunan nasional dalam menciptakan bangsa Indonesia yang unggul
dan bermatabat di kancah global.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir Aras Mulyadi DEA
(2020) dalam pada acara kuliah umum di kampus Universitas Riau bahwa
kampus memiliki peran penting untuk merawat kebhinekaan bangsa Indo-
nesia sekaligus memperkokoh persatuan di era demokrasi yang cenderung
semakin liberal saat in. ditambahkan pula oleh Wakapolri-RI Komjen Pol
Dr Gatot Eddy Pranomo MSi hendaknya bangsa ini tidak selalu memeperuncing
perbedaan dengan tidak menggali persamaan, maka suatu saat nanti Indo-
nesia hanya akan menjadi peta dalam sejarah. Jika kita selalu dapat mengangkat
persamaan dalam perbedaan, memposisikan perbedaan sebagai kekayaan bangsa,
maka Indonesia akan tetap ada selamanya.
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Inti dari setiap upaya pembangunan yang disampaikan melalui kegiatan
pengajaran di perguruan tinggi pada dasarnya ditujukan untuk tercapainya
perubahan-perubahan perilaku masyarakat demi tercapainya perbaikan mutu
hidup yang mencakup banyak aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, ideologi,
politik maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pesan-pesan
pembangunan yang disampaikan harus mampu mendorong atau mengakibatkan
terjadinya perubahan-perubahan yang memiliki sifat “pembaharuan”yang bisa
disebut dengan istilah “inovativeness” (Mardikanto , 2002).
Untuk itu, perguruan tinggi harus dapat menyesuaikan terhadap perubahan
untuk menuju pembaharuan. Dibutuhkan inovasi dalam pendidikan dan pengajaran
agar perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang disatu sisi memiliki
penguasaan ilmu dan teknologi, di sisi lain penguasaan ilmu dan teknologi
tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemaslahatan
manusia secara umum.
Perguruan tinggi mempunyai 3 tugas pokok yang disebut thridarma
perguruan tinggi, yaitu pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Peran Perguruan Tinggi termuat dalam Undang-undang Republik
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan berbagai
hal yang berhubungan dengan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan
iptek, antara lain:
a) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
tinggi (Pasal 1 angka 6).
b) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 1 angka 1).
c)  Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,
program doctor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Pasal
1 angka 2).
d) Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun,
dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan
tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala
alam dan/ atau kemasyarakatan tertentu ( Pasal 1 angka 3).
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e) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan
hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Pasal 1 angka 4).
f) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah
kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 9).
g) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan
yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu
pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 angka 10).
h) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkanilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 1 angka 11).
Adapun isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah:
a) Pendidikan dan Pengajaran
Pengertian pendidikan dan pengajaran disini adalah dalam rangka meneruskan
pengetahuan atau dengan kata lain dalam rangka transfer of knowledge
ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan melaui penelitian di perguruan
tinggi. Dalam pendidikan tinggi di negara kita dikenal dengan istialah
strata, mulai dari strata satu (S-1) yaitu merupakan pendidikan program
sarjana, strata dua (S-2) yang merupakan program magister dan strata
tiga (S-3) yaitu pendidikan doktor dalam sutau disiplin ilmu, serta pendidikan
jalur vokasional/non gelar (diploma).
b) Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan penelitain dan pengembangan mempunyai peranan yang sangat
penting dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa
penelitian maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan
menjadi terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi
harus dilihat keterkaitannya dalam pembangunan dalam arti luas, yakni
penelitain tidak semata-mata hanya untuk hal yang diperlukan atau langsung
dapat digunakan oleh masyarakat pada saat itu saja, akan tetapi harus
dilihat dengan proyeksi kemasa depan. Dengan kata lain penelitian di
Pergurun Tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan saja,
tetapi juga sekaligus melaksanakan penelitian ilmu-ilmu dasar yang manfaatnya
baru terasa penting dimasa yang akan datang.
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c) Pengabdian Kepada Masyarakat
Dharma pengabdian pada masyarakat harus diartiakan dalam rangka penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di Perguruan
Tinggi, khususnya sebagi hasil dari berbagai penelitian. Pengabdian pada
masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi
perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersiafat konkrit dan langsung
dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek. Aktivitas ini
dapat dilakukan atas inisiatif individu atau kelompok anggota civitas
akademika perguruan tinggi terhadap masyarakat maupun terhadap inisiatif
perguruan tinggi yang bersangkutan yang bersifat nonprofit (tidak mencari
keuntungan). Dengan aktivitas ini diharapkan adanya umpan balik dari
masyarakat ke perguruan tinggi, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai
bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut.
Namun nyatanya menunjukkan bahwa belum banyak perguruan tinggi
di Indonesia yang melakukan penelitian dasar dan menghasilkan temuan
dan inovasi teknologi yang diwujudkan dalam bentuk hak cipta dan hak
paten. Beberapa kendala yang dialamii antara lain:
a) Kurang tersedianya dana yang memadai di perguruan tinggi untuk mengadakan
penelitian dasar
b) Rendahnya motivasi untuk melakukan penelitian dasar
c) Belum memadainya penghargaan baik yang bersifat finansiil maupun non
finansiil terhadap kegiatan penemuan dan inovasi
d) Masih terbatasnya tenaga profesional dalarn penelitian teknologi
e) Belum terbinanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri dalam
penelitian-penelitian teknologi sehingga penelitian-penelitian yang dHakukan
oleh perguruan tinggi menjadi {idak dapat diterapkan dalam masyarakat
dan industry
f) Belum membudayanya pengetahuan tentang hak paten dan hak cipta
terhadap hasH temuan diantara para sivitas akademika, yang menyebabkan
kurangnya motivasi.
g) untuk memasyarakatkan di lingkungan kampus khususnya belum diupayakan
oleh pemerintah.
Peran perguruan tinggi dalam pengembangan Iptek berdasarkan nilai
Pancasila pada bidang pendiidkan dan pengajaran yaitu:
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a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan,
dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan kesenian serta mengupayakan penggunanya untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Sedangkan pada aspek penelitian adalah sebagaimana nilai yang terkandung
dalam Pancasila, intelektual yang melakukan penelitian harus bermoral ketuhanan
dan kemanusiaan. Seseorang peneliti harus bermoral dan mengabdikan diri
pada nilai-nilai kemanusiaan. Dasar-dasar nilai yang terkandung dalam pancasila
yang menjiwai moral peneliti sehingga penelitian harus bersikap objektif
dan ilmiah. Seorang peneliti harus berpegang pada moral kejujuran yang
bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak
boleh karena motivasi uang, kekuasaan, ambisi ataupun kepentingan pri-
mordial tertentu.
Begitu pula pada aspek pengabdian kepada masyarakat yaitu memanfaatkan
ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu
aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu aktualisasi kegiatan
masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan
dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam pancasila.
Seluruh warga di perguruan tinggi (sivitas akademik), merupakan manusia
yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah dan harus senantiasa mengembangkan
budaya ilmiah dikarenakan hal ini merupakan esensi pokok dari aktifitas
perguruan tinggi. Pemerintah harus menjamin keindependenan perguruan
tinggi dalam memberikan informasi, kritikan, saran, dan masukan kepada
semua pihak berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah, bukan
sebaliknya warga perguruan tinggi dibungkam habis-habisan dengan kebijakan
yang terkesan sengaja untuk meredam kekuatan ilmiah yang dihasilkan dari
perguruan tinggi.
Hanya perguruan tinggi yang dapat dipercaya dalam memberikan kontribusinya
kepada pemerintah dikarenakan berdasarkan kebenaran ilmiah. Apabila masukan
dan saran yang berasal dari perguruan tinggi saja sudah tidak diterima pemerintah,
konon lagi rakyat yang tidak berlatar belakang pendidikan yang pendapatnya
mungkin saja tidak ilmiah? Wajar saja, saat ini Negara dan Bangsa ini sedang
“sakit” karena secara terus menerus “menelan obat” yang salah yang bukan
dari ahlinya. Wallahua’lam.
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Begitu pula bagi masyarakat kampus itu sendiri, harus senantiasa bertanggung
jawab secara moral atas kebenaran objektif, bertanggung jawab terhadap masyarakat
bangsa dan negara dan juga mengabdi terhadap kesejahteraan kemanusiaan.
Sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan- kepentingan
politik penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia. Dasar pijak masyarakat
kampus adalah kebenaran yang bersumber ada ketuhanan dan kemanusiaan,
bukanlah berdasarkan kepentingan bahkan kerasukan belaka. Wallahua’lam.
C. Tantangan Pancasila Sebagai Pengembangan IPTEK
Sebelum menguraikan tantangan Pancasila dalam pengembangan Iptek
sebagaimana yang dirangkum oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Ristek Dikti (2016) meliputi hal, yaitu:
a) Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar
pada nilai- budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga ilmu pengetahuan
yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat
(western oriented).
b) Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada
kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang “laku keras” di perguruan
tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar (dunia industri).
c) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan
masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elite yang
mengembangkan ilmu (scientist oriented).
Tidak dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan
oleh tingkat penguasaan ipteknya. Amerika bisa menguasai dunia karena
mereka memiliki ratusan pusat penelitian dan ribuan tenaga ahli yang setiap
saat menelorkan inovasi baru. Jepang, bisa menjadi parameter pusat robot
dunia karena ada kerjasama mutualisme antara pemerintah dan industri.
Megawati Soekarnopuri Presiden ke 5 Indonesia pernah menyampaikan
dalam Rakornas Kemenristek Dikti/Badan Ristek dan Inovasi Nasional (BRIN)
di Puspiptek Serpong Tangerang Selatan dengan meminta kebijakan Iptek
yang diterbitkan Kemenristek Dikti/ Badan Ristek dan Inovasi Nasional (BRIN)
harus selalu berpedoman Pancasila. “Jangan sampai Iptek dihadirkan untuk
kepentingan Iptek itu sendiri, Iptek itu harus dirasakan manfaatnya dikalangan
masyarakat luas Pengembangan sains misalnya harus mampu menyentuh sisi
kemanusiaan, kedamaian, kebangsaaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat
luas.”
130 PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
Walaupun hal yang disampaikan di atas sudah tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek tinggal ditindaklanjuti
untuk pengembangan sains, yang menyatakan bahwa Iptek sah secara hukum
berperan sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional.
Dadang (2005) menyatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap
iptek masih rendah. Hal ini merupakan realitas yang bisa diamati di lapangan.
Pemerintah belum memiliki grand design pengembangan iptek untuk jangka
panjang. Apalagi jika dibandingkan dengan Jepang, Amerika, Jerman, Perancis,
Singapura dan sejumlah negara maju lainya.  Penetrasi teknologi Negara maju
tersebut turut mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Amatilah kendaraan
yang berlalu-lalang didepan kita. Praktis tak satupun buatan dalam negeri.
Secara sarkasme, kita sebenarnya telah dijajah pihak asing lewat teknologi.
Mobil SMK yang digadang-gadang akan diproduksi sebanyak-banyaknya, hanya
isapan jempol semata dan hanya menjadi “janji kampanye” saja. Wallahua’lam.
Kenyataan empirik membuktikan bahwa dengan iptek suatu negara
dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dan membangun perekonomian
mereka. Kemajuan perekonomian negara-negara seperti Jepang, Korea dan
Taiwan adalah merupakan bukti empirik bahwa iptek merupakan faktor terpenting
dalam sistem perekonomian.
Terdapat beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar
pengembangan iptek di Indonesia:
a) Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk In-
donesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai
dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan
sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980an
belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal
dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal
besar.
b) Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia
dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai
konsumen daripada produsen dibandingkan dengan Negara-negara lain.
c) Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk
teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan
ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi
kebijakan negara.
d) Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu: workability (keberhasilan),
satisfaction (kepuasan), dan result (hasil) (Titus, dkk., 1984) mewarnai
perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.
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Pasca 23 (dua puluh tiga) tahun reformasi, pembangunan iptek Indo-
nesia terkesan seperti jalan ditempat. Bahkan dalam perkembangnnya, iptek
tidak lagi menjadi sektor prioritas pembangunan. Stabilitas politik, keterpurukan
ekonomi serta kondisi masyarakat saat ini dijadikan sebagai alasan termarjinalkannya
iptek sebagai sektor prioritas pembangunan. Bahkan keberhasilan dan prestasi
para siswa dan mahasiswa Indonesia di berbagai ajang olimpiade iptek, tampaknya
tidak mampu menutupi merosotnya iptek Indonesia.
Banyak kalangan berpendapat bahwa salah satu penyebab ketertinggalan
iptek Indonesia adalah anggaran iptek dan anggaran litbang yang mengalami
kecendrungan penurunan tiap tahunnya. Minimnya anggaran iptek berakibat
pada terbatasnya fasilitas riset, kurangnya biaya untuk operasi dan pemeliharaan,
serta rendahnya insentif untuk peneliti.
Indonesia sebenarnya pernah mengenyam era dimana iptek mendapat
porsi yang besar. Episode ini dimulai pada masa Presiden Soekarno. Ketika
itu, beliau sangat concern pada pengembangan teknologi kelautan dan kerdigantaraan.
Maka dibangunlah tonggak industri perkapalan di Ujung Surabaya.
Soekarno juga tak segan-segan menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa
ini untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Dalam salah satu pidatonya
dalam peresmian Perguruan Tinggi Teknik Surabaya (cikal bakal ITS Surabaya)
ia mengemukakan “…Fase industrialisasi hanya bisa dimenangkan dengan
hadirnya tenaga-tenaga ahli teknik yang handal,” (Diambil dari buku Visi
dan strategi ITS, 1995).
Soekarno bahkan tidak segan-segan membuat proyek-proyek mercu
suar untuk membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia merupakan
bangsa berteknologi tinggi. Di tengah keuangan yang kurang begitu baik,
dibangunlah Stadion Senayan Jakarta, yang ketika itu merupakan satu-satunya
stadion terbesar di Asia. Rancangan konstruksi sipilnya bahkan diakui sebagai
salah satu yang terkokoh dan terbaik. Soekarno juga mendirikan Masjid Agung
Istiqlal dengan arsitektur yang unik.
Berkat kebijakan Soekarno itulah, banyak lahir ahli teknologi yang
kemudian turut mewarnai bangsa ini. Seperti Prof BJ Habibie, pakar pesawat
terbang dimana salah satu teori tentang keretakan ekor pesawat terbangnya
dipakai oleh hampir semua industri pesawat terbang. Sehingga mendapat
julukan Mr Crack. Ada lagi Prof Wardiman Djojonegoro, seorang ahli mesin
yang kepakarannya diakui dunia.
Pada masa Orde Baru lain lagi ceritanya. Soeharto yang ketika mengambil
alih kekuasan, mendorong penguasaan iptek untuk menyokong kekuasaanya.
Boleh dibilang, iptek mendapatkan “induk” yang siap mengayomi. Namun
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disisi lain, pengembangan iptek harus sejalan dengan kemauan politik pemerintah.
Jika tidak, jangan harap bisa berkembang.
Ditunjang lagi dengan posisi Habibie yang menjadi anak emas Soeharto.
Praktis gagasan-gagasan yang diusung beliau secara tidak langsung mendapat back
up dari pemerintah. Sebagai teknokrat, Habibie memimpikan bangsa Indo-
nesia segera bisa tinggal landas dengan penguasaan iptek di segala bidang.
Maka dibangunlah sejumlah pusat-pusat penelitian. Seperti LIPI, BPPT,
dan lembaga-lembaga sejenis. Di Bandung berdiri IPTN (sekarang PT DI).
Keberhasilan IPTN menelorkan pesawat Gatot Kaca N250 menjadi saksi
bisu keberhasilan politik teknologi ini. Di Surabaya PT PAL, secara rutin
mengerjakan proyek pembuatan kapal pesanan baik dari dalam negeri hingga
luar negeri.
Sayang, ketika Soeharto dengan Orde Baru-nya runtuh praktis tidak
ada lagi yang menaruh perhatian lebih pada proyek-proyek ini. Semua terbengkalai.
Perhatian pemerintah dan rakyat tersedot pada gonjang-ganjing politik. Hal
ini juga terjadi hingga rezim saat ini, bahkan terkesan pemimpin bangsa ini
disibukkan dengan “lawan-lawan” politiknya untuk melanggengkan kekuasaan
tanpa ada kritik dan halangan.
Untuk itu, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan
ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai
rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar
pada budaya  bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat
luas, harus melepaskan kepentingan individu atau kelompok.




Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan diartikan sebagai praktik sikapdan perilaku manusia (baik sebagai masyarakat, bangsa dan Negara)
yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupannya sehari-
hari. Nyatanya, sangat sulit untuk mewujudkannya. Termasuk bagi mereka
yang telah memperoleh penghargaan dipundaknya sekalipun, maupun yang
telah dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Singkatnya, hingga
saat ini, sangat langka manusia Indonesia yang sikap dan perilakunya adalah
merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila secara utuh, yang dapat dijadikan
cermin, teladan oleh bangsa ini sendiri. Akhirnya aktualisasi nilai moral
Pancasila dalam kehidupan masih bersifat cita-cita yang tidak tahu kapan
bisa terwujud.
Berbagai bentuk pendidikan Pancasila yang ada selama ini, pada dasarnya
adalah sebagai suatu bentuk usaha aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan,
tetapi dalam praktiknya sarat dengan pendidikan politik yang bertujuan untuk
mendukung rezim penguasa pada saat itu hingga kesan itu masih terdapat
pada saat ini, kering dengan pendidikan moral. hal ini terjadi karena kurang
didukung oleh media yang memadai, dalam bentuk tampilan nyata, sikap
dan perilaku tokoh masyarakat, bangsa, maupun negara, sehingga dapat menjadi
teladan bagi semua pihak. Bahkan yang lebih miris para pejabat negeri ini
malah memberikan contoh sikap dan perilaku yang justru bertentangan dengan
nilai-nilai moral pancasila, seperti korupsi, tidur saat sidang, sikap diam saat
rakyat sedang menjerit kelaparan, memenjarakan dan membungkam lawan-
lawan politik, membebani rakyat dengan hutang, memberikan hadiah kepada
rakyat dengan cara melempar-lempar,  membangun dinasti keluarga berkuasa,
dll.
Idealnya, nilai-nilai moral pancasila itu harus tercermin dalam kehidupan
sehari-hari dalam masyarakat, baik dibidang pendidikan, kedokteran atau
kesehatan, ekonomi, teknologi, dan hkum. Namun dalam kenyataannya masih
jauh dari apa yang diharapkan. Bidang-bidang tersebut dalam praktiknya
cenderung berpihak kepada mereka yang kaya atau mampu dan mengabaikan
masyarakat yang miskin, bahkan sifatnya seperti rangkaian benang kusut
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yang susah sekali putus, apalagi diurai. Sehingga akibat lanjutan yang ditimbulkannya
adalah, munculnya berbagai bentuk kesenjangan sosial di masyarakat
Pembuktian akan hal di atas, dapat dibahas segala hal yang berkaitan
dengan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, mulai dari masalah pada
bidang huku, pendidikan, dan kesehatan, berdasarkan fakta dan data empirik
maupun analisis penelitian.
A. Bidang Hukum
Negara-negara di dunia, pemikiran tentang hukum dan peranannya
dalam masyarakat bergantung pada konservatif atau tidaknya golongan yang
berkuasa. Negara otokratis yang dikuasai oleh golongan yang ekslusif cenderung
menolak perubahan. Karenanya, mereka akan cenderung  pada pemikiran
konservatif  tentang hukum sehingga hanya melihat hukum sebagai alat untuk
menjaga keamanan dan ketertiban.
Negara otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal
seperti raja atau diktator yang tidak dapat di ganggung gugat, atau boleh
dikatakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa
dari golongan atau kelompok tertentu. Pertanyaannya adalah apakah Indo-
nesia digolongkan negera otokrasi, pastilah semua akan menjawab tidak,
karena Indonesia adalah Negara dalam bentuk Republik. Republik adalah
sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat,
bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang
presiden.
Sekarang silahkan ditanyakan kepada hati nurani masing-masing, apakah
kondisi Indonesia saat ini ini, lebih tercerminkan kepada Negara otokrasi
atau Republik?
Indonesia yang dapat dikatakan sebagai negara yang sedang berkembang
seyogyanya disusun dan direncanakan tidak untuk menindas rakyat namun
sebaliknya adalah untuk memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Termasuk
dalam menyusun dan merumuskan, serta memutuskan hukum.
Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus memainkan
peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di Indonesia (Kusumah,  1986).
Hal tersebut khususnya tercermin dalam UUD 1945 Pasal 24 F yang
menentukan bahwa negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional
dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan
sumber- sumber hukum yang hidup dalam masyarakat (Soepiadhy, 2004).
135PENDIDIKAN PANCASILA: Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa
Hukum berfungsi untuk menentukan suatu kejadian, fakta, dan data,
apakah semua itu benar atau salah. Namun dalam kenyataannya hukum menjadi
tidak jelas. Karena tidak jarang fakta dan data itu bermakna ganda sesuai
dengan kemauan masing-msing pihak yang berparkara.
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Manan (2006) bahwa
hukum pada dasarnya tidak steril dari subsistem kemasyarakatannya. Politik
sering kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum
sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum politik
yang lebih suprematif.
Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di
luar  hukum akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat
memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik
dan sengketa dalam lingkungan hidupnya. Sikap apriori masyarakat terhadap
hukum dan krisis kepercayaan mereka kepada aparat penegak hukum mengakibatkan
tindakan pelampiasan dengan cara main hakim sendiri dalam menangani
masalah-masalah di tengah-tengah mereka, sehingga hukum itu dapat dikatakan
tidak berfungsi (mandul). Hemat penulis, di samping itu hal yang lebih menjadi
sorotan adalah kredibilitas, kapabilitas, profesionalitas, serta kebijaksaan penegak
hukum adalah kunci utama dalam penegakan hukum, sehingga hukum itu
berjalan sesuai dengan relnya, dan bukan berjalan sesuai dengan kehendak
dan kemauan oknum yang berkepentingan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Sulaiman (2016) bahwa masalah utama
penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah
pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan
hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan
hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi
penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak
hukum.
Tidak jarang hukum hanya berpihak kepada si kaya. Orang kaya cenderung
selalu benar bila dibandingkan dengan si miskin. Salah satu contoh konkret
yang terjadi pada akhir tahun 2009, adalah kasus yang menimpa seorang
nenek yang benama Minah di daerah Bojonegoro. Hanya gara-gara mencuri
3 butir buah kakau yang  harganya tidak lebih hanya Rp. 2000,- yang bersangkutan
diganjar dengan hukuman selama 1,5 bulan. Lain halnya dengan sikaya, walaupun
mereka salah, tapi hukumannya pasti ringan. Lihat saja hukuman yang dijatuhkan
kepada para koruptor kakap, sungguh sangat jauh dari rasa keadilan.
Masih terniang dibenak bangsa Indonesia, pada tahun 2008 Arthalyta
Suryani seorang pengusaha Indonesia terbukti melakukan suap terhadap jaksa
dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, mirisnya, ia menempati ruang tahanan
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yang terbilang mewah dari tahanan yang lain karena lengkap dengan fasilitas
televisi, kulkas, AC, bahkan sampai ruang karokean. Hal ini kemudian memperlihatkan
diskriminasi di dalam pemutusan perkara oleh lembaga peradilan di Indo-
nesia, rakyat miskin yang tidak mempunyai kekuatan finansial seakan hukum
begitu runcing kepadanya sedangkan bagi yang berharta dan kedudukan tinggi
menganggap hukum itu bisa dibeli. Dimana nilai Pancasila tentang keadilan
sosial bagi seluruh Indonesia diaktualisasikan? Pancasila menginginkan justice
for all (keadilan untuk semua), dan bukan justice not for all (keadilan untuk
tidak semua).
Hukum juga telah mencabik-cabik rasa kepercayaan masyarakat akan
kebenaran dan keadilan, karena kebenaran hanya dihargai dengan rupiah
atau dolar. Seakan-akan mereka yang kayalah yang berhak memperoleh kebenaran
dan keadilan. Saat ini berapa banyak DPO (daftar pencarian orang) oleh
KPK dan Kepolisian masih “belum tangkap”, serta bebas berkeliaran. Hanya
karena diasumsikan oknum tersebut merupakan dekat dengan penguasa dan
partai penguasa? Wallahua’lam.
Menurut Data dari Kompas TV, Rabu 30 Desember 2020, bahwa terdapat
5 (lima) buronan KPK yang belum tertangkap, yaitu: 1) Harun Masiku: tersangka
kasus suap dugaan korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari
PDI Perjuangan periode 2019-2024, 2) Samsul Nursalim alias Lim Tek Siong
alias Liem Tjoen Ho. Bos PT Gajah Tunggal. Masuk dalam DPO KPK pada
30 September 2020 yang merupakan tersangka korupsi penerbitan surat keterangan
lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), 3) Itjih Sjamsul Nursalim
alias Lim Tek Siong alias Liem Tjoen Ho Istri Samsul Nursalim masuk dalam
DPO KPK lantaran selalu mangkir dari panggilan KPK. Ia diduga ikut berperan
bersama-sama dengan Samsul Nursalim dalam kasus suap SKL BLBI. 4) Samin
Tan. Bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal (BLEM), ditetapkan sebagai
tersangka kasus suap pengurusan terminasi atau penghentian kontrak Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo
Tuhup (AKT), anak perusahaan BLEM pada 15 Februari 2019. Samin Tan masuk
sebagai DPO KPK pada 17 April 2020. 5) Izil Azhar alias Ayah Merin merupakan
tersangka kasus penerima gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga
Sabang tahun 2006-2011. Izil Azhar, yang juga merupakan orang kepercayaan
mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf diduga telah menerima Rp32,4 miliar
dalam proyek pembangunan Dermaga Sabang. Izil Azhar masuk dalam DPO KPK sejak
26 Desember 2018. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Oktober 2018.
Dimana penegakan hukum, dimana nilai keadilan Pancasila bagi “bandit-
bandit kelas kakap” ini? Wallahua’lam.
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Diungkapkan oleh Sulaiman (2016) bahwa hukum Negara ialah aturan
bagi negara itu sendiri, bagaimana suatu Negara menciptakan keadaan yang
relevan, keadaan yang menentramkan kehidupan sosial masyarakatnya, menghindarkan
dari segala bentuk tindak pidana maupun perdata. Namun tidak di Indo-
nesia dalam beberapa tahun terakhir ini, pemberitaan di media masa sungguh
tragis. Bahkan dari Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI)
menyebutkan bahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan
hukum di Indonesia, hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya
14,2 persen tidak menjawab. Sebuah fenomena yang menggambarkan betapa
rendahnya wibawa hukum di mata publik.
Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah
masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan
advokat) serta judicial corruption yang sudah terlanjur  mendarah daging sehingga
sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan
penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya
menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan
bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance.
Faktor lain penyebab lemahnya penegakan hukum menurut Sulaiman
(2016) yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan
penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang
mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya
pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan
lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum
memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan
sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.
Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum
baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.
Menurut Kaderi (2015) pemerintah dan masyarakat sudah berusaha
dengan berbagai cara, untuk menempatkan kebenaran dan keadilan hukum
yang sebenarnya, diantaranya dengan melibatkan masyarakat dalam membuat
berbagai keputusan hukum. Namun dalam kenyataannya, para penegak hukum
tetap saja seperti mempermainkan hukum. Sehingga para MARKUS (Makelar
Kasus), Mapia Peradilan tetap saja terjadi di setiap lembaga penegakan hukum.
Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil dari fenomena di mana nilai-
nilai moral Pancasila belum mampu diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.
Menurut Soekanto (1987) bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik
diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:
a) Hukum dan peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa ter-
jadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai
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bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan
antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau
hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan
hukum kebiasaan, dan seterusnya
b) Mentalitas Petugas yang menegakkan Hukum. Penegak hukum antara
lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan,
dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan
tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada
sistem penegakkan hukum.
c) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.  Kalau
peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya
baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum
tidak akan berjalan dengan semestinya.
d) Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.  Namun
dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan
akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan
penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan
di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak
mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang
bergerak di antara dua kutub citra keadilan.
Disimpulkan bahwa penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila
lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional,
jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Serta tidak adanya
intervensi dari pihak penguasa.
B. Bidang Pendidikan
Pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia, seseorang bukan
hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak
baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi
orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan
taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik.
Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan
suatu bangsa. Sebaliknya, rendahnya mutu pendidikan akan menghambat
penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan
yang akhirnya memperlambat pembangunan bangsa.
Dana total APBN, 20%-nya merupakan anggaran pendidikan, dari
tingkat SD hingga perguruan tinggi. Anggaran tersebut sebagai investasi di
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sumber daya manusia sehingga meningkatkan mutu pendidikan anak-anak
Indonesia. Meski menjadi prioritas utama Indonesia dan negara lain, pada
praktiknya, pendidikan kerap menemui masalah.
Menurut Tholani (2013), permasalahan pendidikan di Indonesia, dapat
digolongkan kepada dua aspek, 1) masalah pergeseran budaya global (globalisasi);
2) masalah budaya sekolah berkenaan dengan lingkungan dan mentalitas/
moralitas.
Selama ini globalisasi hanya dipahami dari aspek kemajuan teknologi
saja bukan dari aspek-aspek lain yang sesungguhnya mempunyai implikasi
sosial luar biasa dalam kehidupan manusia. Padahal suka atau tidak suka
bahwa globalisasi  yang secara sistematis mengancam kehidupan manusia.
Dunia pendidikan yang merupakan salah satu sistem sosial, pada akhirnya
juga mengalami dampak arus globalisasi. Konsekuensi yang harus dibayar
oleh lembaga pendidikan adalah perubahan logika pendidikan. Lembaga pendidikan;
sekolah, perguruan tinggi yang semula merupakan pelayanan publik (publik
servant) dengan memposisikan pembelajar (siswa dan mahasiswa) sebagai
warga negara (citizen) yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana
yang dicantumkan dalam UUD 1945 ayat 31 yang berbunyi “tiap warga negara
berhak mendapatkan pengajaran”, namun ketika status BHMN (Badan Hukum
Milik Negara) menjadi target, PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sebagai privatisasi
pendidikan, tidak lebih sebagai produsen, sedangkan pembelajar (mahasiswa
dan siswa) sebagai konsumennya. Jalinan relasional yang membentuk pun
mengarah pada transaksi harga antara penjual dan pembeli. Sementara produk
(output) yang dihasilkan adalah pesanan dari pemodal untuk memenuhi kebutuhan
produsen dan mengabaikan aspek kesadaran kritis siswa (Lukmantoro, 2002).
Pendidikan adalah salah satu hak masyarakat dalam rangka usaha untuk  meningkatkan
kesejahteraan. Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat  yang
memiliki pendidikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Kondisi yang mengkhatirkan di atas menurut Tholani (2013) akhirnya
mengakibatkan:
1) Biaya pendidikan menjadi mahal, sulit dijangkau masyarakat luas.  Banyak
ditemukan masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang
layak karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Banyak masyarakat
yang kecewa dengan pendidikan, karena pendidikan harus dibayar dengan
mahal, tapi setelah selesai tidak mendapatkan kesejahteraan yang menjanjikan.
Banyak masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan yang layak, tapi
karena berbagai keterbatasan atau ketidakmampuan, maka mereka hanya
memperoleh pendidikan seadanya. Mahalnya biaya pendidikan telah menyebabkan
pendidikan yang semula adalah proses humanisasi (memanusiakan manusia)
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telah berubah menjadi dehumanisasi atau secara tidak langsung telah
mengupayakan pemunduran hakikat kemanusiaan yang mempu
mengaktualisasikan dirinya dan mampu menghadapi kontradiksi-kontradiksi
dalam kehidupan; seperti ditemukan kasus kekerasan dalam rumahtangga
akibat tekanan psikis karena mahalnya biaya pendidikan, banyak ditemukan
anak yang bunuh diri karena malu belum bayar SPP, atau dijumpai
orang tua yang membunuh anaknya karena trauma dengan beban yang
akan dihadapi. Kenyataan ini biasa terjadi dalam lingkungan lembaga
pendidikan yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam pendanaan
(fund raising), sehingga hanya mengandalkan siswa dan orang tua sebagai
target sumber dana.
2) memperlebar gap (batas) dalam kualitas pendidikan. Privatisasi dapat
meningkatkan kompetisi. Sisi lain dari kompetisi adalah menciptakan
poralisasi lembaga pendidikan. Lembaga yang menang dalam persaingan
dan perburuan dana akan menjadi sekolah unggulan. Sebaliknya lembaga
yang kalah akan semakin terpuruk dan tersingkir. sehingga ada asumsi
yang telah membudaya dalam masyarakat bahwa sekolah yang mahal
akan menelorkan outcome atau output yang berkualitas atau bagaimana
bisa berkualitas kalau biaya pendidikannya tidak mahal?
3) melahirkan diskriminasi sosial. Kesempatan memperoleh pendidikan semakin
sempit dan diskriminatif, sehingga empat hasil konvensi hak anak (KHA)
yang harus diberikan dan dinikmatinya sebelum mereka dewasa oleh PBB
yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres Nomor 26 tahun 1990
yaitu: hak untuk bertahan hidup (right for survival), hak mendapat perlindungan
(right for protection), hak partisipasi (right for partisipation), dan hak tumbuhkembang
(right for development) (Suyomukti, 2008) yang harus dijadikan pedoman
secara yuridis dan politis telah diabaikan dan dilangggar.
4) menimbulkan stigmatisasi, ke arah pelabelan sosial. Sekolah yang bagus
dan ternama diidentikkan dengan sekolahnya orang kaya, sebaliknya sekolah
sederhana adalah sekolahnya kaum miskin.
5) menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomis, sehingga pendidikan
ahanya diarahkan untuk mobilitas vertikal, yaitu upaya peningkatan kecakapan
untuk menghasilkan pendapatan ekonomi yang lebih baik dan mengkondisikan
tenaga produktif untuk dijual dalam bursa kerja. Para guru akan memiliki
mentalitas “pedagang” ketimbang mentalitas pendidik. Mereka lebih tertarik
mencari pendapatan daripada mengembangkan pengetahuan. Mereka
lebih terdorong untuk mengumpulkan “kredit koin” dari pada “kredit
poin” . Di Perguruan Tinggi, fenomena ini melahirkan dua kategori dosen
yaitu “dosen luar biasa” dan “dosen biasa di luar”.
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6) memperburuk kualitas SDM dan kepemimpinan masa depan. Didorong
oleh misi untuk meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya, lembaga
pendidikan akan lebih banyak menerima pelajar gedongan meski ber-IQ
pas-pasan. Pelajar berprestasi tapi miskin banyak kesulitan melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mobilitas sosial vertikal hanya
akan menjadi milik orang kaya (Machali, 2004).
Dengan demikian pendidikan yang semula sebagai aktivitas sosial budaya
berubah menjadi komoditas usaha yang siap diperjual belikan. Biaya pendidikan
menjadi mahal sehingga tidak terjangkau oleh rakyat miskin dan hanya terjangkau
oleh orang kaya, gelar dalam atau luar negeri bergengsi pun siap diperdagangan
kepada yang mampu membelinya
Inilah babak baru kapitalisme pendidikan global yang melucuti makna
pendidikan. Pendidikan yang semula dipahami sebagai proses pendewasaan
sosial manusia menuju tataran ideal, yang menyangkut tujuan memelihara
dan mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya insani menuju
terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) yang dilakukan melalui aktivitas
sosial-budaya, telah kehilangan makna perenial-nya. Pendidikan kini menjadi
ajang mencari laba dan aktivitas mencari keuntungan. Secara sederhana dapat
dibedakan pendidikan sebagai aktivitas sosial budaya dengan pendidikan sebagai
aktivitas bisnis dan berorientasi keuntungan. Kemudian jika dikaitkan dengan
pergeseran perilaku, maka ekses dari globalisasi menciptakan budaya-budaya
baru misalnya budaya konsumerisme, pragmatisme, hedonisme. Sehingga semakin
banyak anak muda atau kalangan pelajar yang sering nongkrong di Mall-
mall, hanya sekedar nongkron atau terdapat banyak pembelajar (siswa dan
mahasiswa) yang berfikir pragmatis dan hedonis dengan menjadi “ayam kampus”
sebagai pelarian atas belitan masalah atau akibat ketidaksiapan terhadap masuknya
arus globalisasi.
Masalah teknis yang sering terjadi pada dunia pendidikan yaitu terdapat
“dianakkandung” dan “dianaktirikan”, tidak adanya kesetaraan dan keseimbangan.
Misalnya, satuan atau lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah (negeri)
dan satuan atau lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat. Sama halnya
lembaga pendidikan yang dikelola dibawah naungan DIKNAS, berbeda dengan
lembaga pendidikan yang dikelola di bawah KEMENAG. Terdapat kesenjangan,
seolah-seolah bantuan yang diperuntukkan kepada swasta dan di bawah kemenag
belum sebanding dengan yang negeri dan di bawah Diknas.
Lain lagi halnya dengan kesejahteraan dan kualitas pengajar atau guru.
Disadari atau tidak komponen yang penting dalam pembelajaran adalah peranan
guru dan kualitas guru pengajar. Yakni dengan cara kesempatan meneruskan
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pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pelatihan-pelatihan, workshop, seminar
dan sejenisnya. Tentunya seorang guru setelah meningkat kualitas dan
keprofesionalitasannya, ia berhak untuk mendapat kesejahteraann yang layak
dan memadai.
Berbagai program bantuan di bidang pendidikan atau beasiswa baik
bagi siswa maupun guru dan dosen, namun hasilnya masih jauh dari yang
diharapkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai
program bantuan pemerintah di bidang pendidikan tersebut, cenderung disalah
gunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga bantuan yang seharusnya diberikan
kepada masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu, justeru dinikmati
oleh sekolah-sekolah yang memiliki kejelasan dan kedekatan dengan pihak-
pihak pelaksana kebijakan. (Margono, 2000).
Sehingga untuk mencapai visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional
yang tertuang dalam UU RI NO. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yaitu
“Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa
untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia
yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah.” Serta dengan misi “Mengupayakan perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat (UU RI
SISDKNAS: 41).” Ibarat pepatah “bagaikan api jauh dari panggang” artinya
sulit sekali untuk mewujudkannya. Wallahua’lam.
C. Bidang Kesehatan
Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia seperti termaktub dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan
umum. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut diselenggarakan pembangunan
nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
Untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan antara
lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, madiri serta berkualitas.
Termasuk kesehatan.
Adapun tingkat kesehatan penduduk Indonesia memang belum memuaskan
yang dapat berpengaruh terhadap terhadap pembangunan (Pasaribu, 2105).
Pembangunan tidak mungkin terselenggara dengan baik tanpa tersedianya
salah satu modal dasar, yaitu kesehatan masyarakatnya. Kesehatan masyarakat
harus menjadi acuan dalam pembangunan baik sebelum berjalan maupun
sedang berjalan. Derajat kesehatan berhubungan erat dengan pembangunan
ekonomi sosial dan lingkungannya. Pada kondisi krisis moneter pada saat
ini, akan berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat, hal ini dapat
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menghambat pembangunan. Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan
nasional merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indoneisa, dan dalam rangka
menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi, upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan.
Kesehatan, hidup sehat- adalah hak asasi manusira dan dijamin oleh
UUD 1945 serta terkandung dalam nilai Pancasila. Sayangnya hal ini belum
merupakan kebijakan nasional yang dihayati oleh masyarakat dan pengambil
keputusan. Kesehatan dan pendidikan belum pernah digunakan sebagai kendaraan
politik oleh para politikus tanah air. Sementara kendaraan politik kita saat
ini adalah politik itu sendiri.
Konsep kesehatan yang selama ini seakan-akan masih dikonotasikan
oleh sebagian masyarakat dan para pengambil keputusan, dan tidak jarang
oleh masyarakat kesehatan/kedokteran sendiri, masih sebagai sebuah “konsep
sakit”. Apabila telah jatuh “sakit”, barulah kemudian mereka memikirkan
tentang “sehat”.
Orang Sakit adalah obyek program kesehatan. Proyek bagi pemasukan
kas negara atau daerah. Masih sering diidentikkan atau dibayangkan bahwa
kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat adalah semata-mata
pelayanan Rumah Sakit, atau Puskesmas yang sarat dengan orang sakit yang
akan di operasi.
Belum terbayang oleh sementara masyarakat banyak bahwa sesungguhnya
dasardasar kesehatan itu adalah mencuci tangan sebelum makan, sikat gigi
setiap hari, gizi yang baik, air bersih dengan sanitasi lingkungan yang baik,
udara bersih (langit biru dengan kesadaran masyarakat akan “green industry”,
bensin tanpa timah hitam; karena bensin dengan kadar timah hitam yang
tinggi dapat membuat kerusakan otak permanen dari anak-anak kita, yang
miskin maupun yang kaya. Yang dapat mengakibatkan kebodohan generasi
yang akan datang), income generating masyarakat yang memadai/baik, tata-
ruang wilayah yang baik, perumahan yang sehat/baik dengan jendela yang
cukup agar sinar matahari senantiasa masuk ke seluruh ruang yang ada, dengan
lantai yang disemen bukan berlantai tanah; masyarakat yang berdisiplin berlalu-
lintas di jalan raya, masyarakatnya tidak keranjingan narkoba dan alkohol
dan tidak perokok serta bukan penjaja seks, anak-anak mereka bersekolah,
anak-anak mereka dan masyarakat yang tidak tawuran, taman kota dan tempat
rekreasi keluarga dimana-mana, tata-ruang dan tatakota yang teratur rapih,
semua masyarakat mendapatkan air bersih, berpakaian rapih, bertegur sapa
penuh santun, dengan tempattempat ibadah yang selalu padat dikunjungi
oleh penduduk/masyarakat untuk berdo’a akan keselamatannya dan kebahagiaannya
dunia dan akhirat. Inilah yang disebut sebagai gambaran “penduduk atau
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masyarakat sehat”; mereka sehat fisik (lahiriyah), dan sehat pula perilaku,
sosial-ekonomi dan sosialbudayanya. Gambaran ini melukiskan masyarakat
yang “tidak sakit”, masyarakat yang sehat!. Program-program, upaya dan usaha
untuk mewujudkan masyarakat sehat seperti gambaran di atas itulah yang
sesungguhnya (Pasaribu, 2105).
Masalah kesehatan masyarakat sampai saat ini masih menjadi perhatian
bagi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih
rendah. Tingkat kesehatan masyarakat yang tidak merata dan sangat rendah
khususnya terjadi pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Perilaku
masyarakat yang masih tidak higienis ditambah lagi dengan tidak adanya
sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung berdampak pada kesehatan
masyarakat yang tinggal pada pemukiman kumuh tersebut. Banyak masalah
kesehatan masyarakat yang mungkin akan timbul akibat perilaku masyarakat
dan kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan.
Praktik di bidang kesehatan, banyak yang masih tidak sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan berbagai
kejadian di bawah ini: Misalnya, kasus pasin yang tidak boleh pulang dari
rumah sakit karena dia tidak mampu membayar semua biaya rumah sakit.
Sering terjadi pasin yang datang untuk berobat ke rumah sakit belum mendapatkan
pelayanan kesehatan apa-apa, tapi pasin tersebut ditanya apa mereka mampu
membayar biaya yang harus mereka keluarkan. Kalau tak mampu merekapun
tidak akan dilayani dan disuruh pulang saja.
Belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan
masalah kesehatan masyarakat masih tetap ada. Selain itu perilaku masyarakat
yang belum sepenuhnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
merupakan faktor resiko untuk terjadinya berbagai masalah kesehatan masyarakat
di Indonesia.
Dengan demikian pelayanan kesehatan ternyata masih berpihak kepada
mereka yang kaya atau mereka yang mampu. Sehingga seolaholah mereka-
mereka yang kayalah, yang bisa memiliki umur yang panjang, terutama bila
dibandingkan dengan mereka yang miskin. Untuk mengatasi semua permasalahan
tersebut, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai bantuan, misalnya
melalui program JPS, BLT, ASKENKIN dan yang sejenisnya.
Perlu adanya perencanaan dari pemerintah untuk mengatasi berbagai
masalah kesehatan tersebut. Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses
untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat,
menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan
program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program salah satunya
ditentukan oleh perencanaan yang baik.
Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin tetap saja belum dapat
memperoleh pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan ada sinyalemen
yang mengatakan bahwa masyarakat miskin yang menggunakan pro- gram
JPS, BLT dan sejenisnya, maka pelayanan yang mereka terima akah jauh
dari harapan. Akibatnya mereka merasa enggan untuk menggunakan pro-
gram bantuan pemerintah tersebut.




Relasi agama dan Negara merupakan wacana menarik yang terus bergulirhingga saat ini, pengalama masyarakat disejumlah Negara terdapat hubungan
yang canggung antara Islam dan Negara. (A.M. Effendy. 1995). Hal ini sangat
berkaitan tentang eksistensi dan pengakauan Pancasila sebagai dasar Negara.
Setidaknya menghasilkan paling tidak 3 sudut pandang:
1. Paradigma integralistik. Menganggap Negara dan agama merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua lembaga yang
menyatu. Negara merupakan lembaga politik dan sekaligus  lembaga agama.
Sudut pandang ini menghasilkan konsep tentang agama-negara, yang
berarti kehidupan bernegara diatur dengan menggunakan hukum dan
prinsip kenegaraan. (Sdajzali, 1990).
2. Paradigma Sekularistik. Pandangan ini memisahkan antara Agama dan
Negara. Pada Negara sekuler sistem dan nora hukum dipisahkan dengan
nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia
dan tidak berdasarkan nilai agama atau firman Tuhan, walaupun kesepakatan
tersebut bertentangan dengan nilai agama atau perintah Tuhan. Akan
tetapi bagi masyarakat pada Negara ini dibebaskan untuk menganut dan
memilih agama yang diyakininya.
3. Paradigma simbiotik. Pandangan yang menolak bahwa Islam adalah suatu
agama yang memiliki sistem kenegaraan. Serta menolak pengertian yang
dianggap oleh dunia Barat bahwa Islam hanya mengatur manysia dengan
Tuhannya. Menurut paradigma ini hubungan antara agama dan Negara
saling memumembutuhkan dan bersifat timbal balik. Negara membutuhkan
agama, dan agama juga membutuhkan Negara dalam pembinaan moral,
etika, dan spritualitas.
Dari ketiga sudut pandang inilah, kita dapat melihat dan menggolongkan
pandangan tokoh Islam mengenai posisi Pancasila di Negara Kesatuan Republik
Indonesia ini.
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A. Pandangan KH. Wahid Hasyim
Wahid Hasyim lahir pada tanggal 01 Junin1914 di Jombang Jawa Timur.
Anak kelima dari 10 bersaudara putra dari KH. Hasyim Asyari pendiri Nahdhatul
Ulama (NU) (Zaini, 2011).
Wahid Hasyim sebagai salah satu dari panitia BPUPKI, dapat membuktikan
dirinya sebagai penengah atas ketegangan antara anggota BPUPKI serta mampu
memberikan solusi terbaik tentang Pancasila sebagai dasar Negara.
Dimana dalam 62 orang anggota terbagi kepada dua corak pemikiran,
yaitu nasionalis sekuler, dan nasionalis Islami. Dari jumlah tersebut Cuma
25% yang mewakili kepentingan Islam, dikarenakan pada saat itu BPUPKI
masih dihadiri orang pemerintah Jepang.
Menurut Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) ayahnya KH. Wahid
Hasyim selalu ingin memberikan supremasi hukum islam untuk disandarkan
kepada Pancasila. Baginya, Syriah itu pada umumnya lebih tinggi dari pada
Pancasila. KH. Wahid Hasyim tetap dan selalu menerima Pancasila sebagai
dasar Negara, akan tetapi bagi beliau syariah itu lebih tinggi dibandingkan
Pancasila yang buatan manusia.
KH. Wahid Hasyim memandang bahwa perlunya hukum Islam disandarkan
pada Pancasila sebagai dasar Negara RI. Salah satu pandangannya dapat dilihat
dalam merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar, Wahid Hasyim merupakan
tokoh kunci yang memunculkan tujuh kata yaitu “dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di belakang kata “Ketuhanan Yang Maha
Esa”. (Miftahuddin, 2017).
Begitu pula pada draft UUD 1945 pasal 4 ayat 2 tentang presiden dan
agama resmi Negara, beliau mengusulkan “yang dapat menjadi presiden dan
wakil presiden hanya orang Indonesia asli dan beragama Islam”. Walaupun
pada akhirnya kata “beragama Islam” dihilangkan pada naskah resmi UUD
1945. Dikarenakan adanya protes oleh Latuharhary seorang Protestan, ia
mengatakan bahwa “Akibatnya mungkin besar, terutama bagi agama lain,….
Kalimat ini juga bisa menimbulkan kekacauan terhadap adat istiadat”. (Anshari,
1983). Lantas demi persatuan dan keutuhan bangsa dan Negara, ketujuh
kata yang diusulkannya tersebut ia menyetujui dan memprakarsai untuk dihapus
dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945.
KH. Wahid Hasyim memandang posisi Negara, bahwa Negara memiliki
peranan penting sebagai sebuah kesepakatan dari berbagai elemen bangsa.
Untuk itulah, KH. Wahid Hasyim bersikukuh mempertahankan persatuan
dan keutuhan bangsa. Ia juga menerima Pancasila sebagai dasar Negara karena
di samping Pancasila dianggap baik, Islam juga harus memiliki motivasi untuk
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menerimanya, bukan hanya Pancasila, tetapi juga apa yang baik yang dapat
memberikan kontribusi bagi perwujudan nilai-nilai Islam secara konkret.
KH. Wahid Hasyim juga mamandang antara agama dan Negara sebagai
suatu yang simbiosis mutualistik. Negara sekedar melayani agama rakyat sesuai
dengan dasar Pancasila terhadap persoalan yang bersifat individual, pemerintah
tidak boleh mencampuridan hanya boleh mengatur persoalan agama pada
segi yang bersifat kemasyarakatan. Pancasila dipandang sebagai produk masyarakat
yang diperlukan untuk keperluan itu sendiri. Pancasila dipandang sebagai
falsafah Negara sedangkan agama adalah wahyu. Pada dasarnya sila-sila dalam
Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sering dikatakan bahwa
Islam tidak dapat memisahkan antara agama dan politik, tapi dapat membedakan
mana bidang yang berguna dan tidak berguna untuk ditanggapi serta mana
hal yang diterima dan ditolak demi tujuan keagamaan (Feillard, 2007).
Sehingga dapat disimpulkan pandangan KH. Wahid Hasyim berkaitan
dengan relasi agama dan Pancasila yaitu agama harus ditempatkan dalam
posisi strategis dalam kehidupan bernegara, di samping itu agama dan Negara
merupakan satu sistem yang tidak terpisahkan satu sama lain dan saling membutuhkan.
Apabila memaknai Pancasila dengan tidak melihat dan merujuk dari nilai-
nilai agama maka pemaknaannya akan lari dari kebenaran hakiki.
B. Pandangan Buya Hamka
Hamka adalah singkatan dari namanya yaitu Haji Abdul Malik Karim
Amrullah, anak dari Abdul Karim Amrullah. Lahir 17 Pebruari 1908 di Sungai
Batang, Tanjung Raya Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan meninggal
dunia 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Ia merupakan sastrawan Indonesia,
sekaligus ulama, berbakat filsafat, serta aktivis politik.
Menurut Hamka (1951) bahwa bagi golongan Islam, sila Ketuhanan
adalah sebuah hal yang paling penting dari keseluruhan sila karena dengan
Ketuhanan itu keempat sila lainnya dijiwai. Pandangan golongan Islam ini
dapat kita lihat misalnya dari sosok Buya Hamka yang pada 1951 menerbitkan
karyanya berjudul Urat Tunggang Pancasila. Dalam karyanya itu Hamka menyebutkan
bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah urat tunggangnya Pancasila.
Dari sila pertama inilah kemudian kita berpijak mengamalkan keempat sila
setelahnya.
Terkait dengan pandangan Hamka di atas, Jimly Asshiddiqie mengatakan
bahwa menurut Buya Hamka, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah
sila utama dan sila pokok yang menyinari sila yang lain. Dalam khutbahnya
Hamka menyebut bahwa Pancasila ibarat angka 10.000. Empat nol di belakang
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angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka satu di depan. Maksudnya
adalah bahwa sila-sila yang dalam dalam Pancasila tidak akan ada artinya
bila tidak didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Disampaikan saat
Webinar Virtual oleh Pusat Studi Buya Hamka (PSBH) Universitas Prof.
Dr. Hamka (UHAMKA), 2020).
Buya Hamka menjelaskan bahwa Pancasila sebagai landasan falsafah
Bangsa Indonesia terbentuk oleh pengakuan manusia Indonesia atas eksistensi
Tuhan pada dirinya.Tuhan menurut Buya Hamka lebih dahulu ada daripada
manusia, dan Tuhan berkehendak atas Bangsa Indonesia berupa kemerdekaan.
Ia menolak Pancasila semata hanya dimaknai sebagai Gotong-Royong seperti
ide dan gagasan Soekarno, karena ketika hanya menempatkan gotong-royong
sebagai inti Pancasila berarti menafikan peran Tuhan dalam proses pembentukan
Bangsa Indonesia. Buya Hamka bahkan menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang
Maha Esa sebagai urat tunggang Pancasila.Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
melahirkan sila-sila Pancasila lainnya (Hamka, 2005).
Pemikiran Buya Hamka ini membuktikan bahwa ruang kosmik manusia
Indonesia tidaklah terlepas pada keyakinan atas eksistensi Yang Maha Ghaib
yaitu Tuhan.Manusia menyadari bahwa hubungan interaksi manusia selalu
tidak terlepas dari interaksinya kepada Tuhannya. Membangun manusia tidak
semata membangun konsepkonsep akal budi sebagai gerak kendali perilaku,
melainkan juga dengan meletakkan gagasan Ketuhanan sebagai kendali
perilaku.Gotong-royong yang membangun nilai kebersamaan sesama manusia
sebagai sebuah gerak dinamis dikukuhkan pula oleh semangat bertuhan untuk
menyempurnakan peran akal dalam gerak dinamis tersebut.Membangun manusia
berarti membangun sebuah nilai-nilai keadaban, manusia yang memahami
bahwa ada kekuatan diluar dirinya yang mengendalikan, mengatur ruang
kosmik hidupnya.Ia menyadari bahwa ia tak hidup sendiri, ia hidup bersama
dengan lainnya dalam rumah Indonesia dengan semangat kegotong-royongannya.
Inilah pencapaian kesempurnaan manusia Indonesia yang kini mulai tergantikan
oleh penanaman nilai baru berupa euforia kebebasan.
C. Pandangan KH. Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama
lengkap Abdurrahman ad-Dakhil. Ad-Dakhil maksudnya adalah sang penakluk.
Namun dikarenakan nama Ad-Dakhil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan
nama Abdurrahman Wahid. Sebutan Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan
pesantren.
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Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur
4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari enam bersaudara.
Ayahnya bernama KH. Wahid Hasyim yang merupakan putra dari KH. Hasyim
Asy’ari, pendiri Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa
Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang.
Dalam makalah yang dipaparkan di Seoul pada 25 Agustus 1990 bertajuk
Islam and Pancasila: Development of a Religious Political Doctrine in Indo-
nesia, Gus Dur merumuskan pandangannya. Menurut Gus Dur, Pancasila
justru merupakan doktrin politik religius yang sesuai dengan Islam. Nilai-
nilai agama ini menyinari ruang publik bangsa melalui Pancasila. Jika dianalogikan,
Islam adalah tebu, sedangkan Pancasila merupakan “gula Sebagai agama yang
turun dari Tuhan, Islam adalah sumber, tebu.
Namun, jika kita ingin membuat teh manis, haruskah tebu yang digunakan?
Tentu saja gula, perasan dari tebu, yang kontesktual dengan kebutuhan. Dalam
kehidupan berbangsa yang memiliki konteksnya tersendiri, Islam menerangi
bangsa melalui “saripati manis”-nya, yakni nilai-nilai Pancasila. Dalam pandangan
Gus Dur, Pancasila yang bermahkota Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi
jalan keluar dari dua kebuntuan. Pada satu sisi, kebuntuan teokrasi yang
menghendaki penegakan kedaulatan Allah (hakimiyatullah).
Jika penegakan Daulat Tuhan berarti legalisasi hukum Islam abad pertengahan
minus nilai-nilai demokratik, sesuaikah sistem ini dengan semangat zaman
modern? Sebab yang disebut Negara Islam ialah negara dimana sultan atau
khalifah menjadi penafsir tunggal syariah. Adapun wakil rakyat (ahlul halli
wal ‘aqdi) hanya bertugas menasehati. Syura (parlemen) di Negara Islam
bukan lembaga legislatif, melainkan konsultatif. Nasihatnya bisa diterima
atau diabaikan sultan.
Di sisi lain, sistem demokrasi sekuler juga buntu karena tidak mampu
melihat kebaikan agama di ruang publik. Kehidupan publik bagi sistem ini
harus imun dari agama, karena agama dianggap cerminan dari sektarianisme
dan absolutisme kitab suci. Bagi Gus Dur, dua kebuntuan ini dipecahkan
oleh Pancasila karena beberapa alasan.
1. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama. Hal ini dekat
dengan paradigma teokratis, tetapi minus penetapan syariah sebagai dasar
negara. Karena sila ketuhanan ini, syariah dilindungi oleh negara, meskipun
dalam konteks undang-undang (qanun) bukan konstitusi (dustur). Ketiadaan
dimensi doktrinal dari agama tertentu membuat ketuhanan dalam Pancasila
tidak Mengapa? Karena ketuhanan yang ditegakkan Pancasila ialah nilai-
nilai ketuhanan modern, berisi penghormatan terhadap kemanusiaan,
kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini tentu tidak terlintas
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di benak kalangan sekular yang melihat Islam dari kesempitan pandangan
kelompok radikal. Kedua, nilai-nilai Pancasila ternyata mencerminkan
nilai-nilai Islam.
2. nilai-nilai Pancasila ternyata mencerminkan nilai-nilai Islam. Bagi Gus
Dur, keagungan Islam di abad modern ini disebabkan oleh pandangan
dunia (weltanschauung) yang dibangun oleh tiga nilai, yakni demokrasi
(syura), keadilan (‘adalah), dan persamaan (musawah). Demokrasi merujuk
pada kehidupan politik non-otoriter. Keadilan mengacu pada pemerataan
ekonomi, dan persamaan merujuk pada kesetaraan warga di hadapan hukum.
Pandangan dunia yang sangat modern ini berangkat dari tugas kenabian
Muhammad SAW sebagai penebar rahmat (QS Al-Anbiya’:107). Gus
Dur memaknai rahmat bukan hanya kasih sayang yang abstrak, melainkan
kesejahteraan.
3. karena Islam adalah “agama kesejahteraan”, maka bentuk suatu negara
menjadi urusan sekunder, ketika bentuk itu bisa mencapai tujuan kesejahteraan.
Dalam hal ini Gus Dur menggunakan kaidah tujuan dan cara pencapaian
(al-ghayah wa al-wasail). Selama sebuah tujuan bisa dicapai maka bentuk
dari cara menjadi sekunder, tentu dengan catatan cara itu tidak bertentangan
dengan tujuan.
Dalam rangka perwujudan kerahmatan ini, yang dibutuhkan tentulah
Negara Pancasila, bukan negara agama yang despotik. Menurut Gus Dur,
hanya negara inklusif seperti Negara Pancasila yang bisa menaungi terpenuhinya
“Pancasila” (ushul al-khams) dari tujuan syariah, yakni perlindungan atas agama,
nyawa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, fungsi negara sebagai
penegak hukum Tuhan harus dipahami secara substantif melalui tekanan
pada visi kerahmatan, baik yang terdapat dalam akidah (teologi), syariah
(hukum), maupun akhlak (amal etis). Kini, sepuluh tahun sudah Gus Dur
berpulang ke Rahmatullah. Warisan pikiran tersebut semestinya menjadi
modal bagi keagungan Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar yang demokratis
(Auliani, 2020).
Bagi Gus Dur, demokrasi itu bukan tidak haram, tetapi wajib dalam
Islam. Menegakkan demokrasi adalah salah satu prinsip Islam yakni syuro.
Dan Gus Dur mencita-citakan bahwa umat Islam Indonesia menjadi umat
beragama yang berpandangan luas, mampu memahami orang lain, menumpahkan
kebersamaan yang utuh dengan segala pihak, menjunjung tinggi kebebasan
sebagai sarana demokrasi.
Menurut Gus Dur, ada tiga hal pokok demokrasi yaitu, kebebasan,
keadilan, dan musyawarah. Kebebasan adalah kebebasan individu sebagai
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warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Keadilan merupakan landasan
demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat
untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing
Oleh karena setiap orang punya hak dan kesempatan untuk mengatur
hidup dan kehidupannya sehingga harus diberi jalan yang mudah dan tidak
dipersulit, seperti beberapa kasus yang terjadi pada saat Orde Baru. Pokok
demokrasi yang ketiga adalah Syura atau musyawarah, artinya bentuk atau
cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur
permusyawaratan. (Abdurrahman Wahid, “Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi,”
dalam Amin dan Najib, 1993).
Dalam hubungan Islam dan negara, Gus Dur menjelaskan bahwa Islam
tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah
doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran.
Tak ada pula doktrin bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam,
demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan (Wawancara Gus Dur,
1998).
Dalam pandangan Gus Dur memang jelas bahwa Agama tidak mengenal
doktrin kenegaraan, yang ada hanyalah doktrin tentang kemasyarakatan.
Dalam artian bahwa Agama dan negara saling berkaitan, secara formal memang
masyarakat diatur oleh aturanaturan kenegaraan, namun ajaran-ajaran kemasyarakatan
sehari-hari dijalankan atas perilaku keagamaan, dan justru Agama yang harusnya
memberikan spirit kenegaraan dengan ajaran-ajaran sosialnya, ajaran cinta
tanah Airnya, bisa dikatakan Negara adalah bungkus dan isinya adalah ajaran
keagamaan. Namun, jika dibalik akan menimbulkan masalah yang besar di
negeri ini
Bagi Gus Dur negara adalah al-Hukm - hukum atau aturan. Islam tidak
mengenal konsep pemerintahan yang definitif sehingga etik kemasyarakatanlah
yang diperlukan. Karenanya menurut Gus Dur Islam tidak perlu diformalkan
dalam kehidupan bernegara. Cukup apabila para warga negaranya memperjuangkan
sumbangan dan peranan Islam secara informal dalam pengembangan demokrasi
(Wahid, 2001).
D. Pandangan Nurcholis Madjid
Nurcholish Madjid atau yang populer dipanggil Cak Nur, adalah seorang
pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia, putra kelahiran Mojoanyer,
Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi. Bertepatan dengan
26 Muharram 1358 Hijriyah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren.
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Ayahnya adalah K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pasentren Tebuireng,
Jombang, yang didirikan oleh pendiri Nahdatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh
Hasyim Asy’ari, yang mana beliau adalah salah seorang diantara Faunding
Father Nahdatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU
dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama
Hajjah Fathonah (Nadroh, 1999). Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal
29 agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Ia adalah salah satu dari pemikir Islam
terbaik Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran
keislaman kontemporer, khususnya pada tahun 1990 yang disebut sebagai
persiapkan umat Islam Indonesia memasuki zaman modern.
Menurut Nurcholish Madjid, kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu
(1) Pancasila sebagai ideologi terbuka; (2) Pancasila sebagai common plat-
form; dan (3) sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan.
1. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang bagi
Indonesia. Walaupun demikian bukan berarti Pancasila sudah sepenuhnya
operasional dan mengisi semangat zaman. Justru aspek penting yang seharusnya
dikembangkan adalah bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai
sumber untuk memacu masa depan. Untuk mewujudkannya adalah dengan
menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Pemikiran ini memiliki relevansi agar Pancasila tetap dipelihara makna
dan relevansinya tanpa kehilangan hakikat. Jika hal ini dilaksanakan secara
optimal maka ideologi Pancasila tidak kehilangan konteks dan perannya
(Nurcholish Madjid, 2013). Ia akan terus komunikatif dan sesuai dengan
dinamika dan perkembangan zaman. Pemikiran Cak Nur ini serupa dengan
pemikiran Joko Siswanto yaitu memelihara makna dan relevansi Pancasila
tanpa kehilangan hakikatnya, apa yang dilakukan Cak Nur sesungguhnya
agar Pancasila tidak “memfosil”.
Pancasila yang “memfosil” menurut Siswanto (2015) adalah Pancasila
yang eksistensinya tidak lagi aktif dan fungsional layaknya fosil. Ia tidak lagi
relevan dan kehilangan fungsinya yang operasional dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Keterbukaan ideologi Pancasila bersifat internal dan eksternal.
Keterbukaan ini sesungguhnya bersifat kultural, yakni selaras dengan kebudayaan.
Hal ini bermakna bahwa keterbukaan tersebut selaras dengan nilai dasar
kemanusiaan yang merupakan inti kebudayaan. Keterbukaan tersebut dibentuk
oleh adanya sifat dasar monodualistik atau kedwitunggalan mendasar antara
personalitas dan sosialitas, antara ke-apa-an dan ke-siapa-an, antara dinamika
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dan keterbatasan, antara materialitas dan spiritualitas, antara kesinambungan
dan pembaharuan.
Car Nur (2008) menyatakan bahwa sikap kritis yang muncul dari sikap
terbuka kepada sesama manusia dalam kedalaman jiwa yang saling menghargai
merupakan indikasi adanya petunjuk dari Tuhan. Sikap semacam ini dinilai
Nurcholish Madjid sebagai sikap yang sejalan dengan rasa ketuhanan atau
takwa.Pancasila sebagai ideologi terbuka ternyata sama halnya dengan ideologi
modern. Disebut ideologi modern karena Pancasila  ditampilkan oleh para
bapak pendiri bangsa yang berwawasan modern. Tujuan mereka menampilkan
Pancasila adalah untuk memberi landasan filosofis bersama sebuah masyarakat
plural yang modern.
2. Pancasila sebagai Common Platform
Indonesia sebagai negara memiliki tingkat keanekaragaman tinggi. Bahkan
Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya paling plural di dunia. Pluralitas
ini mencakup berbagai aspek, mulai aspek agama, suku, ras dan golongan.
Jika hal ini mampu dikelola secara baik maka akan menjadi kekayaan yang
sangat berharga. Keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia ini harus
dikelola secara baik, cerdas, dan jujur.Ada banyak cara mengelola keanekaragaman
tersebut. Salah satunya adalah melalui pembangunan kesadaran bersama tentang
pentingnya mencari titik temu dari keanekaragaman yang ada, bukan
mempertentangkan titik beda. Kesadaran semacam ini penting untuk menumbuhkan
harmoni sosial. Tanpa ada kesadaran, perbedaan hanya akan dilihat pada
titik perbedaanya.
Menurut Cak Nur, Pancasila merupakan common platform antarberbagai
kelompok masyarakat dan agama. Konsep ini diadapatasi olehnya dari tinjauan
sejarah yaitu nabi dulu mewujudkan dalam Piagam Madinah. Menurut Cak
Nur bahwa Pancasila merupakan pilihan umat Islam yang final, sah dan Islami.
Tidak perlu lagi diperdebatkan tentang hal-hal yang berkaitan antara Islam
dan Pancasila. Persoalan itu dinilai Cak Nur sudah tuntas. Agenda yang
justru menjadi tantangan adalah bagaimana mengisi dan menjalankan nilai-
nilai Pancasila secara adil dan konsisten (istiqomah)(Latif, 2015).
Cak Nur menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, haruslah
dilihat Pancasila sebagai pemersatu dan kalimat sawa’ yang mengajak semua
orang agar patuh dengan ajaran Tuhan. Dengan cara menghargai pluralitas
yang sudah ada dimasyarakat, maka kehidupan yang damai dan harmonis
dapat terwujud.
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3. Sila-sila Pancasila sebagai Satu Kesatuan
Dalam sila pertama, misalnya yang menurut Bung Hatta merupakan
sila utama yang menyinari sila-sila yang lainya dinilai Nurcholish Madjid
masih menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik secara konseptual maupun
praktis. Padahal, sila pertama ini posisinya sangat sentral. Selain menyinari
sila-sila lainnya, sila pertama ini juga menjadi dasar etis. Karena itulah merupakan
hal tepat ketika Nurcholish Madjid menyebut sila Ketuhanan Yang Maha
Esa sebagai sila vertikal, sedangkan sila-sila selanjutnya merupakan sila horisontal.
Sila-sila yang lainnya masih menghadapi tantangan implementasi. Sila kedua
masih harus berhadapan dengan realitas masih banyaknya pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), sila keempat masih berhadapan dengan rendahnya
kualitas demokrasi, dan sila kelima masih harus berhadapan dengan belum
terwujudnya keadilan sosial di berbagai wilayah.
Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Cak Nur, salah satu
sifat terpenting masyarakat yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada
Tuhan Yang Maha Esa, ialah sikap adil dan menengahi, sehingga mampu
menjadi saksi atas sekalian umat manusia. Maka, dalam sila kemanusiaan
yang adil dan beradab hanya ada dalam keadilan, dan hanya kemanusiaan
yang adil yang mampu mendukung peradaban. Kemudian dalam sila Persatuan
Indonesia, persatuan yang akan membawa kemajuan ialah persatuan yang
dinamis, yaitu persatuan dalam kemajemukan, persatuan dalam semboyan
Bhinneka Tunggal Ika sebab sekalipun prinsip kemanusiaan adalah satu, terdapat
kebhinnekaan dalam kesatuan itu. Karena keterbatasan manusia dalam memahami
persoalan hidupnya sendiri dan masyarakatnya, diperlukan adanya saling urun
rembuk atau musyawarah dalam suatu sistem yang memungkinkan urun rembuk
itu sendiri, yaitu sistem yang memberi ruang untuk terjadinya tukar pikiran
dan saling menyampaikan pesan tentang yang baik dan benar. Hal itu berguna
untuk mewujudkan tujuan hidup bersama, yang harus diperjuangkan dengan
penuh ketabahan, ketekunan, dan kerja keras. Lanjut Cak Nur, untuk mewujudkan
masyarakat adil yang tidak ada penindasan oleh manusia atas manusia, dan
yang bersemangat kerakyatan, diperlukan kebesaran tekad dan keteguhan
jiwa yang luar biasa. Perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat,
yaitu taraf hidup mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan (Madjid, 1999).
E. Pandangan Muhammadiyah
Pandangan dan komitmen cendikiawan muslim dari organisasi Muhamamdiyah,
semisal Syafei Ma’arif, Din Syamsuddin, Amin Rais, Haedar Natsir, dll, akan
dirangkum pada pembahasan berikut.
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Muhammadiyah memiliki pandangan dan komitmenr untuk memperkokoh
Pancasila  dan merawat Kebinekaan, sebagaimana telah dituangkan dalam
Matan Keyakinan dan Cita-cita  Hidup Muhammadiyah, pada point terakhir
telah dinyatakan bahwa:
“Muhammadiyah mengajak kepada segenap lapisan bangsa Indonesia yang
telah mendapat karunia Allah berupa Tanah Air yang mempunyai sumber
kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
pada pancasila dan undang-undang dasar 1945, untuk bersama sama menjadikan
suatu negara adi dan makmur yang di ridhoi Allah Swt. Baldatun Thayyibatun
Wa Robbun Ghafur.
Muhammadiyah tidak berhasrat membentuk negara lain selain Pancasila,
termasuk negara formal Islam seperti Negara Khilafah Islam. Dalam hal ini
posisi Muhammadiyah dalam memandang Pancasila telah dipertegas  oleh
keputusan Tanwir Muhammadiyah Bandung tahun 2012 yang menyatakan
bahwa Muhammadiyah telah menerima bahkan ikut mendirikan NKRI sebagai
konsensus nasional, yakni sebagai “Darul Ahdi” (Negara Perjanjian kolektif)
dan  “Darus Syahadah” (negara tempat Muhammadiyah mewujudkan pemikiran
dan amaliah keislaman).
Bukti pandangan kebangsaan Muhammadiyah dapat dijumpai pada
“Pernyataan Pikiran Abad ke Dua” yang menyatakan Muhammadiyah sangat
komitmen terhadap kerukunan, perdamaian dan anti  terhadap sparatisme
yang dapat menghancurkan NKRI, Pancasila dan Kebhinekaan. Wacana
Pancasila di dalam Muhmamadiyah sudahlah final di dalam  tingkatan pusat,
yang artinya bahwa Muhammadiyah dengan segala daya dan upayanya tentu
akan ikut merawat Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Dengan  menjadikan
“Negara Pancasila sebagai darul ahdi wasy syahadah” sebagai  pandangan organisasi
dan sebuah rumusan penting dari sisi teologis politik  merupakan langkah
yang sangat bijaksana, untuk menghargai kesepakatan bersamayang telah di
bangun oleh para pendiri bangsa indonesia yang ingin negara  indonesia
dibangun berdasarkan keberagaman dan saling toleransi satu sama lainya.
Tidak ada pertentangan terkait dengan pancasila sebagai dasar negara  Republik
Indonesia di dalam Struktural Muhammadiyah di tingkat pusat.
Muhammadiyah sebagai satu gerakan dakwah yang senantiasa mengelorakan
api  semangat kebaikan melalui gerakan dakwah Islam Berkemajuan memandang
bahwa setiap butir Pancasila sejalan dengan pikiran Islam dan tentunya pikiran
ketuhanan merupakan kunci utama dalam setiap silanyaPertentangan terkait
dengan Pancasila sebagai dasar negara terjadi bukan di  tingkat pusat namun
terjadi pada tingkatan Pimpinan Wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh
Din Syamsudin dalam (MPK PPM, 2017).
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Masih menurut Muhammadiyah bahwa asas pancasila tidak ada pertentangan
dengan ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan As-Sunnah dan Ajaran
Agama apapun di Indonesia. Jika kemudian ditelaah di dalam Al-Quran
semua asas di pancasila terdapat juga di dalam Al-Quran. Sebagai falsafah
hidup bangsa, hakekat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh
bangsa Indonesia sejak negara  ini belum berbentuk. Artinya, rumusan Pancasila
sebagaimana tertuang dalam alinea 4 UUD 1945 sebenarnya merupakan refleksi
dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi
dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Agama dan
Pancasila merupakan dua hal yang melekat dalam nilai kultur  masyarakat
Indonesia. Kedua hal itu merupakan dua hal yang sama sekali tidak bertentangan
karena nilai-nilai agama diejawantahkan dalam sisa-sila Pancasila.
Amin Abdullah dalam paparanya dalam Konverensi Nasional Indo-
nesia  Berkemajuan bahwa Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas
oleh bangsa ini tentu  memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai
Pancasila. Hal ini dapat disimak  dari masing-masing sila yang terdapat pada
Pancasila berikut ini:  Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketuhanan
adalah prinsip  semua agama. Dan prinsip keesaan Tuhan merupakan inti
ajaran Islam, yang  dikenal dengan konsep tauhid. Dalam Islam tauhid harus
diyakini secara kaffah  (totalitas), sehingga tauhid tidak hanya berwujud
pengakuan dan pernyataan saja.  Akan tetapi, harus dibuktikan dengan tindakan
nyata, seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, baik dalam konteks
hubungan vertikal kepada Allah  (ubudiyyah) maupun hubungan horizontal
dengan sesama manusia dan semua  makhluk (hablun minan nas).
Din Syamsudin menambahkan bahwa totalitas makna tauhid itulah
kemudian dikenal dengan konsep tauhid ar- rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah
dan tauhid al-asma wa al-sifat. Tauhid  Rububiyyah adalah pengakuan, keyakinan
dan pernyataan bahwa Allah adalah satu- satunya pencipta, pengatur dan
penjaga alam semesta ini. Sedangkan tauhid al-Uluhiyyah adalah keyakinan
akan keesaan Allah dalam pelaksanaan ibadah, yakni hanya Allah yang berhak
diibadahi dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah (dan Rasul-Nya)
baik dengan ketentuan rinci, sehingga manusia tinggal melaksanakannya
maupun dengan ketentuan garis besar yang memberi ruang kreativitas manusia
seperti ibadah dalam kegiatan sosial-budaya, sosial ekonomi, politik kenegaraan
dan seterusnya, disertai dengan akhlak (etika) yang mulia sebagaimana dicontohkan
oleh Rasulullah. Adapun tauhid al-asma wa al-sifat adalah bahwa dalam memahami
nama-nama dan sifat Allah seorang muslim hendaknya hanya mengacu kepada
sumber ajaran Islam, Quran-Sunnah (Syamsudin dalam MPK PPM, 2017).
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Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Prinsip kemanusiaan
dengan keadilan dan keadaban adalah juga menjadi ajaran setiap agama yang
diakui oleh negara Indonesia, termasuk Islam. Dalam ajaran Islam, prinsip
ini merupakan manifestasi dan pengamalan dari ajaran tauhid. Muwahhidun
(orang yang bertauhid) wajib memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan
sikap yang adil dan berkeadaban. Sikap adil sangat ditekankan oleh ajaran
Islam, dan sikap adil adalah dekat  dengan ketaqwaan kepada Allah sebagaimana
firman Allah dalam Q.S. Al Maidah  ayat 8  “Hai orang-orang yang beriman
hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” Ajaran Islam memerintahkan agar
umat  Islam menjalin persatuan dan kesatuan antar manusia dengan kepemimpinan
dan organisasi yang kokoh dengan tujuan mengajak kepada kebaikan (al-
khair), mendorong perbuatan yang makruf, yakni segala sesuatu yang membawa
maslahat (kebaikan) bagi umat manusia dan mencegah kemungkaran, yakni
segala yang membawa madharat (bahaya dan merugikan) bagi manusia seperti
tindak kejahatan. Persatuan dan kesatuan dengan organisasi dan kepemimpinan
yang kokoh itu dapat berbentuk negara, seperti negeri tercinta Indonesia.
Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/perwakilan” Prinsip yang ada pada sila keempat ini
merupakan serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan
yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya dan di dalam menjalan
roda kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai
pandangan untuk didapat pandangan yang terbaik bagi kehidupan bersama
dengan kemufakatan. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan
mengedepan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan
dalam sila-sila dalam Pancasila sejalan dengan ajaran agama. Bahkan pengamalan
agama akan memperkokoh implementasi ideologi Pancasila.
Sila Kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Mengelola
negara dengan prinsip keadilan yang meliputi semua aspek, seperti keadilan
hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk
kesejahteraan rakyat merupakan amanat setiap agama bagi para pemeluknya.
Dalam Islam di ajarkan agar pemimpin negara memperhatikan kesejahteraan
rakyatnya, dan apabila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman
yang adil. (QS. Nisa: 58) Dalam kaidah fikih Islam dinyatakan “al-ra’iyyatu
manuthun bil maslahah”, artinya kepemimpinan itu mengikuti (memperhatikan)
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kemaslahatan rakyatnya. Berarti pula bahwapemegang amanah kepemimpinan
suatu negara wajib mengutamakan kesejahteraanrakyat. (Majalahtabligh.com/
2017/hubungan-pancasila-dengan-nilai-ajaran-islam).
Selain itu, Amin rais, salah satu Tokoh Nasional yang pernah menjabat
sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2002
dalam salah satu siaran diskusi Indonesia Lawyers Club yang disiarkan oleh
TV one pada(15/2/2018) mengatakan bahwa “Pancasila memiliki lima kosa
kata yang tertuang  di dalam al quran, kata adil dan beradab hanya berada di
dalam al quran dan tidak ada di kosa kata bahasa lain baik itu bahasa indonesia
maupun bahasa yang lainya.”
Haedar Nashir menyampaikan dalam sambutanya di Resepsi Milad
Muhammadiyah 105 bahwa “Perlu disadari bahwa betapa kompleksnya hidup
dalam suatu bangsa yang bhineka dan mengelola kebhinekaan. Masyarakat majemuk
(plural society) memiliki sifat non-komplementer, satu sama lain pada dasarnya
sulit bersatu, Ketika bangsa Indonesia yang bhineka itu bersatu, menurut para
ahli hal itu karena ada nilai perekat yang disepakati bersama, yakni Pancasila.
Manakala nilai perekat itu longgar dan tidak menjadi rujukan yang aktual
maka luruhlahkebersamaan, sehingga sekarang Pancasila ditransformasikan
kembali untuk menjadi dasar filosofis berbangsa dan bernegara.
Kesetujuan dan komitemen Muhammadiyah terhadap NKRI, dapat
pula dilihat saat Muhammadiyah yang dipimpin oleh Haedar Nashir saat itu
memberikan 6 rekomendasi nawacita jika Presiden Jokowi kembali terpilih
menjadi presiden pada kontestasi pemilu 2019, isi 6 rekomendasi nawa cita
adalah; Pertama, jadikan nilai agama yang hidup di bangsa ini sebagai nilai
luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila Ketuhanan Yang
Maha Esa.  Kedua, menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir
seluruh bangsa dan negara. Sehingga Pancasila betul-betul terwujud. Ketiga,
adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial
untuk mengatasi kesenjangan sosial. Keempat, mewujudkan kedaulatan bangsa
dan negara. Kelima, restrukturisasi pendidikan nasional. Keenam, proaktif
pemerintah untuk dunia Islam.
Akhirnya berbagai pandangan cendikiawan muslim di atas bukan dimaksudkan
untuk membuat keruh atau mengombang-ambingkan Pancasila sebagai Dasar
Negara yang sudah final, malahan sebaliknya pandangan para cendikiawan
di aatas dimaksudkan agar bangsa ini jangan lagi larut dan terbawa arus untuk
memperdebatkan atau bahkan menggugat Pancasila.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, bahwa
perbedaan pendapat tentang Pancasila sudah selesai. Semua telah sepakat
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dengan pancasila yang ada sekarang. Umat Islam juga sudah menerima Pancasila
meskipun kewajiban menjalankan syariat dihapus. “Oleh sebab itu, jangan
lagi Pancasila diotak-atik dan dikembalikan pada perdebatan awal”.
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